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ABSTRAK 

 

PENGELOLAAN MANGROVE KOTA KARANG DI WILAYAH PESISIR KOTA 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

IRFAN TRI MUSRI 

 

Ekosistem mangrove memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang penting 

bagi keberlanjutan wilayah pesisir. Namun, keberadaan mangrove di Kota Karang, 

Kota Bandar Lampung, menghadapi berbagai tekanan berupa alih fungsi lahan, 

pembangunan kawasan pesisir, pencemaran lingkungan, serta tumpang tindih 

kewenangan dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

persepsi dan peran serta masyarakat, mengkaji peran kelembagaan pemerintah, 

serta merumuskan strategi pengelolaan mangrove yang berkelanjutan di Kota 

Karang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif dengan 

metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) serta 

analisis deskriptif terhadap aspek kelembagaan dan kebijakan pengelolaan 

mangrove. Data diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan studi 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap 

keberadaan mangrove dan telah terlibat dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, 

serta pengawasan mangrove, meskipun partisipasinya belum optimal akibat 

lemahnya kelembagaan masyarakat, rendahnya dukungan pemerintah, serta 

terbatasnya insentif ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi berpengaruh signifikan 

terhadap pengelolaan mangrove. Pengelolaan mangrove terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kondisi ekologi mangrove (t-statistik = 4,734; p-

value = 0,000), sedangkan kondisi ekologi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keberlanjutan pengelolaan mangrove (t-statistik = 2,255; p-value = 0,024). 



Peran pemerintah pusat dan daerah telah didukung oleh berbagai regulasi, namun 

masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih kewenangan, lemahnya 

koordinasi lintas sektor, dan keterbatasan sumber daya. Strategi pengelolaan yang 

direkomendasikan adalah penguatan kelembagaan kolaboratif, peningkatan 

partisipasi masyarakat, rehabilitasi mangrove berkelanjutan, pengembangan 

ekonomi berbasis konservasi, penguatan sistem pengawasan, serta sinkronisasi 

kebijakan antar pemangku kepentingan. Tata kelola kolaboratif (collaborative 

governance) menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberlanjutan ekosistem 

mangrove di Kota Karang.  

 

Kata kunci: mangrove, pengelolaan pesisir, kelembagaan, partisipasi masyarakat, 

SEM-PLS, keberlanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

MANGROVE MANAGEMENT OF KOTA KARANG IN THE COASTAL 

AREA OF BANDAR LAMPUNG CITY 

 

By 

IRFAN TRI MUSRI 

 

Mangrove ecosystems provide essential ecological, social, and economic functions 

that support the sustainability of coastal areas. However, mangrove resources in 

Kota Karang, Bandar Lampung City, are facing increasing pressures from land 

conversion, coastal development, environmental pollution, and overlapping 

institutional authorities in their management. This study aimed to analyze 

community perceptions and participation, examine the role of government 

institutions, and formulate sustainable mangrove management strategies in Kota 

Karang. The research employed a quantitative and descriptive approach using 

Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) and descriptive 

analysis to evaluate institutional and policy aspects of mangrove management. Data 

were collected through surveys, interviews, field observations, and document 

reviews. 

 

The results indicate that local communities have a positive perception of mangrove 

ecosystems and have participated in mangrove planting, maintenance, and 

monitoring activities. However, community participation remains suboptimal due 

to weak local institutions, limited government support, and inadequate economic 

incentives. Social and economic factors significantly influence mangrove 

management. Mangrove management was found to have a positive and significant 

effect on ecological conditions (t-statistic = 4.734; p-value = 0.000), while 

ecological conditions significantly affected the sustainability of mangrove 



management (t-statistic = 2.255; p-value = 0.024). Although both central and local 

governments possess a clear regulatory framework, implementation is constrained 

by overlapping authorities, weak inter-sectoral coordination, and limited resources. 

The recommended management strategy emphasizes strengthening collaborative 

institutions, enhancing community participation, implementing sustainable 

mangrove rehabilitation programs, developing conservation-based economic 

activities, improving monitoring systems, and synchronizing policies among 

stakeholders. Collaborative governance is identified as the key approach for 

achieving sustainable mangrove management in Kota Karang. 

 

Keywords: coastal management, community participation, institutional, mangrove, 

SEM-PLS, sustainability. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.Latar Belakang  

 

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang memiliki wilayah pesisir 

yang luas dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik hayati maupun 

nonhayati. Panjang garis pantai negara indonesia ialah 108.000 Km dengan Jumlah 

Pulau sebanyak 17.504 Pulau yang terdiri dari Pulau Bernama 16.771 Pulau dan 

Pulau Tidak Bernama 733 Pulau serta Pulau-pulau Kecil Terluar 111 Pulau 

(Rahmantya et al., 2022). Salah satu sumber daya alam di wilayah pesisir yang 

dimiliki Indonesia adalah hutan mangrove.  

Ekosistem mangrove merupakan komunitas tumbuhan yang tumbuh dan 

berkembang di kawasan intertidal, yaitu wilayah pesisir yang secara periodik 

dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove memiliki kemampuan adaptasi 

yang tinggi terhadap kondisi salinitas, genangan, dan substrat berlumpur sehingga 

membentuk ekosistem yang unik sebagai zona transisi antara lingkungan daratan 

dan perairan laut. Komunitas mangrove umumnya didominasi oleh spesies dari 

genus Rhizophora, Avicennia, Sonneratia, dan Bruguiera. Selain memiliki fungsi 

ekologis sebagai pelindung pantai dan habitat berbagai biota, mangrove juga 

diklasifikasikan sebagai ekosistem blue carbon karena kemampuannya menyerap, 

menyimpan, dan mengakumulasi karbon dalam biomassa maupun sedimen pesisir 

dalam jumlah yang signifikan, sehingga berkontribusi terhadap upaya mitigasi 

perubahan iklim global. (Darwati, 2022). Mangrove, baik sebagai jenis vegetasi 

maupun sebagai suatu ekosistem, memiliki peranan dan manfaat yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia serta lingkungan. Sejak dahulu, masyarakat pesisir 

telah memanfaatkan berbagai bagian tumbuhan mangrove untuk berbagai 

kebutuhan, seperti bahan obat tradisional, sumber pangan, material bangunan, 
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bahan pengawet, hingga pewarna jaring ikan yang digunakan oleh nelayan. Selain 

memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, ekosistem mangrove juga 

berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas perairan di sekitarnya melalui 

penyediaan unsur hara yang berasal dari proses dekomposisi bahan organik, 

terutama dalam bentuk nitrit dan nitrat. 

Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai habitat bagi berbagai jenis 

organisme, khususnya kelompok moluska dan gastropoda. Lebih lanjut, kawasan 

mangrove menjadi bagian penting dalam siklus hidup berbagai spesies ikan dan 

biota laut lainnya karena berperan sebagai tempat pemijahan, pembesaran, dan 

mencari makan. Dari aspek fisik, keberadaan tegakan mangrove yang rapat mampu 

melindungi wilayah pesisir dari dampak gelombang laut, intrusi air asin ke daratan, 

serta proses abrasi pantai.  

Secara umum, mangrove memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang 

saling berkaitan. Dari sisi ekologis, mangrove berperan dalam menjaga 

keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus melindungi garis pantai dari berbagai 

tekanan lingkungan. Dari aspek sosial, keberadaan mangrove mendukung 

kehidupan masyarakat sekitar melalui penyediaan sumber mata pencaharian dan 

perlindungan dari ancaman gelombang serta bencana pesisir. Sementara itu, dari 

aspek ekonomi, berbagai produk yang dihasilkan dari mangrove, seperti kayu, hasil 

perikanan, bahan baku industri rumah tangga, dan jasa lingkungan, memberikan 

nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat maupun daerah sekitarnya. 

Mangrove, baik sebagai jenis vegetasi maupun sebagai suatu ekosistem, 

memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia serta 

lingkungan. Sejak dahulu, masyarakat pesisir telah memanfaatkan berbagai bagian 

tumbuhan mangrove untuk berbagai kebutuhan, seperti bahan obat tradisional, 

sumber pangan, material bangunan, bahan pengawet, hingga pewarna jaring ikan 

yang digunakan oleh nelayan. Selain memberikan manfaat langsung bagi 

masyarakat, ekosistem mangrove juga berkontribusi terhadap peningkatan 

produktivitas perairan di sekitarnya melalui penyediaan unsur hara yang berasal 

dari proses dekomposisi bahan organik, terutama dalam bentuk nitrit dan nitrat. 

Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai habitat bagi berbagai jenis 

organisme, khususnya kelompok moluska dan gastropoda. Lebih lanjut, kawasan 
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mangrove menjadi bagian penting dalam siklus hidup berbagai spesies ikan dan 

biota laut lainnya karena berperan sebagai tempat pemijahan, pembesaran, dan 

mencari makan. Dari aspek fisik, keberadaan tegakan mangrove yang rapat mampu 

melindungi wilayah pesisir dari dampak gelombang laut, intrusi air asin ke daratan, 

serta proses abrasi pantai. 

Secara umum, mangrove memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang 

saling berkaitan. Dari sisi ekologis, mangrove berperan dalam menjaga 

keseimbangan ekosistem pesisir sekaligus melindungi garis pantai dari berbagai 

tekanan lingkungan. Dari aspek sosial, keberadaan mangrove mendukung 

kehidupan masyarakat sekitar melalui penyediaan sumber mata pencaharian dan 

perlindungan dari ancaman gelombang serta bencana pesisir. Sementara itu, dari 

aspek ekonomi, berbagai produk yang dihasilkan dari mangrove, seperti kayu, hasil 

perikanan, bahan baku industri rumah tangga, dan jasa lingkungan, memberikan 

nilai ekonomi yang signifikan bagi masyarakat maupun daerah sekitarnya. 

Di Indonesia total luas hutan mangrove saat ini berdasarkan data yang 

dipublikasikan oleh KLHK adalah seluas 3.364.080 Ha (MenLHK, 2021). Dari 

total luasan mangrove Indonesia, berdasarkan status kawasan, 79% berada dalam 

kawasan hutan, 21% berada di kawasan APL atau bukan kawasan hutan (KKP, 

2022). Sementara untuk di Provinsi Lampung sendiri saat ini total luas ekosistem 

mangrove 9.583,94 ha baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun diluar 

kawasan hutan (KKMD Lampung, 2023). 

Tabel 1.1.  Sebaran Mangrove di Provinsi Lampung 

No Kabupaten Luas  Kawasan Mangrove (Ha) 

Kawasan Hutan APL 

1 Bandar Lampung  17,64 

2 Lampung Selatan 99,52 509,95 

3 Lampung Timur 28,24 2643,11 

4 Mesuji  92,32 

5 Pesawaran  934,32 

6 Tanggamus  137,75 

7 Tulang Bawang  5.248,84 

 TOTAL 127,76 9.583,94 

Sumber : Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Lampung, 2023 
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Berbagai manfaat yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove perlu 

dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat 

optimal bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan 

yang baik menjadi penting untuk memastikan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi 

mangrove tetap terjaga dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang mengatur pengelolaan, 

perlindungan, pemanfaatan, serta rehabilitasi hutan mangrove. Kehadiran produk-

produk hukum tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan 

sumber daya mangrove, mencegah kerusakan ekosistem, serta menjamin 

pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan demi kepentingan generasi 

sekarang dan masa mendatang. 

Dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 

Pada pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 menjelaskan : 

Gambar 1.1 Peta sebaran lokasi mangrove di kota bandar lampung, kabupaten 

lampung selatan, kabupaten lampung timur, kabupaten tulang bawang, kabupaten 

tanggamus dan kabupaten pesawaran. 

Sumber : RZWP3K Lampung, Diolah 2026. 
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“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,  dikuasai oleh 

negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya  untuk kemakmuran rakyat”  

 

Pasal tersebut menegaskan bahwa negara memperoleh mandat konstitusional 

untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang 

terkandung di wilayah Indonesia demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Konsep penguasaan oleh negara tidak dimaknai sebagai kepemilikan secara mutlak, 

melainkan sebagai kewenangan negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi 

untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya 

alam agar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam 

pelaksanaannya, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 

pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif, berkelanjutan, dan 

berkeadilan sehingga hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. 

Selanjutnya, salah satu produk hukum yang secara khusus mengatur 

pengelolaan ekosistem mangrove adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini 

memberikan landasan hukum bagi pengelolaan sumber daya pesisir, termasuk 

ekosistem mangrove, melalui pendekatan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan 

berbasis partisipasi masyarakat. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek, mulai 

dari perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga pengendalian pemanfaatan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan tujuan menjaga kelestarian ekosistem 

sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber 

daya pesisir. Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini menjadi instrumen 

penting dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove 

secara berkelanjutan di Indonesia. 

Undang-Undang ini merupakan sebuah Undang-Undang sektoral yang 

mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengingat secara 

lokus keberadaan ekosistem mangrove bukan hanya berbicara di dalam dan diluar 

kawasan hutan, tetapi juga secara objek berada di wilayah pesisir. 
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 Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil berbunyi : 

“Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, 

sumber daya nonhayati;sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; 

sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang,padang lamun, mangrove 

dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral 

dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait 

dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan 

alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan 

kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di 

Wilayah Pesisir”. 

  

Kemudian pada pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berbunyi : 

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu 

pengkoordinasian perencanaan,pemanfaatan, pengawasan, dan 

pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat 

dan laut,serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat“ 

 

Berdasarkan bunyi pasal 1 angka1 dan 4 Undang – Undang Nomor 1 tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil , Hutan Mangrove termasuk 

dalam sumber daya pesisir maka hutan mangrove juga merupakan bagian dari 

pengelolaan wilayah pesisir.  

Selain Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil, produk hukum lainnya yang mengatur tentang hutan mangrove 

ialah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999. Pada Undang-Undang Nomor 41 

tahun 1999 tentang Kehutanan , disebutkan mengenai pengertian hutan pada pasal 

1 ayat (2) yaitu : 

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. 
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Keberadaan dan keberlanjutan hutan mangrove tentu tidak bisa terlepas dari 

peran dan optimalisasi dari Pemerintah, baik itu pemerintah pusat melalui 

kementerian maupun pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah  

(OPD).  

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang tentang Kementerian Negara 

dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi 

Kementerian Negara, mengatur secara jelas mengenai tugas dan fungsi serta 

pembagian kementerian berdasarkan ranah kerjanya. Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu 

bagian dari kementerian saat ini.  

Tugas dan fungsi setiap kementerian diatur melalui Peraturaran Presiden. 

Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 mengatur tentang Kementerian Kelautan 

dan Perikanan. Pada pasal 2 Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2015 mengatur 

tentang tugas dari kementerian kelautan dan prikanan, yaitu :  

“Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara”  

 

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 mengatur bahwa salah satu 

fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah melaksanakan 

perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi di bidang pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KKP 

memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya yang berada di kawasan 

pesisir, termasuk ekosistem mangrove. Mengingat hutan mangrove merupakan 

bagian integral dari ekosistem pesisir, maka pengelolaannya menjadi salah satu 

ruang lingkup kewenangan KKP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam konteks 

ini, KKP bertanggung jawab untuk memastikan pemanfaatan dan pengelolaan 

mangrove dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek 

konservasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. 
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Di sisi lain, pengelolaan hutan mangrove juga melibatkan peran Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini menegaskan bahwa KLHK 

memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan 

hidup dan kehutanan, termasuk perlindungan, pelestarian, rehabilitasi, dan 

pengelolaan kawasan hutan. Mengingat sebagian kawasan mangrove berstatus 

sebagai kawasan hutan negara, maka KLHK memiliki kewenangan dalam 

pengaturan dan pengelolaan mangrove yang berada dalam kawasan hutan tersebut. 

Dengan demikian, pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia dilaksanakan 

melalui sinergi antara KKP dan KLHK sesuai dengan kewenangan masing-masing, 

sehingga tujuan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. 

Pada Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020, 

disebutkan mengenai tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu :  

“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara.“ 

 

Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatur berbagai fungsi yang 

dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah 

satu fungsi utama tersebut adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup 

secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam beserta 

ekosistemnya, rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, 

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan 

iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan 

lingkungan, serta penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa KLHK memiliki kewenangan yang luas dalam 

menjaga kelestarian ekosistem hutan, termasuk ekosistem mangrove yang berada 

dalam kawasan hutan maupun yang memiliki fungsi konservasi lingkungan. 
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Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, baik Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) menerbitkan berbagai produk hukum berupa peraturan 

menteri, keputusan menteri, serta kebijakan teknis lainnya yang mengatur secara 

lebih rinci mengenai pengelolaan ekosistem mangrove. Regulasi-regulasi tersebut 

berfungsi sebagai pedoman operasional bagi pemerintah daerah, pemangku 

kepentingan, dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya pesisir 

dan kehutanan secara berkelanjutan. 

Salah satu regulasi yang diterbitkan oleh KKP adalah Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang 

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini 

mengatur ruang lingkup perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau 

kecil secara terpadu. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa peraturan tersebut dimaksudkan 

sebagai norma, standar, prosedur, dan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi 

dalam menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan 

pada tingkat pemerintah daerah provinsi. 

Keberadaan peraturan tersebut mempertegas peran dan kewenangan KKP 

dalam pengelolaan sumber daya pesisir, termasuk ekosistem mangrove yang 

merupakan bagian penting dari wilayah pesisir. Melalui kewenangan perencanaan, 

pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan wilayah pesisir, KKP berperan 

dalam memastikan bahwa pemanfaatan dan konservasi mangrove dilakukan secara 

seimbang. Dengan demikian, pengelolaan hutan mangrove di Indonesia tidak hanya 

menjadi tanggung jawab satu institusi, tetapi dilaksanakan melalui koordinasi dan 

sinergi antara KKP dan KLHK sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan, guna mendukung tercapainya pengelolaan 

mangrove yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta 

kelestarian lingkungan. 

Selanjutanya pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

mengatur juga tentang pengelolaan hutan mangrove. Sebelumnya,pada Undang-

Undang Kehutanan, pengaturan mengenai hutan mangrove tidak cukup dijelaskan, 
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namun pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tentang Organiasasi dan Tata Kerja, dijelaskan 

bahwa pengelolaan hutan mangrove  ada di Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat 

dan Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan 

Rehabilitasi Hutan yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang rehabilitasi perairan darat dan mangrove. 

Produk hukum lain yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan hutan 

mangrove adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Undang-undang ini mengatur pembagian urusan pemerintahan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam bidang pengelolaan 

sumber daya alam. Pada Pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa urusan pemerintahan 

konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, 

Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren terdiri atas 

urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam Pasal 12 ayat 

(3), disebutkan bahwa urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan 

daerah meliputi bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, 

energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi. 

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan serta 

kehutanan merupakan urusan pemerintahan yang dapat diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan. 

Namun demikian, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dilaksanakan oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) 

menegaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. NSPK tersebut 

kemudian menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan 

pemerintahan konkuren sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2). Adapun 

pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat tersebut dilakukan oleh kementerian 
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dan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugas masing-

masing sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3). 

Dalam konteks pengelolaan hutan mangrove, ketentuan tersebut 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus berpedoman pada NSPK yang 

ditetapkan oleh kementerian terkait, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KKP 

memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 

sedangkan KLHK memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan hutan dan 

konservasi sumber daya alam. Karena ekosistem mangrove berada pada irisan 

antara kawasan pesisir dan kawasan kehutanan, maka kedua kementerian tersebut 

memiliki keterkaitan yang kuat dalam pengaturan dan pengelolaannya. 

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan hutan 

mangrove di Indonesia berpotensi menghadapi permasalahan koordinasi 

kewenangan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik mangrove yang sekaligus 

merupakan bagian dari ekosistem pesisir dan ekosistem hutan. Akibatnya, baik 

KKP maupun KLHK memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan yang saling 

berkaitan dalam pengelolaan mangrove. Pemerintah daerah sebagai pelaksana di 

tingkat lokal juga harus menyesuaikan kebijakan dan program pengelolaan 

mangrove dengan NSPK yang ditetapkan oleh kedua kementerian tersebut. 

Apabila tidak terdapat harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antara KKP 

dan KLHK, maka berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan (overlapping 

authority) dalam pengelolaan mangrove. Kondisi ini dapat menimbulkan 

ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah, memperlambat 

proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta menimbulkan inefisiensi 

dalam pelaksanaan program pengelolaan mangrove. Selain itu, perbedaan 

kebijakan atau pendekatan yang diterapkan oleh masing-masing kementerian dapat 

menyebabkan kebingungan bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis, 

bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang bergantung 

pada sumber daya mangrove. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan, 

koordinasi lintas sektor, serta penguatan kelembagaan kolaboratif antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan agar 
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pengelolaan hutan mangrove dapat dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, dan 

memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan maupun masyarakat. 

Selain itu dengan dihilangkannya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 

dalam pengelolaan wilayah pesisir juga telah menimbulkan persoalan dalam 

pengelolaan mangrove sehingga sampai dengan hari ini masih belum jelas siapa 

lembaga negara/pemerintah yang paling berwenang dan bertanggung jawab dalam 

pengelolaan mangrove di Indonesia termasuk di Provinsi Lampung. 

Adanya tumpang tindih mengenai kewenangan pengelolaan hutan mangrove 

dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan masyarakat khususnya 

masyarakat disekitar mangrove dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hutan 

mangrove. Selain itu dengan tumpang tindih regulasi ini juga sangat berpotensi 

menimbulkan pengabaian dalam pengelolaan hutan mangrove yang ada.  

Keberadaan mangrove di Kota Karang Bandar Lampung juga telah terjadi 

pengabaian dan ketidakpastian dalam pengelolaan dan tanggung jawab. Awal tahun 

1990, pesisir Kota Bandar Lampung memiliki ekosistem mangrove yang hampir 

menutupi seluruh garis pantai Kota Bandar Lampung (Kurnia dan Hasanah, 2016).  

Penurunan luas ekosistem mangrove akan menjadi ancaman bagi keberlanjutan dari 

wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, dimana fungsi mangrove yang amat sangat 

penting. Kurnia dan hasanah (2016) juga menyebutkan telah terjadi perubahan luas 

mangrove di Kota Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 1.2. Kondisi Temporal Luasan Hutan Mangrove  

Tahun Luas Kota Bandar 

Lampung (ha) 

Luas Hutan 

Mangrove (ha) 

% 

1993 16.921 59,35 0,35 

2015 16.921 14 0,08 

2016 16.921 6 0,04 

Sumber: Kurnia dan Hasanah (2016) 

 

Kemudian, Maurent (2021) menyebutkan bahwa luas citra mangrove Kota 

Karang dengan rentang waktu tahun 2012, 2015, 2017, dan 2019 mengalami 

perubahan luas dengan kenaikan dan penurunan tiap tahunnya.  Luas lahan 

mangrove pada tahun 2015 mengalami penurunan luas sebesar 0,418 ha 

dibandingkan tahun 2012, sedangkan pada rentang waktu 2017 dan 2019 luasan 

mangrove mengalami peningkatan luasan dibandingkan tahun 2015. 
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Berdasarkan pemaparan diatas maka, peneliti mengangkat penelitian 

dengan judul “PENGELOLAAN MANGROVE KOTA KARANG DI 

WILAYAH PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG” 

 

 

1.2.Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah yang akan peneliti angkat adalah :  

1. Bagaimana Persepsidan peran serta masyarakat sekitar dalam pengelolaan  

2. mangrove di Kota Karang? 

3. Bagaimana peranan kelembagaan Pemerintah Provinsi Lampung dan 

Pemerintah Pusat dalam pengelolaan mangrove di Kota Karang? 

4. Bagaimana strategi yang tepat untuk pengelolaan mangrove di Kota Karang 

? 

 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis persepsi, peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan mangrove di kota karang. 

2. Menganalisis peran dan fungsi pemerintah Kota Bandar Lampung, 

Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan 

mangrove di Kota Karang. 

3. Merumuskan strategi pengelolaan mangrove di Kota Karang. 

 

 

1.4. Kerangka Teoritis 

 

Kebijakan merupakan instrumen yang digunakan untuk mewujudkan tujuan 

dan sasaran tertentu. Dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, Indonesia 

menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% melalui usaha mandiri dan hingga 

43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 (KLHK, 2022). Untuk 

mencapai target tersebut, kebijakan pengelolaan mangrove di tingkat nasional 

maupun daerah perlu diarahkan pada upaya pencegahan kerusakan dan kehilangan 
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kawasan mangrove akibat alih fungsi lahan, terutama menjadi tambak yang menjadi 

salah satu penyebab utama degradasi ekosistem mangrove. Selain itu, kebijakan 

juga perlu mendukung rehabilitasi dan perluasan kawasan mangrove guna 

meningkatkan kapasitas penyerapan karbon serta menjaga keberlanjutan ekosistem 

pesisir. 

Pendekatan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Murdiyarso et al. (2015) 

yang menunjukkan bahwa upaya mencegah deforestasi mangrove di Indonesia 

berpotensi mengurangi emisi karbon dari sektor kehutanan sekitar 10–30% setiap 

tahunnya. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan mangrove yang efektif 

menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi perubahan iklim dan pencapaian 

target penurunan emisi nasional. 

Kemudian Hal senada pun diamini oleh Ketaren (2023) yang melakukan 

penelitian dengan kesimpulan yang sama. dalam hal ini tentu harus ada 

kelembagaan khusus yang mengelola mangrove yang saat ini cukup banyak 

tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaannya. Tentunya perumusan 

kebijakan kelembagaan pengelolaan mangrove tersebut harus mengakomodir 

berbagai pandangan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga diperlukan juga 

pendekatan teori-teori kebijakan publik dalam penelitian. 

Efektivitas berbagai kebijakan dapat dianalisis menggunakan pendekatan 

teori implementasi kebijakan kebijakan publik, ada beberapa teori kebijakan publik 

diantaranya : 

Grindle (1980) menyebutkan Keberhasilan implementasi kebijakan publik 

dapat dinilai dari tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan serta dampak 

yang dihasilkan bagi masyarakat. Menurut Grindle, implementasi kebijakan 

merupakan proses politik dan administratif (implementation as a political and 

administrative process). Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari 

dua aspek utama. Pertama, dari sisi proses, yaitu sejauh mana pelaksanaan 

kebijakan berjalan sesuai dengan rancangan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Kedua, dari sisi hasil (outcomes), yaitu sejauh mana tujuan kebijakan berhasil 

dicapai, yang dapat diukur melalui dampak kebijakan terhadap masyarakat, tingkat 

perubahan yang terjadi, serta penerimaan kelompok sasaran terhadap kebijakan 

tersebut. 
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Grindle juga menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan 

konteks implementasi (context of implementation). Isi kebijakan mencakup 

kepentingan pihak-pihak yang terlibat, jenis manfaat yang dihasilkan, tingkat 

perubahan yang ingin dicapai, lokasi pengambilan keputusan, pelaksana program, 

serta sumber daya yang tersedia. Sementara itu, konteks implementasi meliputi 

distribusi kekuasaan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat 

kepatuhan dan respon para pelaksana kebijakan. 

Dalam pengelolaan mangrove, efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi 

oleh kepentingan para pemangku kepentingan. Sektor kehutanan cenderung 

menekankan aspek konservasi dan keberlanjutan ekologi, sektor perikanan 

berorientasi pada peningkatan produktivitas sumber daya perikanan, sedangkan 

masyarakat lebih berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan pendapatan. Oleh 

karena itu, kebijakan yang efektif harus mampu mengakomodasi berbagai 

kepentingan tersebut secara seimbang. 

Selain memperhatikan kepentingan para pihak, kebijakan juga harus 

menghasilkan manfaat yang nyata, baik dari aspek ekonomi maupun ekologi. 

Manfaat ekonomi dapat diukur melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan 

daerah, sedangkan manfaat ekologis tercermin dari terjaganya kelestarian 

ekosistem mangrove. Keberhasilan kebijakan juga ditentukan oleh target perubahan 

yang ingin dicapai, baik berupa perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola 

mangrove maupun perubahan kondisi fisik ekosistem mangrove itu sendiri. Faktor 

lain yang tidak kalah penting adalah kejelasan pelaksana kebijakan serta tingkat 

kepatuhan para pemangku kepentingan terhadap aturan yang telah ditetapkan. 

Menurut Long dan Long (1992), teori orientasi aktor merupakan pendekatan 

yang digunakan untuk memahami proses sosial melalui interaksi berbagai aktor 

yang terlibat dalam suatu kebijakan atau program. Pendekatan ini menekankan 

bahwa seluruh aktor, baik masyarakat, pemerintah, kelompok usaha, maupun 

kelompok lainnya, memiliki peran dan kepentingan yang mempengaruhi arah 

kebijakan yang dihasilkan. Dalam praktiknya, setiap aktor memiliki orientasi, 

tujuan, dan tingkat kekuasaan yang berbeda sehingga proses kebijakan seringkali 

dipengaruhi oleh aktor yang memiliki posisi lebih dominan. 
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Pendekatan orientasi aktor didasarkan pada beberapa asumsi utama. 

Pertama, setiap individu memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam proses pembangunan. Kedua, pembangunan harus memberikan manfaat 

yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan 

marginal. Ketiga, pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis 

sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi saat ini tetapi juga 

generasi mendatang. Dengan demikian, pembangunan yang baik harus bersifat 

partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Long dan Ploeg dalam Booth (1995) menambahkan bahwa bentuk 

organisasi sosial, mekanisme kerja, dan hasil kebijakan merupakan produk dari 

interaksi, negosiasi, serta perjuangan kepentingan para aktor yang terlibat. Oleh 

karena itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan para 

aktor untuk membangun komunikasi, kerjasama, dan kesepahaman dalam 

mencapai tujuan bersama. 

Menurut Weimer dan Vining (2007), terdapat tiga kelompok variabel utama 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pertama, logika 

kebijakan, yaitu kejelasan hubungan antara permasalahan yang dihadapi dengan 

solusi yang ditawarkan oleh kebijakan. Kedua, lingkungan implementasi, yaitu 

kondisi sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan tempat kebijakan dijalankan. 

Ketiga, kapasitas implementor, yaitu kemampuan lembaga dan sumber daya 

manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Ketiga faktor tersebut 

harus menjadi perhatian utama dalam proses perumusan maupun pelaksanaan 

kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. 

Sejalan dengan hal tersebut, George C. Edward III menegaskan bahwa 

implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan suatu 

kebijakan. Sebaik apapun suatu kebijakan dirumuskan, tujuan kebijakan tidak akan 

tercapai apabila implementasinya tidak direncanakan, dipersiapkan, dan 

dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan publik tidak 

hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas 

pelaksanaannya di lapangan. 

Begitupun sebaliknya, persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan 

yang baik, tidak akan bisa mencapai tujuan kebijakan tersebut jika kebijakannya 
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tidak dirumuskan dengan baik. Menurut Edward, terdapat 4 faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain 

yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. 

Keempat faktor harus secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya 

(Nurlailah, 2021). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teori kebijakan publik 

yang dikemukakan oleh George Edward. Berikut disajikan kerangka Empat faktor 

yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Publik George Edward 

(Subianto, 2020). 

 

Gambar 1.2 Kerangka Faktor Yang berpengaruh terhadap Implementasi 

Kebijakan Publik George Edward 

Sumber : (Subianto, 2020) 

 

(a) Komunikasi  

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat 

diimplementasikan dengan baik, jika jelas bagi pelaksana. Hal ini menyangkut 

proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi (clarity) 

serta konsentrasi informasi yang disampaikan. 

(b) Resources (Sumber Daya)  

Komunikasi 

Struktur 

Sikap 

Sumber 

Implementasi 
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Mencakup empat komponen yakni, Staff yang cukup (kuantitas dan kualitas); 

informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan; Authority 

(kewenangan) guna melaksanakan tugas dan tanggung-jawab serta fasilitas 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. 

(c) Disposisi  

Adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya dari 

mereka yang menjadi implementor, dalam hal ini terutama adalah aparatur 

birokrasi.  

(d) Struktur Birokrasi  

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh keberadaan 

prosedur operasional yang jelas, seperti Standard Operating Procedures (SOP), 

mekanisme alur kerja, serta pedoman pelaksanaan program. Kejelasan 

prosedur tersebut berfungsi sebagai acuan bagi pelaksana dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten dan terarah. Apabila prosedur 

dan mekanisme kerja yang baku tidak tersedia, penyelesaian permasalahan 

cenderung dilakukan secara insidental (ad hoc), sehingga pelaksanaan program 

menjadi kurang efektif dan sulit mencapai hasil yang optimal. Selain itu, 

fragmentasi atau terpisah-pisahnya fungsi dan kewenangan dalam organisasi 

perlu diminimalkan melalui koordinasi yang baik antar unit maupun antar 

instansi. Sistem koordinasi yang efektif sangat diperlukan untuk menciptakan 

keselarasan tindakan, menghindari tumpang tindih tugas, dan meningkatkan 

keberhasilan implementasi kebijakan. 

 

Untuk menentukan bagaimana strategi tata kelola kelembagaan yang tepat 

pada hutan mangrove di Kota Karang. lebih jelasnya digambarkan dalam kerangka 

pemikiran pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penelitian 

Sumber : Penulis (2026)

Ekosistem Mangrove Kota Karang 

Fungsi Stakeholder 

1. Ekologi 

2. Ekonomi 

3. Sosial 

1. Pemerintah (Pusat, Provinsi, 

Kota) 

2. Swasta 

3. LSM 

4. KKMD 

5. Masyarakat 

Analisis SEM (Structural Equation Modeling) dan Analisis 

Deskriptif 

Pengelolaan Ekosistem Mangrove Kota 

Karang 

Ekosistem Mangrove Lestari 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1.  Persepsi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Mangrove 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kawasan pesisir 

yang sangat luas dengan potensi sumber daya alam yang beragam, baik sumber 

daya hayati maupun nonhayati. Wilayah pesisir merupakan zona transisi yang 

menjadi batas antara ekosistem daratan dan lautan, sehingga karakteristiknya 

dipengaruhi oleh berbagai proses alam yang berlangsung di kedua wilayah tersebut. 

Interaksi antara proses daratan dan laut menjadikan wilayah pesisir sebagai 

kawasan yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting 

bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Jika kita merujuk pada 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

Dan Pulau-Pulau Kecil, maka pengertian Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan 

antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 

Salah satu sumberdaya laut dan pesisir yang terdapat di Indonesia adalah ekosistem 

mangrove yang berada hampir di setiap wilayah pesisir dan garis pantai Indonesia. 

Mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki peran strategis 

dalam pengelolaan sumber daya pesisir karena menyediakan berbagai fungsi 

ekologis yang penting. Ekosistem ini berperan sebagai zona penghubung antara 

daratan dan lautan, sehingga menjadi jalur perpindahan berbagai organisme, 

material organik, serta unsur hara dari dan menuju kedua ekosistem tersebut. Selain 

itu, mangrove berfungsi sebagai penyaring alami yang mampu mengurangi dampak 

negatif perubahan lingkungan, sekaligus menyediakan sumber makanan dan habitat 

bagi berbagai jenis biota perairan maupun daratan. Keberadaan mangrove sangat 
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berpengaruh terhadap produktivitas ekosistem pesisir dan laut, sehingga penurunan 

luas maupun kualitas mangrove dapat berdampak pada menurunnya produktivitas 

sumber daya perikanan dan pesisir secara keseluruhan. 

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, kerusakan hutan mangrove 

di Indonesia masih terus terjadi akibat berbagai aktivitas manusia. Degradasi 

ekosistem mangrove menimbulkan berbagai dampak lingkungan, seperti hilangnya 

habitat bagi berbagai spesies yang menjadi bagian dari rantai makanan, 

meningkatnya abrasi dan erosi pantai, serta berkurangnya fungsi perlindungan 

alami pesisir terhadap gelombang dan bencana alam. Selain itu, kerusakan 

mangrove juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, 

terutama karena menurunnya ketersediaan sumber daya perikanan yang menjadi 

salah satu sumber utama pemenuhan kebutuhan protein dan mata pencaharian 

masyarakat setempat. Luas hutan mangrove di Indonesia terus menyusut, saat ini 

luas hutan mangrove di seluruh wilayah Indonesia mencapai 3.311.246 (Rahmantya 

et al,. 2022). 

Lampung sebagai provinsi yang paling selatan di ujung pulau sumatera juga 

merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam laut dan pesisir termasuk 

ekosistem mangrove. Panjang garis pantai di Provinsi Lampung sepanjang 1.356,67 

km2 (Emilia, 2022). adapun total luas ekosistem mangrove di Provinsi Lampung 

mencapai 9.165 Ha serta terdapat 172 pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung 

(Rahmantya, 2022). Kemudian Kota Bandar Lampung memiliki Luas perairan laut 

48,72 km2/(4,872 ha ) dengan Panjang garis pantai 27,01 km (Kota Bandar 

Lampung, 2018). 

Ekosistem mangrove sebagai sebuah ekosistem esensial tentu telah 

memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat dan 

keberlanjutan lingkungan hidup. Keberadaan dan keberlanjutan ekosistem 

mangrove di kota karang  juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

keberadaan masyarakat di sekitar lokasi mangrove. Kondisi ekosistem mangrove di 

Kelurahan Kota Karang saat ini menghadapi tekanan yang cukup serius. Degradasi 

ekosistem tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pembangunan 

permukiman pada kawasan yang sebelumnya merupakan habitat mangrove, serta 

akumulasi sampah yang terjebak di antara sistem perakaran mangrove. Alih fungsi 
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lahan mangrove menjadi kawasan permukiman terjadi akibat keterbatasan 

ketersediaan lahan di wilayah pesisir perkotaan yang mendorong masyarakat 

memanfaatkan area mangrove sebagai tempat tinggal. Kondisi tersebut tidak hanya 

mengurangi luas tutupan mangrove, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas 

lingkungan dan fungsi ekologis ekosistem mangrove di kawasan tersebut.Persepsi 

masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan 

pengelolaan ekosistem mangrove. Persepsi dapat diartikan sebagai proses individu 

atau kelompok dalam memahami, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap 

suatu objek atau fenomena berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta kondisi 

sosial yang melingkupinya. Dalam konteks pengelolaan mangrove, persepsi 

masyarakat mencerminkan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap 

fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial mangrove. Masyarakat yang memiliki persepsi 

positif cenderung memandang mangrove sebagai sumber daya yang perlu 

dilindungi karena memberikan berbagai manfaat, seperti perlindungan pantai dari 

abrasi, habitat berbagai jenis biota, penyerap karbon, serta sumber mata 

pencaharian bagi masyarakat pesisir. Sebaliknya, persepsi yang rendah atau negatif 

dapat mendorong praktik pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, seperti 

penebangan mangrove secara berlebihan atau konversi lahan mangrove menjadi 

kawasan permukiman dan tambak (Armitage et al., 2009). 

Persepsi masyarakat terhadap mangrove umumnya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan, pengetahuan lingkungan, usia, 

pengalaman berinteraksi dengan ekosistem mangrove, serta intensitas penyuluhan 

yang diterima. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan lingkungan 

seseorang, maka semakin baik pemahamannya terhadap pentingnya menjaga 

keberlanjutan ekosistem mangrove. Selain itu, pengalaman masyarakat dalam 

merasakan dampak langsung kerusakan mangrove, seperti meningkatnya abrasi 

pantai atau berkurangnya hasil tangkapan ikan, juga berkontribusi dalam 

membentuk persepsi positif terhadap upaya konservasi mangrove (Berkes, 2004). 

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan lingkungan 

dan program penyadartahuan menjadi strategi penting dalam membangun persepsi 

yang mendukung pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. 
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Persepsi yang positif terhadap mangrove akan berpengaruh terhadap 

munculnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan. Partisipasi 

masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi program pengelolaan sumber daya alam. 

Konsep partisipasi menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai objek 

pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab 

dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan mangrove, partisipasi 

masyarakat menjadi aspek penting karena masyarakat lokal merupakan pihak yang 

paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan sumber daya tersebut (Ostrom, 

1990). 

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove dapat diwujudkan dalam 

berbagai bentuk. Pada tahap perencanaan, masyarakat dapat berperan dalam 

mengidentifikasi permasalahan lingkungan, memberikan masukan terhadap 

kebijakan pengelolaan, serta menyusun rencana kegiatan rehabilitasi mangrove 

sesuai dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini penting 

untuk memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kondisi sosial, 

ekonomi, dan budaya setempat. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi 

dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk partisipasi yang paling strategis 

karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempengaruhi arah 

pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. 

Pada tahap pelaksanaan, masyarakat dapat berpartisipasi melalui kegiatan 

penanaman mangrove, pemeliharaan bibit, pengawasan kawasan, serta 

pengembangan usaha berbasis mangrove. Kegiatan rehabilitasi mangrove yang 

melibatkan masyarakat secara langsung umumnya memiliki tingkat keberhasilan 

yang lebih tinggi dibandingkan program yang bersifat top-down. Hal ini disebabkan 

oleh adanya rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program yang dijalankan 

sehingga masyarakat terdorong untuk menjaga keberlanjutan hasil kegiatan tersebut 

(Walters, 2004). Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan 

ekowisata mangrove, budidaya perikanan ramah lingkungan, dan pengolahan 

produk berbasis mangrove juga dapat meningkatkan manfaat ekonomi yang 

diperoleh masyarakat sekaligus mendukung upaya konservasi. 
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Peran masyarakat juga sangat penting dalam fungsi pengawasan dan 

monitoring ekosistem mangrove. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang memungkinkan mereka mendeteksi perubahan kondisi 

lingkungan secara lebih cepat dibandingkan pihak eksternal. Melalui sistem 

pengawasan berbasis masyarakat (community-based monitoring), berbagai 

aktivitas yang berpotensi merusak mangrove, seperti penebangan liar, pembuangan 

sampah, atau alih fungsi lahan, dapat diidentifikasi dan ditangani lebih dini. 

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan merupakan bentuk 

tanggung jawab sosial yang dapat memperkuat efektivitas pengelolaan mangrove 

secara kolaboratif (Datta et al., 2012). 

Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove tidak hanya 

memberikan manfaat ekologis tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi. Dari aspek 

ekologis, keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan rehabilitasi 

mangrove, menjaga keanekaragaman hayati, dan memperkuat fungsi perlindungan 

pantai. Dari aspek sosial, partisipasi dapat memperkuat kapasitas kelembagaan 

lokal, meningkatkan solidaritas sosial, serta mendorong terciptanya tata kelola 

lingkungan yang lebih demokratis. Sementara itu, dari aspek ekonomi, pengelolaan 

mangrove yang berkelanjutan dapat membuka peluang usaha baru yang 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (FAO, 2007). 

Menurut Sari et al. (2018), keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan 

mangrove sangat bergantung pada pemahaman terhadap persepsi dan sikap 

masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Tanpa mengetahui bagaimana masyarakat 

memandang keberadaan dan fungsi mangrove, upaya pengelolaan yang dilakukan 

akan sulit berjalan secara efektif. Persepsi sendiri merupakan proses individu dalam 

memahami dan menafsirkan lingkungan sekitarnya melalui pengorganisasian 

berbagai informasi dan rangsangan yang diterima sehingga membentuk 

pengalaman psikologis tertentu (Mamuko et al., 2016). Oleh karena itu, 

pemahaman mengenai persepsi masyarakat menjadi aspek penting dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan mangrove. 

Sondakh et al. (2019) menyatakan bahwa informasi mengenai persepsi dan 

tingkat partisipasi masyarakat dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi 

pengelolaan hutan mangrove yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dukungan serta 
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keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pelestarian mangrove dipengaruhi oleh 

tingkat pemahaman, persepsi, dan kepatuhan mereka terhadap pentingnya menjaga 

ekosistem tersebut (Febryano et al., 2015). Dengan kata lain, semakin baik 

pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan fungsi mangrove, semakin besar 

pula kemungkinan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan konservasi dan 

pengelolaan. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Salampessy et al. (2015) di wilayah pesisir 

Kota Ambon yang menunjukkan bahwa kelestarian mangrove dapat dipertahankan 

melalui dukungan pengetahuan ekologi tradisional masyarakat serta peran lembaga 

lokal dalam mengatur pemanfaatan sumber daya. Secara umum, persepsi 

masyarakat terhadap hutan mangrove dapat dipahami sebagai bentuk tanggapan 

atau penilaian masyarakat terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan 

mangrove, termasuk fungsi ekologis, sosial, dan ekonominya (Apelabi, 2019). 

Persepsi tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat 

dalam mendukung maupun menghambat upaya pelestarian ekosistem mangrove. 

Dalam perspektif pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat (community-

based natural resource management), persepsi dan partisipasi masyarakat 

merupakan dua komponen yang saling berkaitan. Persepsi yang baik terhadap 

manfaat dan pentingnya mangrove akan mendorong masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan, sedangkan pengalaman 

berpartisipasi dalam program pengelolaan akan semakin memperkuat persepsi 

positif terhadap konservasi mangrove. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan 

mangrove sangat bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan untuk 

membangun kesadaran, meningkatkan kapasitas, dan menciptakan ruang partisipasi 

yang luas bagi masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam menjaga 

keberlanjutan ekosistem mangrove. 

 

 

2.2. Peran dan Fungsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Mangrove 

 

Pengelolaan wilayah pesisir dapat diartikan sebagai suatu proses 

pengelolaan sumber daya alam dan jasa lingkungan pesisir yang dilakukan secara 

terpadu melalui kajian menyeluruh terhadap kondisi wilayah, penetapan tujuan dan 
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sasaran pemanfaatan, serta penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan yang 

berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan 

sumber daya pesisir dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengabaikan 

aspek kelestarian lingkungan. 

Pembangunan wilayah pesisir perlu mendapatkan perhatian yang serius 

mengingat kawasan ini memiliki berbagai aset dan sumber daya alam yang bernilai 

strategis serta berpotensi besar dalam mendukung pembangunan nasional. Potensi 

tersebut mencakup sumber daya hayati, sumber daya non hayati, maupun berbagai 

jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap batas-batas ekologis suatu 

wilayah menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pengelolaan 

pembangunan pesisir dan laut. Pengetahuan tersebut diperlukan agar pemanfaatan 

sumber daya dapat dilakukan secara bijaksana, seimbang, dan berkelanjutan 

sehingga mampu menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mendukung kebutuhan 

pembangunan jangka panjang. 

Menurut Waluyo (2014), perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir 

dilaksanakan dengan memadukan tiga aspek (Waluyo, 2014), yaitu:  

(1) Keterpaduan sektor kesinambungan;  

(2) Keterpaduan disiplin ilmu;  

(3) Keterpaduan stakeholder baik pemerintah, pihak swasta/ investor, masyarakat 

pesisir dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).  

Menurut Nugroho et al. (2012), alasan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan 

harus memenuhi kaidah keberlanjutan (sustainability) adalah sebagai berikut :  

1) Komponen hayati dan non hayati dalam wilayah pesisir membentuk suatu 

ekosistem yang kompleks hasil dari ragam biofisik (ekologis) yang rentan 

terhadap perubahan yang disebabkan kegiatan manusia maupun bencana 

alam;  

2) Wilayah pesisir mempunyai ragam ekologi maupun keuntungan lokasi 

(location advantage) biasanya ditemukan beragam pemanfaatan untuk 

keperluan pembangunan seperti budidaya tambak, perikanan tangkap, 

pariwisata serta industry atau permukiman;  
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3) Wilayah pesisir pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok 

masyarakat (orang) yang mempunyai keterampilan atau keahlian dan 

kesenangan bekerja yang berbeda sebagai nelayan, petani tambak, petani 

rumput laut, pendamping pariwisata serta bekerja di sektor industri dan 

kerajinan;  

4) Secara ekologis dan ekonomis, pemanfaatan pesisir secara monokultur 

(single use) sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal 

yang menjurus pada kegagalan usaha, sebagai contoh pembukaan hutan 

mangrove menjadi tambak udang;  

5) Wilayah pesisir dan laut umumnya merupakan sumber daya milik bersama 

(common property resources) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. 

Oleh karena itu pemanfaatan wilayah pesisir dan laut memerlukan 

perencanaan dan pengelolaan secara serius dari pemerintah, masyarakat 

dan stakeholder yang berkepentingan di dalamnya.  

 

Menurut Ostrom (1990), pengelolaan wilayah pesisir dapat dianalisis melalui 

pendekatan kelembagaan yang memandang sumber daya pesisir dan laut sebagai 

sumber daya bersama (common pool resources). Dalam pendekatan ini terdapat dua 

kelompok utama pengguna sumber daya pesisir dan laut. Kelompok pertama adalah 

masyarakat yang memanfaatkan sumber daya tersebut untuk menghasilkan barang 

dan jasa, seperti kegiatan perikanan tangkap, budidaya perikanan, pengelolaan 

pelabuhan, dan pariwisata bahari. Kelompok kedua adalah pihak-pihak yang 

memanfaatkan wilayah pesisir dan laut sebagai tempat pembuangan limbah dari 

berbagai aktivitas manusia. 

Kedua kelompok tersebut seringkali memiliki kepentingan yang berbeda 

bahkan berpotensi menimbulkan konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir 

dan laut. Kelompok yang bergantung pada kualitas lingkungan untuk kegiatan 

produksi dan jasa membutuhkan kondisi ekosistem yang tetap terjaga, sedangkan 

aktivitas pembuangan limbah berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan 

mengganggu keberlanjutan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan 

kebijakan yang mampu mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara 

adil, efektif, dan berkelanjutan. 
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Melalui pendekatan kelembagaan yang dikembangkan oleh Ostrom (1990), 

pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dapat dilakukan dengan membangun 

aturan, norma, dan mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi 

berbagai kepentingan para pemangku kepentingan. Model pengelolaan tersebut 

bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal, memberikan 

manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menjamin keberlanjutan ekosistem pesisir 

dan laut dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan 

wilayah pesisir tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi 

juga oleh efektivitas kelembagaan yang mengatur interaksi dan perilaku para 

pengguna sumber daya tersebut. 

Ostrom menggambarkan bahwa kondisi tertentu memudahkan sekelompok 

orang untuk mengelola apa yang disebutnya Common Pool Resource/Sumber Daya 

Bersama secara berkelanjutan. Ostrom mendefinisikan sumber daya bersama 

sebagai sistem sumber daya alam atau buatan manusia, yang mana mahal (tetapi 

bukan tidak mungkin) untuk mengecualikan penerima manfaat potensial dari 

memperoleh manfaat dari penggunaannya, misalnya sistem irigasi, hutan, padang 

rumput, dan perikanan. Tanpa pengelolaan tersebut, sumber daya ini rentan 

terhadap penggunaan yang berlebihan dan/atau buruk dengan konsekuensi sosial 

dan ekologis yang merugikan.  

Singkatnya, sumber daya ini rentan terhadap 'tragedi milik bersama' di mana 

kepentingan pribadi individu mengarah pada disfungsi masyarakat. Ostrom 

menyaring serangkaian 8 prinsip desain yang sebagian besar menjelaskan 

kemanjuran kelompok yang memfasilitasi pengelolaan sumber daya bersama yang 

efektif. 

Tabel 2.1. 8 Desain Prinsip pengelolaan Sumber Daya Bersama 

No Desain Prinsip Penjelasan 

1 Batasan Yang Jelas Identitas kelompok dan batas-batas sumber 

daya bersama digambarkan dengan jelas. 

2 Kesetaraan 

proporsional 

antara manfaat dan 

Biaya 

Anggota kelompok harus menegosiasikan sistem 

yang memberi penghargaan kepada anggota 

atas kontribusi mereka. Status tinggi atau manfaat 

lain yang tidak proporsional harus diperoleh. 

Ketimpangan yang tidak adil merusak usaha 

kolektif. 
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No Desain Prinsip Penjelasan 

3 Pilihan Pengaturan 

Kolektif 

Anggota kelompok harus mampu membuat 

setidaknya beberapa aturan mereka sendiri dan 

membuat keputusan mereka sendiri melalui 

konsensus. Orang-orang tidak suka diberi tahu apa 

yang harus dilakukan tetapi akan bekerja untuk 

tujuan kelompok yang telah mereka sepakati. 

4 Pemantauan Mengelola sumberdaya bersama secara inheren 

rentan terhadap praktik free-riding dan eksploitasi 

aktif. Kecuali jika strategi-strategi yang merusak 

ini dapat dideteksi dengan biaya yang relatif 

rendah oleh anggota kelompok yang taat norma, 

tragedi sumber daya bersama akan terjadi. 

5 Sanksi Yang 

Bertahap 

Pelanggaran tidak perlu memerlukan hukuman 

berat, setidaknya pada awalnya. 

Seringkali gosip atau peringatan yang lembut 

sudah cukup, namun hukuman yang lebih berat 

juga harus diterapkan jika diperlukan. 

6 Mekanisme 

Penyelesaian Konflik 

Konflik harus dapat diselesaikan dengan cepat 

dan dengan cara yang dianggap adil oleh anggota 

kelompok. 

7 Minimnya 

Pengakuan Terhadap 

hak Berorganisasi 

Kelompok harus memiliki kewenangan untuk 

menjalankan urusan mereka sendiri. Aturan 

yang diberlakukan secara eksternal tidak mungkin 

disesuaikan dengan keadaan setempat dan 

melanggar prinsip 3. 

8 Bagi kelompok yang 

merupakan bagian 

dari sistem sosial 

yang lebih besar, 

harus ada koordinasi 

yang tepat diantara 

Kelompok Yang 

Relevan 

Setiap bidang kegiatan memiliki skala optimal. 

Tata kelola skala besar memerlukan pencarian 

skala optimal untuk setiap bidang kegiatan dan 

koordinasi kegiatan yang tepat, sebuah konsep 

yang disebut tata kelola polisentris. Konsep terkait 

adalah subsidiaritas, yang menugaskan tugas 

tata kelola secara default ke yurisdiksi yang lebih 

rendah, kecuali jika hal ini secara eksplisit 

ditentukan tidak efektif. 

Sumber : Ostrom (1990) 

 

Pengelolaan hutan mangrove merupakan serangkaian upaya yang dilakukan 

untuk menjaga, melindungi, dan memulihkan ekosistem mangrove agar tetap 

mampu menjalankan fungsi ekologis, sosial, dan ekonominya secara berkelanjutan. 

Pengelolaan tersebut mencakup kegiatan konservasi, perlindungan kawasan, serta 

rehabilitasi melalui penanaman kembali vegetasi mangrove pada area yang 

Tabel 2.1 (lanjutan) 



30 

 

mengalami kerusakan akibat penebangan maupun alih fungsi lahan. Upaya 

rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis, produktivitas 

lingkungan, serta nilai estetika kawasan mangrove yang telah mengalami degradasi. 

Sebagai salah satu ekosistem lahan basah tropis, mangrove memiliki peran 

yang sangat penting dalam mendukung kehidupan berbagai jenis organisme. 

Kawasan mangrove yang berada di sepanjang garis pantai dan muara sungai 

berfungsi sebagai habitat, tempat pemijahan, pembesaran, dan sumber pakan bagi 

berbagai spesies ikan dan biota perairan lainnya. Keberadaan ekosistem ini sangat 

dipengaruhi oleh dinamika pasang surut air laut yang menjadi faktor utama dalam 

menentukan pertumbuhan, distribusi, dan penyebaran vegetasi mangrove. 

Karakteristik tersebut menjadikan mangrove sebagai ekosistem yang unik dan 

berbeda dari jenis vegetasi lainnya. 

Selain berfungsi sebagai habitat berbagai organisme, mangrove juga memiliki 

peran penting dalam melindungi wilayah pesisir. Tegakan mangrove mampu 

meredam energi gelombang, mengurangi dampak abrasi, serta melindungi garis 

pantai dari kerusakan akibat aktivitas laut. Oleh karena itu, keberadaan mangrove 

menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekosistem 

pesisir. 

Meningkatnya perhatian terhadap upaya konservasi dan pemanfaatan 

mangrove secara berkelanjutan tidak terlepas dari tingginya tingkat kerusakan 

ekosistem mangrove di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kerusakan tersebut 

umumnya disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan 

untuk tambak, pencemaran lingkungan, reklamasi pantai, sedimentasi, kegiatan 

pertambangan, serta bencana alam seperti badai dan tsunami. Berbagai tekanan 

tersebut telah mengakibatkan berkurangnya luas dan kualitas ekosistem mangrove 

secara signifikan. 

Menurut Ningsih (2008), peningkatan jumlah penduduk di kawasan pesisir 

turut mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan dan eksploitasi sumber 

daya alam secara berlebihan. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang 

mempercepat penurunan luas hutan mangrove di wilayah tropis. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya pengelolaan yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan 

pembangunan ekonomi saat ini dengan kepentingan pelestarian lingkungan untuk 
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masa depan. Keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip 

konservasi dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga manfaat 

ekosistem mangrove dapat terus dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi 

yang akan datang. 

Permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir, khususnya pada ekosistem 

mangrove, dapat diatasi melalui berbagai upaya pengelolaan, salah satunya melalui 

kegiatan rehabilitasi dan restorasi. Rehabilitasi mangrove merupakan upaya 

pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan agar dapat kembali menjalankan 

fungsi ekologisnya secara optimal. Menurut Priyono (2010), program rehabilitasi 

mangrove di Indonesia telah banyak dilaksanakan oleh berbagai pemangku 

kepentingan di berbagai daerah, terutama melalui kegiatan penanaman propagul 

dan bibit mangrove pada kawasan yang terdegradasi. 

Restorasi mangrove juga menjadi salah satu pendekatan penting dalam 

pengelolaan ekosistem pesisir. Setyawan dan Winarno (2006) menjelaskan bahwa 

restorasi mangrove memperoleh perhatian yang besar karena tingginya nilai 

ekologis dan sosial-ekonomi yang dimiliki oleh ekosistem tersebut. Melalui 

kegiatan restorasi, berbagai manfaat dapat diperoleh, antara lain peningkatan 

kualitas dan keanekaragaman sumber daya hayati, penciptaan peluang mata 

pencaharian bagi masyarakat, perlindungan kawasan pesisir dari kerusakan, 

pelestarian biodiversitas, serta peningkatan produktivitas sektor perikanan. Dengan 

demikian, rehabilitasi dan restorasi mangrove tidak hanya berkontribusi terhadap 

pemulihan lingkungan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Selain upaya rehabilitasi dan restorasi, kebijakan pengelolaan sumber daya 

mangrove juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Tambelangi (2012) menyatakan bahwa keberhasilan program pemberdayaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi 

sumber daya alam dan lingkungan, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan 

infrastruktur, efektivitas kelembagaan, akses terhadap pasar, produktivitas tenaga 

pendamping, serta keberlanjutan dukungan dari pemerintah. Faktor-faktor tersebut 

menjadi penentu dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya mangrove secara berkelanjutan. 
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Menurut Muljono (2009), pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan 

melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang berfokus pada peningkatan 

kapasitas kader, pengembangan jaringan usaha produktif, serta pembentukan 

koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan 

untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendorong 

partisipasi mereka dalam pembangunan. 

Lebih lanjut, Kinata (2012) menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan 

masyarakat perlu didukung oleh beberapa prinsip utama, yaitu keterbukaan akses 

terhadap informasi, partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, 

akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan, serta penguatan kapasitas organisasi 

lokal. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan meningkatkan efektivitas program 

pemberdayaan dan mendorong terwujudnya pengelolaan mangrove yang 

berkelanjutan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 

Kairo et al. (2001) juga menyatakan bahwa kegiatan restorasi mangrove 

memberikan berbagai manfaat, baik dari aspek ekologis maupun sosial-ekonomi. 

Restorasi mangrove berpotensi meningkatkan kualitas dan ketersediaan sumber 

daya mangrove, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir, 

melindungi garis pantai dari kerusakan akibat gelombang dan abrasi, serta 

mendukung peningkatan keanekaragaman hayati dan produktivitas perikanan. 

Dengan demikian, restorasi mangrove tidak hanya berfungsi sebagai upaya 

pemulihan lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. 

Dalam kaitannya dengan alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak, 

Padilla dan Ron Jansen (1996) mengemukakan bahwa pengelolaan yang lebih 

berkelanjutan dapat dilakukan melalui penerapan sistem budidaya perikanan semi-

intensif. Pendekatan ini memungkinkan kegiatan budidaya tetap berjalan tanpa 

mengabaikan keberadaan dan fungsi ekologis mangrove, sehingga dapat 

mengurangi tekanan terhadap ekosistem pesisir dan menjaga keseimbangan antara 

kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan. 

Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam pengelolaan sumber 

daya mangrove adalah pengelolaan kolaboratif (co-management). Borrini-

Feyerabend et al. (2000) mendefinisikan co-management sebagai kesepakatan 
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antara dua atau lebih pemangku kepentingan untuk berbagi informasi, peran, fungsi, 

dan tanggung jawab melalui mekanisme kemitraan yang disepakati bersama. 

Sementara itu, Berkes (2002) menjelaskan bahwa co-management merupakan 

bentuk pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah dan 

masyarakat lokal sebagai pengguna sumber daya. 

Lebih lanjut, Carlsson dan Berkes (2005) menyatakan bahwa co-management 

merupakan pendekatan desentralisasi yang melibatkan masyarakat lokal dalam 

proses pengambilan keputusan melalui pembagian hak, kewajiban, dan tanggung 

jawab antara negara dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini 

bersifat adaptif karena memungkinkan adanya penyesuaian secara berkelanjutan 

sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang dalam 

upaya mencapai tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan. 

Penerapan co-management dalam pengelolaan hutan mangrove menunjukkan 

adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengatur, 

memanfaatkan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya mangrove. Bentuk 

pengelolaan ini dapat bervariasi, mulai dari keterlibatan masyarakat dalam 

pelaksanaan program hingga pemberian kewenangan yang lebih besar kepada 

masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Melalui pendekatan 

tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga 

sebagai pelaku utama dalam kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan mangrove. 

Dengan adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, para 

pemangku kepentingan dapat bersama-sama membangun kesadaran, meningkatkan 

kapasitas, serta terus belajar untuk mewujudkan pengelolaan mangrove yang lebih 

efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. 

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan 

penerapan pengelolaan kolaboratif (co-management). Sebagai pihak yang 

berinteraksi dan memanfaatkan sumber daya mangrove secara langsung, 

masyarakat lokal memiliki peran yang sangat menentukan, baik sebagai pelindung 

maupun sebagai pihak yang berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem 

mangrove. Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan 

mangrove perlu didukung melalui pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat 

dan lokal. Pengakuan tersebut dapat memberikan kepastian akses, hak pengelolaan, 
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serta insentif yang mendorong masyarakat untuk menjaga dan mengelola mangrove 

secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan dan penegakan aturan adat yang 

berkembang di masyarakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung 

pelestarian ekosistem mangrove. 

Hasanda et al. (2021) menyatakan bahwa co-management merupakan 

model kelembagaan yang paling relevan dalam mengatasi berbagai permasalahan 

pengelolaan mangrove, seperti tumpang tindih hak penguasaan (property rights), 

perlindungan kelestarian ekologi, pengakuan hak masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya, serta pemanfaatan mangrove sebagai sumber penghidupan. 

Keberadaan kelembagaan yang kuat akan menciptakan insentif bagi para pemangku 

kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan mangrove secara 

berkelanjutan dan bertanggung jawab. 

Dalam praktiknya, pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia 

melibatkan dua sektor utama, yaitu sektor kehutanan dan sektor kelautan serta 

perikanan. Sektor kehutanan memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan 

mangrove yang berada di dalam kawasan hutan negara, sedangkan sektor kelautan 

dan perikanan bertanggung jawab terhadap pengelolaan ekosistem mangrove yang 

berada di luar kawasan hutan. Pembagian kewenangan tersebut menyebabkan 

kebijakan pengelolaan mangrove seringkali dipengaruhi oleh kepentingan, tugas, 

dan fungsi masing-masing sektor. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan 

sinergi antar instansi agar pengelolaan mangrove dapat dilaksanakan secara 

terpadu, efektif, dan berkelanjutan tanpa menimbulkan konflik kewenangan 

maupun tumpang tindih kebijakan (Salminah dan Alviya, 2019).  

Mangrove yang secara ruang menempati wilayah administrasi sebuah sistem 

pemerintahan daerah maupun pemerintah daerah/ kota. Hal ini terkait dengan 

kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Wewenang adalah 

kekuasaan formal atas sekelompok orang tertentu terhadap golongan orang tertentu 

maupun kekuasaan atas suatu wilayah pemerintahan tertentu yang secara bulat dari 

kekuasaan legislatif atau pemerintahan (Marbun, 1997).  

Menurut Huda dan Anwar (2008), ada banyak peraturan-peraturan yang 

terkait dengan pengelolaan mangrove, yaitu :  

1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3;  
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2) Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;  

3) Undang-Undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU no. 27 

tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 

diubah melalui UU no.1 tahun 2014;  

5) Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup;  

6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043. 

 

 

2.2.1. Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.  

 

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan 

melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam pasal 17 Undang-

Undang Dasar 1945 mengatur tentang Kementerian Negara, yaitu :  

1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara  

2. Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden  

3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan  

4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara 

diatur dalam undang-undang  

 

Selanjutnya, pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan 

kementerian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa 

kementerian merupakan perangkat pemerintah yang menyelenggarakan 

urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Adapun urusan pemerintahan yang dimaksud mencakup seluruh bidang 
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pemerintahan yang menjadi kewenangan negara sebagaimana diamanatkan 

oleh konstitusi. 

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, menteri berkedudukan sebagai pembantu Presiden 

dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya, menteri bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. 

Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh setiap kementerian pada 

hakikatnya merupakan pelimpahan atau delegasi kewenangan dari Presiden 

sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi. Dengan 

demikian, seluruh kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh kementerian 

harus sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan yang ditetapkan oleh 

Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Bakri, 

2011).  

Kemudian berdasarkan bunyi pasal 1 angka 1 Undang- Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, 

menjelaskan bahwa Kementerian Negara merupakan satu kesatuan dari 

pemerintahan yang membidangi bidang urusan tertentu sesuai arahan 

Presiden yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden atau Surat 

Keputusan Presiden. 

Setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi 

Kementerian Negara, Kementerian di Indonesia dibagi menjadi 3 (Tiga) 

Kelompok dengan total jumlah kementerian sebanyak 48 kementerian. 

Termasuk di dalamnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.  

Pada pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 

Tahun 2024, dalam melaksanakan tugas, Kementrian Kelompok 2 (dua) 

yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kehutanan 

menyelenggarakan fungsi yaitu :  

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 
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2. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawabnya; 

3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; 

4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian di daerah;  

5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; 

6. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian; dan 

7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian. 

 

Kemudian pada pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 140 Tahun 2024, dalam melaksanakan tugas, Kementrian Kelompok 

3 (tiga) yaitu Kementerian lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi 

yaitu : 

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya; 

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya; 

2. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawabnya;  

3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; 

4. menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, 

dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian. 

 
Dari penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan kewenangan 

kementerian adalah kekuasaan yang diperoleh dari Presiden untuk mengatur 

urusan pemerintahan sesuai dengan arahan dari Presiden.  

A. Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan  

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 

Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Pada pasal 5 

menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai 
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tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan 

dan perikanan dalam membantu Presiden menyelenggarakan 

pemerintahan Negara. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada 

pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 

Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan, maka Kementerian 

Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsinya yang diatur dalam 

Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 

Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan sebagai berikut : 

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penataan ruang laut, pengelolaan kelautan, perlindungan lingkungan 

laut, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan 

budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, 

serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; 

2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian di daerah; 

3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian; 

4. pengelolaan barang milik/kekayaan, negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian; 

5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; 

6. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya 

manusia kelautan dan perikanan; 

7. penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan 

hasil kelautan dan perikanan; 

8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan Kementerian; dan 

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersumber 

dari tugas dan fungsi yang diberikan oleh Presiden dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan. Tugas utama KKP adalah membantu 

Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan dan perikanan. Sementara itu, fungsi, peran, dan ruang lingkup 

kewenangan KKP telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui tugas dan fungsi tersebut, 

KKP memiliki tanggung jawab dalam merumuskan, menetapkan, 

melaksanakan, mengoordinasikan, serta mengevaluasi berbagai 

kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan 

perikanan, termasuk sumber daya pesisir yang berada dalam lingkup 

kewenangannya. 

B. Kewenangan Kementerian Kehutanan.  

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 

tentang Kementerian Kehutanan mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi 

Kementerian Kehutanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 

5 ditegaskan bahwa Kementerian Kehutanan memiliki tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagai 

bentuk dukungan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan 

negara. Tugas tersebut mencerminkan peran strategis Kementerian 

Kehutanan dalam pengelolaan, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan 

sumber daya hutan secara berkelanjutan. 

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian 

Kehutanan menjalankan berbagai fungsi yang diatur dalam Pasal 6 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024. Fungsi-

fungsi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Kementerian 

Kehutanan dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan 

melaksanakan kebijakan di bidang kehutanan. Dengan demikian, seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan, konservasi 

sumber daya alam, rehabilitasi hutan, serta perlindungan ekosistem hutan 

dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu sebagai berikut :  
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a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan 

konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya 

dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan 

hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, 

perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di 

bidang kehutanan; 

b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 

kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan 

pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, 

peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, 

pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri 

pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan 

penegakan hukum di bidang kehutanan; 

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian; 

d. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian; 

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; 

f. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya 

manusia kehutanan; 

g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 

di lingkungan Kementerian; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. 

C. Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi 

Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Pada Pasal 5 ditegaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

lingkungan hidup guna membantu Presiden dalam menjalankan 
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pemerintahan negara. Tugas tersebut mencerminkan tanggung jawab 

Kementerian Lingkungan Hidup dalam merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup secara berkelanjutan. 

Sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang 

lingkungan hidup, kementerian ini berperan dalam menjaga kualitas 

lingkungan, mencegah dan mengendalikan pencemaran serta kerusakan 

lingkungan, meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup, serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Dengan 

demikian, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam 

memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara 

bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan 

kesejahteraan masyarakat.  

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud 

pada pasal 5, Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi 

yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

175 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kehutanan, yaitu sebagai berikut :  

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penataan lingkungan 

hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian pencemaran 

dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan 

beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian 

perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai ekonomi karbon, 

serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup; 

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan 

lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan, pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan 

berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, 

pengendalian perubahan iklim, penyelenggaraan tata kelola nilai 

ekonomi karbon, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup; 

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Kementerian; 
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d. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian; 

e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. 

 

 

2.2.2. Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung 

 

Pasca disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya 

mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi, yang artinya 

dalam hal ini Pemerintah provinsi Lampung memiliki kewenangan dalam 

pengelolaan mangrove. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah di 

bidang mangrove, setidaknya pemerintah Provinsi Lampung dapat dibantu 

oleh 3 Organisasi perangkat daerah yang dibentuk diantaranya : 

Pada tingkat daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas 

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan 

perikanan berdasarkan asas otonomi daerah, tugas dekonsentrasi, tugas 

pembantuan, serta tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan 

pengelolaan mangrove, dinas ini memiliki sejumlah fungsi strategis, antara 

lain merumuskan kebijakan, menyusun standar dan pedoman di tingkat 

provinsi, menyediakan dukungan teknis, mengembangkan teknologi 

perikanan, mengelola perairan laut yang menjadi kewenangan provinsi, 

melaksanakan kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya kelautan, 

memberikan pelayanan usaha perikanan, serta melakukan pembinaan, 

pengawasan, dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan 

dengan sumber daya pesisir dan laut. 

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup bertugas menyusun dan 

melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, 

termasuk melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang 

diberikan oleh pemerintah pusat kepada gubernur. Fungsi yang berkaitan 



43 

 

dengan pengelolaan mangrove meliputi perumusan kebijakan teknis di 

bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, serta pelaksanaan 

pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

Dinas Kehutanan memiliki tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang kehutanan sesuai dengan kewenangan yang 

diberikan melalui prinsip otonomi daerah, tugas dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan. Dalam konteks pengelolaan mangrove, fungsi Dinas 

Kehutanan mencakup perencanaan pengelolaan kawasan hutan, 

pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, pengendalian kerusakan 

hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi 

sumber daya hutan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), rehabilitasi 

hutan dan lahan, serta pengelolaan perbenihan tanaman hutan. 

Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 dan Peraturan 

Presiden Nomor 140 Tahun 2024 semakin menegaskan pentingnya 

sinkronisasi kebijakan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai dua 

institusi utama yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan mangrove. 

Selanjutnya, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 

4 Tahun 2017 menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya 

antara KLHK, KKP, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN 

berperan dalam penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya, 

sedangkan KLHK dan KKP berperan dalam pengelolaan mangrove di 

tingkat lapangan, terutama terkait pengelolaan kawasan hutan dan 

pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, arah dan orientasi kebijakan 

yang diterapkan oleh kedua sektor tersebut sangat menentukan keberhasilan 

upaya pelestarian mangrove di Indonesia. 

Meskipun demikian, pengelolaan mangrove masih menghadapi 

berbagai tantangan, salah satunya adalah belum jelasnya batas antara 

kawasan mangrove yang termasuk kawasan hutan dan yang berada di luar 
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kawasan hutan. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan batas kewenangan 

antara KKP dan KLHK menjadi kurang tegas. Permasalahan ini diperparah 

oleh belum tersusunnya satu peta mangrove nasional yang dapat digunakan 

sebagai acuan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, 

perbedaan orientasi dan pendekatan pengelolaan yang diterapkan oleh 

masing-masing sektor seringkali menyebabkan tujuan konservasi dan 

keberlanjutan mangrove sulit dicapai secara optimal. Keterlibatan berbagai 

sektor dalam pengelolaan mangrove, seperti sektor perikanan, kehutanan, 

lingkungan hidup, dan pembangunan daerah tertinggal, juga menyebabkan 

implementasi kebijakan di tingkat lapangan menjadi lebih kompleks dan 

sering menghadapi berbagai kendala koordinasi (Salminah dan Alviya, 

2019). 

 

 

2.3. Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berdasarkan Analisis SEM-PLS 

 

Analisis Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) 

merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian 

lingkungan untuk mengidentifikasi hubungan kausal antar variabel serta 

menentukan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks pengelolaan ekosistem mangrove, 

SEM-PLS memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara simultan pengaruh 

berbagai faktor seperti persepsi masyarakat, partisipasi masyarakat, peran 

pemerintah, kelembagaan, dan kondisi lingkungan terhadap efektivitas pengelolaan 

mangrove (Hair et al., 2022). 

SEM merupakan suatu teknik modeling statistik memiliki sifat cross 

sectional, linear dan umum adalah analisis SEM . Permodelan SEM meliputi: 

analisis jalur (path analysis) regresi (regression) dan analisis faktor (factor 

analysis). Metode ini berkembang, sehingga fungsi yang melekat pada analisis 

SEM mirip dengan regresi berganda. Structural Equation Modeling (SEM) 

memiliki kemampuan analisis yang lebih komprehensif dibandingkan metode 

statistik multivariat lainnya karena mampu mengakomodasi berbagai hubungan 

yang kompleks dalam suatu model penelitian. SEM tidak hanya dapat menganalisis 
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hubungan linear, tetapi juga mampu menangani hubungan non linier, interaksi antar 

variabel, kesalahan pengukuran (measurement error), korelasi antar kesalahan 

pengukuran (correlated error terms), serta korelasi antar variabel independen 

(correlated independents). Selain itu, SEM memungkinkan penggunaan beberapa 

variabel laten independen (multiple latent independents) yang masing-masing 

diukur melalui sejumlah indikator. 

Dalam SEM, variabel laten (latent variabel) merupakan konstruk yang tidak 

dapat diukur secara langsung (unobserved variabel), sehingga keberadaannya 

direpresentasikan oleh dua atau lebih variabel manifes atau indikator yang dapat 

diamati (observed variabels). Dengan menggunakan beberapa indikator untuk 

mengukur satu konstruk laten, SEM mampu menghasilkan estimasi hubungan antar 

variabel yang lebih akurat serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

terhadap fenomena yang diteliti. 

Suatu metode analisis multivariat yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan hubungan antara hubungan linier antara indikator variabel yang 

diamati dan variabel laten secara simultan adalah cara kerja dari SEM. Indikator 

proksi digunakan untuk mengukur variabel laten karena variabel laten tidak dapat 

diukur dan diamati secara langsung. Ada dua jenis variabel laten dalam SEM yaitu 

variabel laten endogen dan variabel laten eksogen. Variabel yang mempengaruhi 

variabel endogen pada model dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain disebut 

variabel eksogen. Variabel yang dijelaskan oleh model disebut sebagai variabel 

endogen  (Hair et al.,1995).  

Analisis data dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) 

dilakukan untuk mengkaji dan menjelaskan hubungan antar variabel secara 

menyeluruh dalam suatu penelitian. SEM tidak digunakan untuk membangun atau 

merumuskan teori baru, melainkan untuk menguji, memverifikasi, dan 

mengkonfirmasi model teoritis yang telah dikembangkan berdasarkan landasan 

teori dan hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penerapan SEM 

mensyaratkan adanya model hipotesis yang jelas, yang terdiri atas model struktural 

dan model pengukuran yang digambarkan dalam bentuk diagram jalur (path 

diagram) serta didukung oleh justifikasi teoritis yang kuat. 
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Sebagai suatu metode analisis multivariat, SEM merupakan kumpulan teknik 

statistik yang memungkinkan peneliti menguji sejumlah hubungan antar variabel 

secara simultan dalam satu model yang terintegrasi. Metode ini dapat digunakan 

untuk menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan 

variabel dependen, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dengan 

kemampuan tersebut, SEM menjadi alat analisis yang efektif untuk memahami 

hubungan yang kompleks antar konstruk penelitian serta mengevaluasi kesesuaian 

model teoritis dengan data empiris (Nawangsari, 2011). 

 

 

2.3.1. Asumsi dan Persyaratan Menggunakan SEM 

 

Menurut Hair et al. (1995), perkembangan ilmu pengetahuan telah 

mendorong semakin kompleksnya hubungan antar variabel dalam berbagai 

bidang penelitian. Hubungan tersebut tidak hanya berupa keterkaitan atau 

relasi antar variabel, tetapi juga mencakup pengaruh langsung maupun tidak 

langsung yang terjadi di antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam 

banyak penelitian, terutama pada bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan, 

terdapat variabel yang tidak dapat diukur secara langsung karena bersifat 

abstrak atau laten. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah indikator yang 

dapat diamati untuk merepresentasikan dan mengukur variabel laten 

tersebut. Variabel yang tidak dapat diobservasi secara langsung ini dikenal 

sebagai konstruk laten (latent construct). 

Salah satu permasalahan utama dalam penelitian yang melibatkan 

konstruk laten adalah memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-

benar mampu merepresentasikan konstruk yang diukur. Indikator tersebut 

harus memiliki dasar teoritis yang kuat, dapat diterima secara logis, serta 

memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas sehingga mampu 

menggambarkan konstruk laten secara akurat. 

Permasalahan berikutnya adalah bagaimana mengukur dan 

menjelaskan pola hubungan antar konstruk laten, baik secara parsial 

maupun simultan. Selain itu, diperlukan metode yang mampu 

mengidentifikasi besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, 
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dan pengaruh total yang terjadi antar konstruk dalam suatu model penelitian. 

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Structural Equation Modeling (SEM) 

menjadi salah satu teknik analisis yang paling sesuai karena mampu 

menganalisis hubungan antara konstruk laten dengan indikator-

indikatornya, hubungan antar konstruk laten, serta memperhitungkan 

kesalahan pengukuran (measurement error) secara simultan dalam satu 

model yang terintegrasi. 

SEM merupakan pengembangan dari model regresi berganda yang 

menggabungkan prinsip-prinsip ekonometrika dengan analisis faktor yang 

banyak digunakan dalam bidang psikologi dan sosiologi. Menurut Yamin 

dan Kurniawan (2009), terdapat beberapa alasan utama penggunaan SEM 

dalam penelitian. Pertama, SEM memiliki kemampuan untuk mengestimasi 

hubungan yang kompleks dan bersifat simultan antar variabel melalui model 

struktural yang menggambarkan hubungan antara konstruk laten eksogen 

dan endogen. Kedua, SEM mampu menjelaskan hubungan antara konstruk 

laten yang tidak dapat diamati secara langsung (unobserved variabels) 

dengan variabel manifes atau indikator yang dapat diukur (observed 

variabels). Ketiga, SEM dapat digunakan untuk menghitung dan 

menganalisis besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, serta 

pengaruh total antar konstruk laten melalui proses dekomposisi pengaruh. 

Kemampuan tersebut menjadikan SEM sebagai metode analisis yang sangat 

efektif untuk menguji model penelitian yang melibatkan hubungan variabel 

yang kompleks dan multidimensional. 

 

 

2.3.2. Konsep Dasar SEM 

 

Menurut Hair et al. (1995), terdapat beberapa konsep dan istilah penting 

yang perlu dipahami dalam penggunaan Structural Equation Modeling 

(SEM), yaitu konstruk laten, variabel manifest, variabel eksogen dan 

endogen, variabel error, diagram jalur, serta koefisien jalur. 
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a. Konstruk Laten (Latent Construct) 

Konstruk laten merupakan konsep atau variabel yang bersifat abstrak dan 

tidak dapat diukur secara langsung. Konstruk ini merepresentasikan suatu 

fenomena, proses, atau karakteristik tertentu yang hanya dapat 

diidentifikasi melalui sejumlah indikator yang dapat diamati. Oleh karena 

itu, keberadaan konstruk laten harus dijelaskan dan diukur menggunakan 

variabel-variabel indikator yang mampu merefleksikan konsep yang 

dimaksud. Dalam penelitian, konstruk laten sering digunakan untuk 

mengukur konsep-konsep seperti persepsi, sikap, partisipasi, 

kelembagaan, atau keberlanjutan. 

b. Variabel Manifest (Manifest Variabel) 

Variabel manifest adalah variabel yang dapat diamati dan diukur secara 

langsung melalui proses pengumpulan data. Data tersebut dapat diperoleh 

dari jawaban responden terhadap kuesioner, hasil wawancara, maupun 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam SEM, variabel manifest 

berfungsi sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur konstruk 

laten. Pada penelitian yang menggunakan instrumen kuesioner, variabel 

manifest umumnya berupa butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang 

disusun untuk merepresentasikan setiap konstruk yang diteliti. 

c. Variabel Eksogen, Endogen, dan Error 

1. Variabel Eksogen (Exogenous Variabel) 

Variabel eksogen merupakan variabel bebas yang berperan sebagai 

penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel lain dalam model 

penelitian. Variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel lain yang 

terdapat dalam model, tetapi memberikan pengaruh terhadap variabel 

endogen. Dalam diagram jalur, variabel eksogen ditunjukkan dengan 

tidak adanya panah satu arah yang mengarah ke variabel tersebut. 

2. Variabel Endogen (Endogenous Variabel) 

Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh 

satu atau lebih variabel eksogen dalam model. Dengan kata lain, 

variabel endogen merupakan variabel terikat yang menjadi akibat dari 

hubungan kausal yang dibangun dalam model penelitian. Dalam 
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diagram jalur, variabel endogen ditandai dengan adanya panah yang 

mengarah kepadanya. 

3. Variabel Error (Error Variabel) 

Variabel error merupakan komponen yang menggambarkan pengaruh 

faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diukur atau tidak 

dimasukkan dalam analisis, tetapi masih berpotensi mempengaruhi 

variabel endogen. Keberadaan error menunjukkan bahwa tidak semua 

variasi dalam variabel endogen dapat dijelaskan oleh variabel yang 

terdapat dalam model penelitian. 

d. Diagram Jalur (Path Diagram) 

Diagram jalur merupakan representasi grafis yang digunakan untuk 

menggambarkan hubungan kausal antar variabel dalam suatu model 

penelitian. Diagram ini berfungsi untuk memvisualisasikan arah dan pola 

hubungan antara variabel eksogen, variabel endogen, konstruk laten, 

serta indikator-indikator yang digunakan. Dengan adanya diagram jalur, 

struktur hubungan dalam model dapat dipahami secara lebih jelas dan 

sistematis. 

e. Koefisien Jalur (Path Coefficient) 

Koefisien jalur adalah koefisien regresi terstandarisasi (standardized 

regression coefficient atau beta) yang menunjukkan besarnya pengaruh 

suatu variabel terhadap variabel lainnya dalam model SEM. Nilai 

koefisien jalur digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan 

antar variabel. Semakin besar nilai koefisien jalur, semakin kuat 

pengaruh yang diberikan oleh suatu variabel terhadap variabel lainnya. 

Dalam SEM, koefisien yang menghubungkan konstruk laten dengan 

indikator-indikatornya dikenal sebagai factor loading, yaitu ukuran yang 

menunjukkan sejauh mana suatu indikator mampu merepresentasikan 

konstruk laten yang diukur. Factor loading yang tinggi menunjukkan 

bahwa indikator tersebut memiliki kontribusi yang kuat dalam 

menjelaskan konstruk laten yang bersangkutan. 
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2.3.3. Prosedur SEM 

 

Menurut Yamin dan Kurniawan (2009), tahap awal dalam penerapan 

Structural Equation Modeling (SEM) adalah melakukan spesifikasi model 

penelitian. Pada tahap ini, peneliti merumuskan model konseptual yang 

akan diuji berdasarkan teori dan tujuan penelitian. Proses spesifikasi model 

meliputi beberapa langkah penting. Pertama, peneliti mengidentifikasi dan 

merumuskan permasalahan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk 

pertanyaan penelitian atau hipotesis yang akan diuji. Kedua, peneliti 

menentukan variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian serta 

mengelompokkannya ke dalam variabel eksogen dan variabel endogen 

sesuai dengan perannya dalam model. 

Langkah berikutnya adalah menentukan metode pengukuran setiap 

variabel. Variabel yang dapat diamati secara langsung dapat diukur secara 

langsung (measurable variabel), sedangkan variabel yang bersifat laten 

memerlukan indikator atau variabel manifest sebagai alat ukur. Selanjutnya, 

peneliti menetapkan hubungan kausal antar variabel dalam model 

struktural, baik hubungan yang bersifat satu arah (recursive) maupun 

hubungan timbal balik (non-recursive). Sebagai tahap tambahan, peneliti 

dapat menyusun diagram jalur (path diagram) yang menggambarkan 

hubungan antara konstruk laten, variabel manifest, serta arah pengaruh antar 

variabel dalam model penelitian. Diagram jalur ini berfungsi untuk 

mempermudah visualisasi dan pemahaman terhadap struktur model yang 

akan dianalisis. 

Secara umum, metode SEM dapat dibedakan menjadi dua pendekatan 

utama, yaitu SEM berbasis kovarian (Covariance-Based Structural 

Equation Modeling/CB-SEM) dan SEM berbasis varians yang dikenal 

sebagai Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). 

Kedua pendekatan tersebut memiliki karakteristik dan tujuan analisis yang 

berbeda sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

PLS-SEM merupakan salah satu metode analisis yang banyak 

digunakan karena memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Menurut Jaya 
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dan Sumertajaya (2008), pendekatan ini dapat diterapkan pada berbagai 

jenis skala data, tidak mensyaratkan banyak asumsi statistik yang ketat, 

serta dapat digunakan pada ukuran sampel yang relatif kecil. Keunggulan 

tersebut menjadikan PLS-SEM sebagai metode yang efektif untuk 

penelitian eksploratif maupun penelitian dengan model yang kompleks. 

Selain digunakan untuk mengkonfirmasi teori yang telah ada, PLS-SEM 

juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan model konseptual baru, 

membangun hubungan antar variabel yang belum memiliki landasan teori 

yang kuat, serta menguji berbagai proposisi penelitian secara empiris. 

Dalam SEM, ada dua jenis model indikator yang terkait dengan 

variabel laten, yaitu: indikator reflektif dan formatif. Pemilihan jenis 

konstruk (model reflektif atau formatif, berdasarkan jenis indikatornya) 

tergantung pada prioritas hubungan kausalitas antara indikator dan variabel 

laten. Model reflektif mengasumsikan bahwa variabel laten memiliki 

pengaruh terhadap indikator, atau arah hubungan kausalitasnya adalah dari 

variabel laten ke indikator. Berbeda dengan model reflektif, model formatif 

mengasumsikan bahwa indikator-indikator berperan sebagai pembentuk 

variabel laten. Dengan demikian, arah hubungan kausalitas dalam model 

formatif bergerak dari indikator menuju konstruk laten, sehingga perubahan 

pada indikator akan mempengaruhi perubahan pada variabel laten yang 

dibentuk (Kurniawan et al., 2018). Oleh karena itu, setiap indikator 

dianggap memiliki kontribusi dalam membentuk karakteristik konstruk 

yang diukur. 

Salah satu keunggulan pendekatan SEM-PLS adalah kemampuannya 

mengatasi berbagai permasalahan yang umum dijumpai pada SEM berbasis 

kovarian. Permasalahan berupa solusi yang tidak dapat diterima 

(inadmissible solution) relatif jarang terjadi karena SEM-PLS menggunakan 

pendekatan berbasis varians, bukan berbasis kovarians. Dengan pendekatan 

tersebut, masalah yang berkaitan dengan matriks singular (singularity 

matrix) dapat dihindari. Selain itu, karena SEM-PLS umumnya diterapkan 

pada model struktural yang bersifat rekursif, permasalahan identifikasi 
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model seperti unidentified model, under-identified model, maupun over-

identified model juga tidak menjadi kendala utama dalam analisis. 

Keunggulan lainnya adalah kemampuan SEM-PLS dalam mengatasi 

permasalahan ketidakpastian faktor (factor indeterminacy), yaitu kondisi 

ketika terdapat lebih dari satu faktor yang dapat menjelaskan sekumpulan 

indikator dalam suatu konstruk. Pada model formatif, indikator tidak 

disyaratkan memiliki faktor umum (common factor) sebagaimana pada 

model reflektif. Oleh karena itu, konstruk laten yang dihasilkan bersifat 

komposit, yaitu terbentuk dari kombinasi linier seluruh indikator yang 

menyusunnya. Dengan kata lain, variabel laten dalam model formatif 

merupakan hasil agregasi dari indikator-indikator yang secara bersama-

sama membentuk konstruk yang diteliti. 

 

 

2.3.4. Analisis SEM dengan pendekatan PLS  

 

Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-

PLS) merupakan metode analisis yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi 

dan banyak digunakan dalam penelitian karena mampu diterapkan pada 

berbagai jenis skala data, tidak memerlukan banyak asumsi statistik yang 

ketat, serta tetap dapat digunakan pada ukuran sampel yang relatif kecil (Jaya 

dan Sumertajaya, 2008). Selain berfungsi untuk mengkonfirmasi teori yang 

telah ada, SEM-PLS juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan model 

konseptual baru dan menguji proposisi yang belum memiliki landasan teori 

yang kuat. Menurut Chin et al. (2003), SEM-PLS dapat digunakan untuk 

menganalisis model struktural dengan indikator yang bersifat reflektif 

maupun formatif. 

Dibandingkan dengan beberapa teknik analisis statistik lainnya, SEM-

PLS memiliki kemampuan untuk mengatasi dua permasalahan utama. 

Pertama, permasalahan inadmissible solution atau solusi yang tidak dapat 

diterima. Karena SEM-PLS menggunakan pendekatan berbasis varians, 

bukan kovarians, maka masalah yang berkaitan dengan matriks singular 

(singularity matrix) dapat dihindari. Selain itu, SEM-PLS umumnya 



53 

 

diterapkan pada model yang bersifat rekursif sehingga permasalahan 

identifikasi model seperti under-identified, over-identified, maupun 

unidentified model dapat diminimalkan. Kedua, SEM-PLS mampu mengatasi 

permasalahan factor indeterminacy, yaitu kondisi ketika terdapat lebih dari 

satu faktor yang dapat menjelaskan sekumpulan indikator dalam suatu 

konstruk. Pada model formatif, indikator tidak memerlukan keberadaan 

faktor umum (common factor), sehingga konstruk laten yang terbentuk 

bersifat komposit dan merupakan kombinasi linier dari seluruh indikator yang 

digunakan. 

A. Model Indikator Reflektif 

Model indikator reflektif dikembangkan berdasarkan teori pengukuran 

klasik (Classical Test Theory) yang mengasumsikan bahwa variasi skor 

suatu konstruk merupakan hasil dari skor sebenarnya (true score) 

ditambah dengan kesalahan pengukuran (error). Dalam model ini, 

konstruk laten dipandang sebagai penyebab munculnya indikator-

indikator yang dapat diamati. Dengan kata lain, perubahan pada konstruk 

laten akan tercermin pada perubahan seluruh indikator yang mengukurnya. 

Menurut Bollen (1989), model indikator reflektif memiliki beberapa 

karakteristik utama. Pertama, arah hubungan kausalitas diasumsikan 

berasal dari konstruk menuju indikator. Kedua, antar indikator diharapkan 

memiliki korelasi yang tinggi sehingga diperlukan pengujian konsistensi 

internal, seperti Cronbach’s Alpha atau Composite Reliability. Ketiga, 

penghapusan salah satu indikator umumnya tidak akan mengubah makna 

konseptual dari konstruk yang diukur karena indikator-indikator tersebut 

merupakan refleksi dari konstruk yang sama. Keempat, kesalahan 

pengukuran (measurement error) ditempatkan pada tingkat indikator. 

B. Model Indikator Formatif 

Berbeda dengan model reflektif, model indikator formatif menganggap 

bahwa konstruk laten dibentuk oleh indikator-indikator yang 

menyusunnya. Menurut Ringle et al. (2015), konstruk formatif umumnya 

digunakan untuk mengukur konsep yang bersifat komposit, seperti Human 

Development Index (HDI), Index of Sustainable Economic Welfare, dan 
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Quality of Life Index. Dalam model ini, indikator merupakan komponen 

pembentuk konstruk sehingga perubahan pada indikator akan 

menyebabkan perubahan pada konstruk laten yang dihasilkan. 

Berdasarkan konsep definisi operasional, model formatif digunakan ketika 

konstruk didefinisikan sebagai gabungan dari indikator-indikator yang 

menyusunnya. Oleh karena itu, arah hubungan kausalitas diasumsikan 

berasal dari indikator menuju konstruk laten. Model indikator formatif 

memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, hubungan kausalitas 

berjalan dari indikator ke konstruk. Kedua, antar indikator tidak harus 

berkorelasi sehingga pengujian konsistensi internal, seperti Cronbach’s 

Alpha, tidak menjadi persyaratan utama. Ketiga, penghapusan satu 

indikator dapat mengubah makna konseptual konstruk karena setiap 

indikator memiliki kontribusi dalam membentuk konstruk tersebut. 

Keempat, kesalahan pengukuran ditempatkan pada tingkat konstruk (zeta) 

dan bukan pada indikator. 

Dengan memahami perbedaan antara model reflektif dan formatif, peneliti 

dapat menentukan model pengukuran yang paling sesuai dengan 

karakteristik konstruk yang diteliti, sehingga hasil analisis SEM-PLS 

menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Hasil analisis SEM-PLS umumnya ditunjukkan melalui nilai path 

coefficient, t-statistic, dan p-value yang menggambarkan besarnya pengaruh 

antar variabel dalam model struktural. Variabel yang memiliki nilai 

koefisien jalur (path coefficient) terbesar menunjukkan faktor yang paling 

dominan dalam mempengaruhi keberhasilan pengelolaan mangrove. Oleh 

karena itu, penyusunan strategi pengelolaan perlu difokuskan pada variabel 

yang memiliki pengaruh signifikan dan nilai koefisien tertinggi agar 

intervensi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran (Ghozali dan Latan, 

2015). 

Apabila hasil SEM-PLS menunjukkan bahwa peran pemerintah 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan mangrove, 

maka strategi yang perlu dikembangkan adalah penguatan tata kelola 

kolaboratif melalui peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah, 
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sinkronisasi kebijakan antar instansi, serta optimalisasi pengawasan 

kawasan mangrove. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan 

koordinator yang menentukan arah pengelolaan sumber daya pesisir. Oleh 

karena itu, peningkatan efektivitas kebijakan konservasi, rehabilitasi, dan 

pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam 

strategi pengelolaan (Armitage et al., 2009). 

Selanjutnya, apabila variabel persepsi masyarakat memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pengelolaan mangrove, maka strategi yang perlu 

dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat 

mengenai fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial mangrove. Program 

pendidikan lingkungan, penyuluhan konservasi, kampanye publik, dan 

pelatihan berbasis masyarakat perlu diperkuat untuk membangun persepsi 

positif terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Persepsi yang 

baik akan mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam 

berbagai kegiatan konservasi sehingga mendukung keberhasilan 

pengelolaan jangka panjang (Berkes, 2004). 

Sementara itu, apabila variabel partisipasi masyarakat menunjukkan 

pengaruh yang signifikan, maka strategi pengelolaan perlu diarahkan pada 

peningkatan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi program. 

Penguatan kelompok masyarakat pengelola mangrove, pembentukan forum 

kolaboratif, dan pemberian insentif ekonomi berbasis konservasi merupakan 

langkah strategis yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Pendekatan partisipatif terbukti mampu meningkatkan rasa memiliki (sense 

of ownership) terhadap program pengelolaan sehingga keberlanjutan 

program lebih terjamin (Ostrom, 1990). 

Jika hasil SEM-PLS menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan 

merupakan faktor yang berpengaruh signifikan, maka strategi yang perlu 

dilakukan adalah memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan 

melalui pembentukan kelembagaan kolaboratif yang melibatkan 

pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan 

sektor swasta. Kelembagaan yang kuat akan meningkatkan efektivitas 
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pengambilan keputusan, distribusi kewenangan, serta pengelolaan konflik 

yang sering muncul dalam pemanfaatan kawasan mangrove. Model 

pengelolaan kolaboratif (collaborative governance) dianggap sebagai 

pendekatan yang paling sesuai untuk pengelolaan ekosistem mangrove yang 

bersifat kompleks dan multidimensi (Ansell dan Gash, 2008). 

Selain melihat pengaruh langsung antar variabel, SEM-PLS juga 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan mediasi yang terjadi 

dalam model penelitian. Sebagai contoh, persepsi masyarakat dapat 

mempengaruhi pengelolaan mangrove secara tidak langsung melalui 

peningkatan partisipasi masyarakat. Temuan semacam ini menunjukkan 

bahwa strategi pengelolaan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan 

partisipasi, tetapi juga harus diawali dengan upaya peningkatan 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, strategi yang 

dirumuskan menjadi lebih komprehensif karena mempertimbangkan 

hubungan kausal yang terjadi antar variabel dalam sistem pengelolaan 

mangrove (Hair et al., 2022). 

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, strategi pengelolaan 

mangrove yang dihasilkan dari analisis SEM-PLS perlu mengintegrasikan 

aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara seimbang. 

Pendekatan ini sejalan dengan konsep Integrated Coastal Zone Management 

(ICZM) yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas 

pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Melalui 

identifikasi faktor-faktor dominan berdasarkan hasil SEM-PLS, kebijakan 

dan program pengelolaan mangrove dapat disusun secara lebih terarah, 

efektif, dan berbasis bukti (evidence-based management) sehingga mampu 

mendukung keberlanjutan ekosistem mangrove serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pesisir (FAO, 2007). 

Berdasarkan hasil SEM-PLS, strategi pengelolaan mangrove yang 

direkomendasikan adalah penguatan tata kelola kolaboratif berbasis good 

environmental governance melalui peningkatan kapasitas pemerintah, 

penguatan kelembagaan lokal, peningkatan persepsi dan partisipasi 

masyarakat, pengembangan ekonomi berbasis mangrove yang 
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berkelanjutan, serta optimalisasi rehabilitasi dan pengawasan kawasan 

mangrove. Strategi tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan 

antara fungsi konservasi dan pemanfaatan mangrove sehingga keberlanjutan 

ekosistem pesisir dapat terjaga dalam jangka panjang (Datta et al., 2012). 

 

 

2.3.5. Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berdasarkan Analisis SEM 

dan Perbandingannya dengan Metode Analisis Lain 
 

Pengelolaan ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang 

kompleks karena melibatkan interaksi antara aspek ekologis, sosial, 

ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan. Kompleksitas tersebut menuntut 

penggunaan metode analisis yang mampu mengidentifikasi faktor-faktor 

utama yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan mangrove sekaligus 

menghasilkan strategi yang tepat sasaran. Berbagai metode telah digunakan 

dalam penelitian pengelolaan mangrove, seperti Structural Equation 

Modeling (SEM), Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT), 

Analytical Hierarchy Process (AHP), Rapid Appraisal for Fisheries 

(RAPFISH), DPSIR, dan Multi Criteria Decision Analysis (MCDA). 

Namun demikian, masing-masing metode memiliki karakteristik, kelebihan, 

dan keterbatasan yang berbeda dalam menghasilkan strategi pengelolaan 

(Hair et al., 2022). 

Di antara berbagai metode tersebut, Structural Equation Modeling 

(SEM) dianggap sebagai salah satu pendekatan yang paling komprehensif 

karena mampu menganalisis hubungan sebab-akibat (causal relationship) 

antar variabel secara simultan. SEM tidak hanya mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi pengelolaan mangrove, tetapi juga mengukur 

besarnya pengaruh langsung maupun tidak langsung antar variabel yang 

diteliti. Dalam penelitian pengelolaan mangrove, SEM umumnya digunakan 

untuk menganalisis hubungan antara persepsi masyarakat, partisipasi 

masyarakat, peran pemerintah, kelembagaan, dan keberhasilan pengelolaan 

mangrove. Melalui nilai path coefficient, t-statistics, dan p-value, peneliti 
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dapat menentukan variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan 

terhadap keberhasilan pengelolaan mangrove (Hair et al., 2022). 

Strategi pengelolaan mangrove yang dihasilkan melalui SEM bersifat 

lebih spesifik dan berbasis bukti empiris (evidence-based strategy). Sebagai 

contoh, apabila hasil SEM menunjukkan bahwa variabel peran pemerintah 

memiliki nilai koefisien jalur tertinggi dibandingkan variabel lainnya, maka 

strategi utama yang direkomendasikan adalah penguatan tata kelola 

pemerintahan, peningkatan koordinasi antar instansi, serta optimalisasi 

kebijakan konservasi dan rehabilitasi mangrove. Sebaliknya, apabila 

partisipasi masyarakat merupakan faktor yang paling berpengaruh, maka 

strategi yang perlu diprioritaskan adalah pemberdayaan masyarakat, 

peningkatan kapasitas kelompok pengelola mangrove, serta penguatan 

kelembagaan masyarakat pesisir. Dengan demikian, strategi yang dihasilkan 

benar-benar didasarkan pada faktor dominan yang telah terbukti secara 

statistik mempengaruhi pengelolaan mangrove (Ghozali dan Latan, 2015). 

Keunggulan utama SEM dibandingkan metode lain adalah 

kemampuannya dalam menguji model teoritis yang kompleks serta 

menganalisis hubungan multidimensi antar variabel secara simultan. Selain 

itu, SEM mampu mengakomodasi variabel laten yang tidak dapat diukur 

secara langsung, seperti persepsi, partisipasi, komitmen, dan kapasitas 

kelembagaan. Karakteristik ini menjadikan SEM sangat relevan untuk 

penelitian pengelolaan mangrove yang pada umumnya melibatkan berbagai 

faktor sosial dan kelembagaan yang bersifat abstrak (Kline, 2023). 

Berbeda dengan SEM, metode SWOT lebih berorientasi pada 

identifikasi kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan 

mangrove. SWOT menghasilkan strategi berdasarkan kombinasi faktor 

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 

ancaman (threats). Meskipun metode ini relatif sederhana dan mudah 

diterapkan, SWOT memiliki kelemahan karena tidak mampu menunjukkan 

hubungan kausal antar variabel maupun tingkat pengaruh masing-masing 

faktor terhadap keberhasilan pengelolaan mangrove. Strategi yang 

dihasilkan cenderung bersifat deskriptif dan sangat bergantung pada 
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subjektivitas peneliti atau responden dalam menentukan faktor-faktor 

SWOT (Rangkuti, 2018). 

Sementara itu, metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

digunakan untuk menentukan prioritas strategi berdasarkan pembobotan 

kriteria dan alternatif kebijakan. AHP sangat efektif dalam membantu 

pengambil keputusan menentukan strategi yang paling penting untuk 

dilaksanakan. Namun, berbeda dengan SEM, AHP tidak dapat menjelaskan 

hubungan sebab-akibat antar variabel maupun menguji model teoritis yang 

mendasari suatu sistem pengelolaan. Dengan kata lain, AHP mampu 

menjawab pertanyaan mengenai strategi mana yang harus diprioritaskan, 

tetapi tidak dapat menjelaskan faktor apa yang menyebabkan strategi 

tersebut menjadi penting (Saaty, 2008). 

Metode RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries) atau yang sering 

disebut Raffis dalam berbagai penelitian pengelolaan sumber daya pesisir 

memiliki fokus yang berbeda dibandingkan SEM. RAPFISH digunakan 

untuk menilai tingkat keberlanjutan suatu sistem pengelolaan berdasarkan 

berbagai dimensi, seperti dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan 

kelembagaan. Hasil analisis RAPFISH berupa indeks keberlanjutan yang 

menunjukkan status pengelolaan suatu kawasan apakah termasuk tidak 

berkelanjutan, kurang berkelanjutan, cukup berkelanjutan, atau 

berkelanjutan. Selain itu, RAPFISH mampu mengidentifikasi atribut yang 

paling sensitif terhadap keberlanjutan melalui analisis leverage. Namun 

demikian, RAPFISH tidak dapat menguji hubungan struktural antar variabel 

sebagaimana SEM sehingga lebih tepat digunakan sebagai alat evaluasi 

keberlanjutan daripada sebagai alat analisis hubungan kausal (Pitcher dan 

Preikshot, 2001). 

Pendekatan DPSIR (Driving Forces, Pressures, State, Impact, 

Respone) juga sering digunakan dalam pengelolaan mangrove untuk 

memahami hubungan antara aktivitas manusia dan perubahan kondisi 

lingkungan. DPSIR sangat efektif dalam mengidentifikasi akar penyebab 

kerusakan mangrove serta merumuskan respon kebijakan yang diperlukan. 

Akan tetapi, pendekatan ini lebih bersifat konseptual dan tidak mampu 



60 

 

memberikan ukuran statistik mengenai besarnya pengaruh masing-masing 

faktor sebagaimana yang dilakukan oleh SEM (EEA, 1999). 

Demikian pula dengan Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) 

yang berfungsi sebagai alat pendukung pengambilan keputusan berdasarkan 

berbagai kriteria yang berbeda. MCDA sangat berguna dalam memilih 

alternatif strategi terbaik ketika terdapat banyak pilihan kebijakan yang 

harus dipertimbangkan. Namun, seperti halnya AHP, metode ini tidak 

dirancang untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel maupun 

membangun model teoritis yang kompleks (Belton dan Stewart, 2002). 

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa SEM 

memiliki keunggulan yang lebih besar dalam menghasilkan strategi 

pengelolaan mangrove yang berbasis pada hubungan empiris antar variabel. 

SWOT mampu mengidentifikasi kondisi strategis, AHP dapat menentukan 

prioritas kebijakan, RAPFISH mengevaluasi tingkat keberlanjutan, DPSIR 

menjelaskan hubungan antara tekanan dan dampak lingkungan, sedangkan 

MCDA membantu memilih alternatif keputusan terbaik. Akan tetapi, hanya 

SEM yang mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab keberhasilan 

pengelolaan mangrove secara kuantitatif dan mengukur tingkat pengaruh 

masing-masing faktor secara statistik (Hair et al., 2022). 

Oleh karena itu, dalam penelitian pengelolaan mangrove modern, 

SEM sering dipandang sebagai metode yang lebih unggul untuk 

merumuskan strategi pengelolaan berbasis bukti (evidence-based 

management). Strategi yang dihasilkan melalui SEM tidak hanya 

menjelaskan apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa strategi tersebut 

perlu diprioritaskan berdasarkan besarnya pengaruh faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pengelolaan mangrove. Dengan demikian, 

strategi yang dirumuskan menjadi lebih akurat, terukur, dan memiliki 

landasan ilmiah yang kuat untuk mendukung pengelolaan mangrove yang 

berkelanjutan (Hair et al., 2022; Kline, 2023). 
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2.4. Kelembagaan 

 

Kelembagaan (institution) merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu 

sosial, ekonomi, politik, administrasi publik, dan pengelolaan sumber daya alam. 

Secara akademik, kelembagaan tidak hanya dimaknai sebagai organisasi atau 

lembaga formal, tetapi mencakup seperangkat aturan, norma, nilai, prosedur, serta 

pola hubungan sosial yang mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam 

mencapai tujuan bersama. 

Menurut Douglass C. North (1990), kelembagaan adalah "the rules of the 

game in a society", yaitu aturan main yang diciptakan manusia untuk mengatur 

interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Aturan tersebut dapat berupa aturan formal 

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan organisasi, maupun aturan 

informal seperti norma sosial, adat istiadat, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya yang 

berkembang dalam masyarakat. Dalam pandangan ini, kelembagaan berfungsi 

mengurangi ketidakpastian (uncertainty) dalam interaksi sosial sehingga dapat 

meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar aktor. 

Sementara itu, menurut Samuel P. Huntington (1968), kelembagaan 

merupakan proses yang membuat organisasi dan prosedur memperoleh nilai dan 

stabilitas. Huntington menekankan bahwa kelembagaan bukan hanya keberadaan 

suatu organisasi, tetapi juga tingkat kematangan organisasi tersebut dalam 

menjalankan fungsi, mempertahankan keberlanjutan, serta memperoleh legitimasi 

dari masyarakat. Dengan demikian, organisasi yang telah terlembaga memiliki 

kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan 

mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang. 

Pandangan lain dikemukakan oleh Scott Richard W. (2014) yang 

mendefinisikan kelembagaan sebagai struktur sosial yang terdiri atas elemen 

regulatif, normatif, dan kultural-kognitif yang memberikan stabilitas dan makna 

terhadap kehidupan sosial. Elemen regulatif berkaitan dengan aturan dan sanksi, 

elemen normatif berkaitan dengan nilai dan kewajiban sosial, sedangkan elemen 

kultural-kognitif berkaitan dengan pemahaman bersama yang menjadi dasar 

tindakan individu maupun kelompok. Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi 

dalam membentuk perilaku aktor dalam suatu sistem sosial. 
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Dalam konteks pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, 

kelembagaan dipahami sebagai seperangkat aturan dan mekanisme yang mengatur 

hubungan antar pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pemanfaatan, 

perlindungan, dan pengelolaan sumber daya. Kelembagaan menentukan bagaimana 

hak akses, kewajiban, tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan, 

penyelesaian konflik, serta distribusi manfaat diatur dan dijalankan oleh para aktor 

yang terlibat. 

Menurut Elinor Ostrom (1990), keberhasilan pengelolaan sumber daya 

bersama (common-pool resources) sangat ditentukan oleh efektivitas kelembagaan 

yang mengatur perilaku pengguna sumber daya. Ostrom menunjukkan bahwa 

masyarakat lokal dapat mengelola sumber daya secara berkelanjutan apabila 

terdapat aturan yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, sanksi yang 

bertahap, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

Temuan ini memperkuat pentingnya kelembagaan sebagai faktor penentu 

keberhasilan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. 

Dalam perspektif administrasi publik, kelembagaan dipandang sebagai 

instrumen yang memungkinkan terjadinya koordinasi, integrasi, dan kolaborasi 

antar aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kelembagaan menjadi wadah 

yang mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan 

organisasi masyarakat sipil dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, 

kualitas kelembagaan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan tata kelola 

(governance), karena menentukan efektivitas kebijakan, akuntabilitas, transparansi, 

serta partisipasi publik. 

 

 

2.4.1. Kelembagaan Lingkungan 

 

Kelembagaan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan 

keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam 

konteks pembangunan berkelanjutan, kelembagaan tidak hanya dipahami 

sebagai organisasi atau lembaga formal, tetapi juga mencakup seperangkat 

aturan, norma, nilai, dan mekanisme yang mengatur hubungan antar 

individu maupun kelompok dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
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Kelembagaan berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan perilaku para 

pemangku kepentingan agar pemanfaatan sumber daya dilakukan secara 

efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan (Bakri, 2023). 

Menurut Bakri (2023), kelembagaan lingkungan merupakan sistem 

yang terdiri atas aturan formal dan informal yang mengatur interaksi 

manusia dengan lingkungan serta mengendalikan perilaku para aktor dalam 

pemanfaatan sumber daya alam. Aturan formal dapat berupa undang-

undang, peraturan pemerintah, kebijakan daerah, maupun standar 

operasional yang ditetapkan oleh organisasi tertentu. Sementara itu, aturan 

informal meliputi norma sosial, adat istiadat, nilai budaya, kepercayaan 

masyarakat, dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan sosial. 

Kedua bentuk aturan tersebut saling melengkapi dalam menciptakan tata 

kelola lingkungan yang efektif. 

Konsep kelembagaan lingkungan berangkat dari pemahaman bahwa 

sumber daya alam pada umumnya merupakan sumber daya bersama 

(common pool resources) yang rentan mengalami eksploitasi berlebihan 

apabila tidak terdapat aturan yang mengatur pemanfaatannya. Dalam 

kondisi tersebut, setiap individu cenderung berupaya memperoleh manfaat 

sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap 

keberlanjutan sumber daya. Oleh karena itu, keberadaan kelembagaan 

diperlukan untuk mengatur hak akses, hak pengelolaan, hak pemanfaatan, 

serta kewajiban dan sanksi bagi setiap pengguna sumber daya alam sehingga 

tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis 

(Bakri, 2023). 

Lebih lanjut, Bakri (2023) menjelaskan bahwa kelembagaan 

lingkungan memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, fungsi regulatif, yaitu 

menetapkan aturan dan batasan dalam pemanfaatan sumber daya alam. 

Fungsi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi yang berlebihan 

serta menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan. Kedua, fungsi koordinatif, 

yaitu menyelaraskan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan 

yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, fungsi 

pengawasan dan pengendalian yang berperan dalam memastikan bahwa 
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aturan yang telah ditetapkan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Keempat, fungsi penyelesaian konflik yang memungkinkan adanya 

mekanisme mediasi dan negosiasi ketika terjadi perselisihan terkait 

pemanfaatan sumber daya alam. 

Teori kelembagaan yang dikembangkan oleh Guy Peters merupakan 

salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam kajian kebijakan 

publik dan tata kelola sumber daya alam. Peters (2012) mendefinisikan 

institusi sebagai seperangkat struktur, aturan, prosedur, dan norma yang 

membentuk perilaku individu maupun kelompok dalam suatu sistem sosial 

dan politik. Institusi berfungsi sebagai pedoman tindakan yang mengatur 

bagaimana aktor berinteraksi, mengambil keputusan, serta menjalankan 

fungsi-fungsinya dalam suatu organisasi atau sistem pengelolaan. 

Menurut Peters (2012), institusi memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi perilaku aktor melalui pembentukan pola interaksi yang 

relatif stabil. Dengan adanya institusi, tindakan individu tidak lagi bersifat 

bebas, tetapi dibatasi oleh aturan, norma, dan ekspektasi sosial yang berlaku. 

Oleh karena itu, kualitas kelembagaan sangat menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam. 

Dalam pendekatan new institutionalism, Peters menekankan bahwa 

institusi tidak hanya berupa organisasi formal, tetapi juga mencakup norma 

sosial, budaya organisasi, dan aturan informal yang berkembang dalam 

masyarakat. Dengan demikian, analisis kelembagaan tidak hanya melihat 

struktur organisasi, tetapi juga bagaimana aturan dan norma tersebut 

mempengaruhi perilaku para aktor dalam mencapai tujuan bersama. 

Keberhasilan suatu kelembagaan lingkungan sangat dipengaruhi oleh 

beberapa unsur penting. Menurut Bakri (2023), unsur-unsur tersebut 

meliputi aturan (rules), organisasi (organizations), hak dan kewajiban 

(rights and obligations), mekanisme pengawasan (monitoring), serta sistem 

sanksi (sanctions). Aturan berfungsi sebagai pedoman perilaku yang harus 

dipatuhi oleh seluruh anggota. Organisasi berperan sebagai wadah yang 

menjalankan dan mengawasi implementasi aturan tersebut. Hak dan 

kewajiban mengatur distribusi manfaat serta tanggung jawab antar aktor. 
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Sementara itu, mekanisme pengawasan dan sistem sanksi diperlukan untuk 

menjamin kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati bersama. 

Dalam perspektif tata kelola lingkungan (environmental governance), 

kelembagaan yang efektif harus memenuhi beberapa karakteristik, yaitu 

memiliki legitimasi yang kuat, partisipatif, transparan, akuntabel, dan 

adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan maupun sosial. Legitimasi 

menunjukkan bahwa aturan yang diterapkan diterima dan diakui oleh 

masyarakat. Partisipasi memungkinkan keterlibatan berbagai pemangku 

kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi dan 

akuntabilitas diperlukan untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap 

lembaga pengelola. Sementara itu, kemampuan adaptasi diperlukan agar 

kelembagaan mampu merespon perubahan lingkungan dan tantangan baru 

yang muncul dalam pengelolaan sumber daya alam (Bakri, 2023). 

Dalam pengelolaan ekosistem mangrove, kelembagaan lingkungan 

memiliki peran yang sangat strategis karena melibatkan berbagai aktor 

dengan kepentingan yang berbeda, seperti pemerintah, masyarakat pesisir, 

kelompok pengelola mangrove, organisasi nonpemerintah, akademisi, dan 

sektor swasta. Kelembagaan yang kuat mampu menciptakan koordinasi 

antar pihak sehingga program konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan 

mangrove dapat berjalan secara sinergis. Selain itu, kelembagaan juga 

berfungsi untuk mengatur pembagian peran, tanggung jawab, dan manfaat 

yang diperoleh masing-masing pihak sehingga konflik pemanfaatan sumber 

daya dapat diminimalkan (Bakri, 2023). 

Pada tingkat masyarakat, kelembagaan lingkungan dapat diwujudkan 

dalam bentuk kelompok pengelola mangrove, kelompok sadar wisata, 

kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), koperasi pesisir, maupun 

lembaga adat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya 

pesisir. Keberadaan organisasi-organisasi tersebut menjadi sarana untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove 

sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya 

secara berkelanjutan. Semakin kuat kapasitas kelembagaan masyarakat, 
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semakin besar pula peluang keberhasilan program pengelolaan mangrove 

yang dilaksanakan (Bakri, 2023). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kelembagaan 

lingkungan merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat tidak hanya 

ditandai oleh keberadaan organisasi formal, tetapi juga oleh adanya aturan 

yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, partisipasi masyarakat 

yang tinggi, serta koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Dalam 

konteks pengelolaan mangrove, penguatan kelembagaan menjadi salah satu 

prasyarat penting untuk mencapai tujuan konservasi ekosistem sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

 

 

2.4.2. Dimensi dan Indikator Kelembagaan 

 

Kelembagaan merupakan sistem aturan, norma, nilai, dan struktur 

yang mengatur interaksi antar aktor dalam mencapai tujuan bersama. Dalam 

konteks pengelolaan sumber daya alam, kelembagaan berperan sebagai 

mekanisme yang mengarahkan perilaku aktor, membangun koordinasi, 

mengurangi konflik, serta menjamin keberlanjutan pengelolaan sumber 

daya. Menurut Douglass C. North, kelembagaan adalah aturan formal dan 

informal yang membentuk pola interaksi manusia dalam kehidupan sosial 

dan ekonomi. North menegaskan bahwa efektivitas kelembagaan ditentukan 

oleh kemampuan aturan tersebut dalam mengurangi ketidakpastian dan 

menciptakan keteraturan dalam hubungan antar aktor.  

Dalam perspektif pengelolaan lingkungan, Bakri (2023) menjelaskan 

bahwa kelembagaan lingkungan tidak hanya mencakup organisasi yang 

terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga mencakup norma, 

aturan, kewenangan, koordinasi, dan mekanisme kerja yang mengatur 

hubungan antar pemangku kepentingan. Kelembagaan yang kuat ditandai 

oleh adanya aturan yang jelas, struktur organisasi yang berfungsi, 

koordinasi yang efektif, partisipasi masyarakat, dan kemampuan dalam 

menyelesaikan konflik pengelolaan lingkungan. 
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Sementara itu, Elinor Ostrom menekankan bahwa keberhasilan 

pengelolaan sumber daya bersama (common-pool resources) sangat 

dipengaruhi oleh keberadaan aturan yang disepakati bersama, mekanisme 

pengawasan, partisipasi pengguna sumber daya, dan sistem sanksi yang 

diterapkan secara konsisten. Ostrom menunjukkan bahwa kelembagaan 

yang efektif mampu menciptakan kepatuhan kolektif dan menjaga 

keberlanjutan sumber daya dalam jangka panjang.  

Selanjutnya, W. Richard Scott mengemukakan bahwa kelembagaan 

dibangun oleh tiga pilar utama, yaitu regulatif (regulative), normatif 

(normative), dan kultural-kognitif (cultural-cognitive). Pilar regulatif 

berkaitan dengan aturan dan sanksi, pilar normatif berkaitan dengan nilai 

dan kewajiban sosial, sedangkan pilar kultural-kognitif berkaitan dengan 

pemahaman dan keyakinan bersama yang menjadi dasar tindakan 

masyarakat. Ketiga pilar tersebut membentuk legitimasi dan stabilitas suatu 

kelembagaan.  

Peters (2012) menjelaskan bahwa institusi memiliki beberapa dimensi 

utama yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas kelembagaan dalam 

pengelolaan sumber daya alam. Dimensi utama dalam kelembagaan 

menurut peters adalah struktur kelembagaan, aturan dan norma, stabilitas 

kelembagaan dan pola interaksi antar aktor.  

Berdasarkan sintesis pemikiran Bakri (2023), North (1990), Ostrom 

(1990), Peters (2012) dan Scott (2014), indikator kelembagaan dalam 

penelitian pengelolaan mangrove dapat dioperasionalisasikan ke dalam 

dimensi utama sebagai berikut. 

Tabel 2.2  Dimensi dan indikator kelembagaan dalam pengelolaan 

mangrove 

No Dimensi 

Kelembagaan 

Indikator Referensi 

Utama 

1 Aturan (Rules) Kejelasan aturan, 

kepatuhan terhadap 

aturan, mekanisme 

sanksi 

North (1990); 

Ostrom (1990); 

Peters (2012); 

Bakri (2023) 
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No Dimensi 

Kelembagaan 

Indikator Referensi 

Utama 

2 Organisasi Struktur organisasi, 

pembagian tugas dan 

fungsi, kapasitas 

kelembagaan 

Peters (2012); 

Scott (2014); 

Bakri (2023) 

3 Hak dan Kewajiban Hak akses, hak 

pemanfaatan, tanggung 

jawab anggota 

Ostrom (1990); 

North (1990) 

 

4 Partisipasi Keterlibatan masyarakat 

dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan 

evaluasi 

Ostrom (1990); 

Agrawal (2001) 

5 Koordinasi dan 

Jejaring 

Kerjasama antar 

stakeholder, komunikasi 

antar lembaga 

Ostrom (1990); 

Peters (2012); 

Bakri (2023) 

 

6 Monitoring dan 

Pengawasan 

Pengawasan sumber 

daya, pelaporan 

pelanggaran, evaluasi 

program 

Ostrom (1990);  

7 Sanksi dan 

Penegakan Aturan 

Pemberian sanksi 

bertahap, penegakan 

aturan 

Ostrom (1990) 

8 Keberlanjutan 

Kelembagaan 

Pendanaan, regenerasi 

anggota, dukungan 

kebijakan, konsistensi 

kebijakan, keberlanjutan 

program 

Peters (2012); 

Scott (2014); 

Bakri (2023) 

Sumber : Penulis (2026). 

 

 

2.4.3. Jenis Kelembagaan : Regulatif, Normatif, dan Kultural-Kognitif 

(Recognitif) 

 

Kajian kelembagaan modern berkembang pesat melalui pendekatan 

institusional yang menempatkan institusi sebagai faktor utama yang 

mempengaruhi perilaku individu, organisasi, dan masyarakat. Salah satu 

konsep yang paling banyak digunakan dalam penelitian kelembagaan adalah 

teori yang dikembangkan oleh W. Richard Scott (2014), yang menjelaskan 

bahwa keberlangsungan dan efektivitas suatu kelembagaan dibangun oleh 

tiga pilar utama, yaitu regulative pillar (regulatif), normative pillar 

Tabel 2.2 (lanjutan) 
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(normatif), dan cultural-cognitive pillar (kultural-kognitif atau recognitif). 

Ketiga pilar tersebut bekerja secara simultan dalam membentuk pola 

perilaku, legitimasi, stabilitas, dan keberlanjutan suatu sistem sosial maupun 

organisasi. 

Menurut Scott (2014), institusi tidak hanya dipengaruhi oleh aturan 

formal yang bersifat memaksa, tetapi juga oleh norma sosial dan cara 

berpikir yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman 

terhadap ketiga dimensi tersebut menjadi penting dalam menganalisis 

bagaimana suatu sistem kelembagaan bekerja, khususnya dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, termasuk pengelolaan 

ekosistem mangrove. 

 

 

2.4.3.1. Kelembagaan Regulatif (Regulative Institution) 

 

Kelembagaan regulatif merupakan dimensi kelembagaan 

yang berlandaskan pada aturan formal, kebijakan, hukum, serta 

mekanisme pengawasan dan sanksi yang mengatur perilaku 

individu maupun kelompok. Dalam perspektif ini, kepatuhan 

muncul karena adanya kewajiban hukum serta konsekuensi yang 

diterima apabila aturan dilanggar. 

Scott (2014) menjelaskan bahwa pilar regulatif menekankan 

aspek rule-setting, monitoring, dan sanctioning activities, yaitu 

proses pembentukan aturan, pengawasan pelaksanaan aturan, dan 

pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Dengan demikian, 

perilaku aktor dikendalikan melalui mekanisme insentif dan 

disinsentif yang dirancang oleh otoritas tertentu. 

Pandangan ini sejalan dengan teori kelembagaan yang 

dikemukakan oleh Douglass C. North (1990), yang menyatakan 

bahwa institusi formal terdiri atas hukum, regulasi, kontrak, dan 

prosedur administratif yang berfungsi mengurangi ketidakpastian 

dalam interaksi sosial. Menurut North, aturan formal memberikan 

kepastian mengenai hak, kewajiban, serta batasan tindakan para 
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aktor sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan sosial dan 

ekonomi. 

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, kelembagaan 

regulatif diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan yang 

mengatur perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam. 

Aturan tersebut dapat berbentuk undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan daerah, surat keputusan kepala daerah, 

hingga aturan internal kelompok masyarakat. Pada pengelolaan 

mangrove, dimensi regulatif dapat terlihat melalui : Peraturan 

mengenai perlindungan kawasan mangrove; Larangan penebangan 

mangrove secara ilegal; Aturan pemanfaatan kawasan pesisir; 

Penetapan zonasi kawasan konservasi; Mekanisme perizinan 

pemanfaatan mangrove; dan Sistem pengawasan dan penegakan 

hukum lingkungan.  

Kekuatan kelembagaan regulatif terletak pada 

kemampuannya menciptakan kepastian hukum dan mengendalikan 

perilaku aktor melalui mekanisme formal. Namun, aturan formal 

seringkali tidak cukup untuk menjamin keberhasilan pengelolaan 

apabila tidak didukung oleh norma sosial dan kesadaran 

masyarakat. Oleh karena itu, kelembagaan regulatif perlu berjalan 

berdampingan dengan dimensi normatif dan kultural-kognitif. 

Dalam penelitian pengelolaan mangrove, indikator 

kelembagaan regulatif umumnya meliputi : Kejelasan aturan 

pengelolaan mangrove; Ketersediaan kebijakan yang mendukung 

konservasi; Efektivitas penegakan hukum; Konsistensi penerapan 

sanksi; dan Keberadaan sistem pengawasan.  

 

 

2.4.3.2. Kelembagaan Normatif (Normative Institution) 

 

Kelembagaan normatif merupakan dimensi kelembagaan 

yang berakar pada nilai, norma, etika, kewajiban moral, dan 

harapan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Berbeda 
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dengan pilar regulatif yang menekankan kepatuhan karena adanya 

sanksi, pilar normatif menekankan kepatuhan karena adanya rasa 

kewajiban moral dan tanggung jawab sosial. 

Menurut Scott (2014), dimensi normatif berkaitan dengan 

konsep values and norms, yaitu nilai yang menentukan tujuan yang 

dianggap penting dan norma yang mengatur cara mencapai tujuan 

tersebut. Norma menjadi pedoman perilaku yang diterima secara 

sosial dan menjadi standar dalam menilai tindakan individu 

maupun kelompok. 

Dalam perspektif sosiologi, norma sosial memiliki kekuatan 

yang besar karena mampu membentuk perilaku tanpa harus selalu 

didukung oleh aturan hukum formal. Individu cenderung mematuhi 

norma karena ingin memperoleh penerimaan sosial dan 

menghindari sanksi sosial dari lingkungan sekitarnya. 

Menurut Bakri (2023), kelembagaan lingkungan tidak hanya 

dibangun oleh regulasi pemerintah, tetapi juga oleh norma sosial 

yang berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai lokal seperti 

gotong royong, tanggung jawab bersama, kepedulian lingkungan, 

dan kearifan lokal seringkali menjadi faktor utama yang 

menentukan keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. 

Dalam pengelolaan mangrove, kelembagaan normatif dapat 

diwujudkan melalui: Kesadaran kolektif untuk menjaga mangrove; 

Tradisi gotong royong dalam rehabilitasi mangrove; Norma 

larangan merusak lingkungan; Tanggung jawab sosial masyarakat 

terhadap kawasan pesisir; dan Budaya konservasi yang diwariskan 

antar-generasi.  

Dimensi normatif sangat penting karena mampu 

menciptakan kepatuhan yang bersifat sukarela. Masyarakat tidak 

menjaga mangrove karena takut dihukum, tetapi karena meyakini 

bahwa menjaga mangrove merupakan tindakan yang benar dan 

bermanfaat bagi kehidupan bersama. 
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Kelembagaan normatif juga berperan dalam membangun 

modal sosial (social capital) yang memperkuat kerjasama 

antaranggota masyarakat. Semakin kuat nilai dan norma yang 

mendukung konservasi lingkungan, semakin tinggi pula partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan pengelolaan mangrove. 

Indikator kelembagaan normatif meliputi: Kepedulian 

masyarakat terhadap mangrove; Tanggung jawab sosial dalam 

pengelolaan mangrove; Budaya gotong royong; Komitmen kolektif 

menjaga lingkungan; dan Dukungan norma sosial terhadap 

konservasi.  

 

 

2.4.3.3. Kelembagaan Kultural-Kognitif (Cultural-Cognitive 

Institution/Recognitif) 

 

Kelembagaan kultural-kognitif atau sering disebut sebagai 

dimensi recognitif merupakan dimensi terdalam dalam sistem 

kelembagaan. Pilar ini berkaitan dengan cara masyarakat 

memahami, menafsirkan, dan memaknai realitas sosial melalui 

sistem pengetahuan, keyakinan, simbol, budaya, dan pengalaman 

bersama. 

Menurut Scott (2014), pilar kultural-kognitif menjelaskan 

bahwa tindakan manusia tidak selalu didasarkan pada perhitungan 

rasional atau kewajiban moral, tetapi seringkali dipengaruhi oleh 

pemahaman yang telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar (taken 

for granted). Individu bertindak sesuai dengan apa yang diyakini 

sebagai kenyataan sosial yang benar dan sah. 

Pada dimensi ini, legitimasi muncul karena adanya kesamaan 

persepsi dan pemahaman di antara anggota masyarakat. Sebuah 

aturan atau praktik akan lebih mudah diterima apabila telah menjadi 

bagian dari cara berpikir kolektif masyarakat. 

Konsep ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan pemikiran 

Elinor Ostrom (1990), yang menekankan pentingnya pengetahuan 
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lokal dan pembelajaran sosial dalam pengelolaan sumber daya 

bersama. Ostrom menemukan bahwa masyarakat yang berhasil 

mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan umumnya 

memiliki pemahaman bersama mengenai nilai sumber daya tersebut 

serta konsekuensi yang akan terjadi apabila sumber daya mengalami 

kerusakan. 

Dalam konteks pengelolaan mangrove, kelembagaan 

kultural-kognitif tercermin dalam: Pengetahuan masyarakat tentang 

fungsi ekologis mangrove; Keyakinan bahwa mangrove melindungi 

pesisir dari abrasi; Pemahaman mengenai manfaat ekonomi 

mangrove; Kearifan lokal dalam pengelolaan pesisir; dan Persepsi 

bahwa konservasi mangrove merupakan kebutuhan bersama.  

Kelembagaan recognitif menjadi pondasi bagi terbentuknya 

perilaku konservasi yang berkelanjutan. Ketika masyarakat 

memahami bahwa keberadaan mangrove penting bagi kehidupan 

mereka, maka perilaku menjaga mangrove akan muncul secara 

alami tanpa harus dipaksa oleh aturan formal. 

Dalam banyak kasus, kegagalan program konservasi bukan 

disebabkan oleh lemahnya regulasi, melainkan karena masyarakat 

belum memiliki pemahaman dan kesadaran yang memadai 

mengenai pentingnya sumber daya yang dikelola. Oleh karena itu, 

penguatan dimensi kultural-kognitif sering dilakukan melalui 

pendidikan lingkungan, penyuluhan, kampanye konservasi, dan 

transfer pengetahuan lokal. 

Indikator kelembagaan kultural-kognitif meliputi : 

Pengetahuan masyarakat tentang fungsi mangrove; Pemahaman 

mengenai manfaat ekologis mangrove; Kesadaran akan pentingnya 

konservasi mangrove; Kepercayaan terhadap praktik pengelolaan 

berkelanjutan; dan Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan.  

 

 

 

 



74 

 

2.4.3.4. Sintesis Ketiga Dimensi Kelembagaan 

 

Menurut Scott (2014), kelembagaan yang efektif merupakan 

kombinasi yang seimbang antara dimensi regulatif, normatif, dan 

kultural-kognitif. Ketiganya saling melengkapi dan tidak dapat 

berdiri sendiri. 

Tabel 2.3. Perbedaan tiga dimensi kelembagaan 

Dimensi Dasar 

Kepatuhan 

Instrumen 

Utama 

Bentuk 

Legitimasi 

Regulatif Takut sanksi dan 

kewajiban hukum 

Aturan, hukum, 

pengawasan 

Legalitas 

Normatif Kewajiban moral 

dan sosial 

Nilai, norma, 

etika 

Kesesuaian 

sosial 

Kultural-

Kognitif 

(Recognitif) 

Pemahaman dan 

keyakinan 

bersama 

Pengetahuan, 

budaya, persepsi 

Pemaknaan 

bersama 

Sumber : diolah dari berbagai sumber. Penulis (2026) 

 

Dalam pengelolaan mangrove, keberhasilan kelembagaan tidak 

hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi pemerintah (regulatif), tetapi 

juga oleh dukungan norma masyarakat (normatif) serta pemahaman dan 

kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mangrove (kultural-

kognitif/recognitif). Oleh karena itu, ketiga dimensi tersebut sangat 

relevan digunakan sebagai indikator konstruk kelembagaan dalam 

penelitian pengelolaan mangrove yang dianalisis menggunakan 

pendekatan SEM-PLS, karena mampu merepresentasikan aspek formal, 

sosial, dan kognitif yang mempengaruhi efektivitas tata kelola ekosistem 

mangrove. 

 

 

2.4.4. Kelembagaan, Lembaga, dan Organisasi  

 

Dalam kajian ilmu sosial, administrasi publik, sosiologi, dan pengelolaan 

sumber daya alam, istilah kelembagaan, lembaga, dan organisasi sering 

digunakan secara bergantian. Padahal secara konseptual ketiga istilah 

tersebut memiliki makna yang berbeda meskipun saling berkaitan. 

Pemahaman yang tepat terhadap perbedaan konsep tersebut sangat penting 
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karena akan menentukan ketepatan dalam menganalisis tata kelola sumber 

daya alam, termasuk pengelolaan ekosistem mangrove. 

 

2.4.4.1. Konsep Kelembagaan (Institutional System) 

 

Kelembagaan merupakan konsep yang paling luas 

dibandingkan lembaga dan organisasi. Kelembagaan merujuk pada 

keseluruhan sistem aturan, norma, nilai, mekanisme, prosedur, dan 

pola hubungan yang mengatur perilaku individu maupun kelompok 

dalam suatu masyarakat. 

Menurut Douglass C. North (1990), kelembagaan adalah the 

rules of the game, yaitu seperangkat aturan formal dan informal 

yang mengarahkan interaksi manusia. Aturan formal dapat berupa 

undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan 

keputusan organisasi, sedangkan aturan informal berupa adat 

istiadat, kebiasaan, norma sosial, dan nilai budaya yang hidup 

dalam masyarakat. 

Dalam perspektif W. Richard Scott (2014), kelembagaan 

merupakan struktur sosial yang terdiri atas tiga pilar utama, yaitu: 

Pilar regulatif (aturan dan sanksi); Pilar normatif (nilai dan norma); 

Pilar kultural-kognitif (kepercayaan dan pemahaman bersama).  

Dengan demikian, kelembagaan tidak selalu berwujud fisik 

atau organisasi tertentu, melainkan sistem yang mengatur 

bagaimana berbagai aktor berinteraksi dan bertindak. Dalam 

konteks pengelolaan mangrove, kelembagaan mencakup: 

Peraturan mengenai pemanfaatan mangrove; Norma masyarakat 

dalam menjaga lingkungan; Mekanisme koordinasi antar-

stakeholder; Sistem pengawasan dan penegakan aturan; Pola 

kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.  

Oleh karena itu, kelembagaan lebih menekankan pada 

"aturan main" (rules of the game) daripada pelaku yang 

menjalankan aturan tersebut. 
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2.4.4.2. Konsep Lembaga (Institution) 

 

Lembaga merupakan wujud yang lebih konkret dari 

kelembagaan. Lembaga dapat dipahami sebagai sistem norma atau 

pranata sosial yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu 

dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut Koentjaraningrat (2009), lembaga sosial adalah 

sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas 

untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam perspektif sosiologi, lembaga tidak selalu berupa organisasi 

formal, melainkan dapat berupa seperangkat norma dan fungsi 

sosial yang telah diterima oleh masyarakat. 

Contohnya lembaga yang ada dan umum di indonesia adalah 

:Lembaga pendidikan; Lembaga ekonomi; Lembaga hukum;  dan 

Lembaga adat. Pada konteks pengelolaan lingkungan, lembaga 

dapat berupa : Forum pengelolaan mangrove; Kelompok 

masyarakat pengelola mangrove; Pokmaswas (Kelompok 

Masyarakat Pengawas); Dewan atau forum kolaboratif pengelolaan 

pesisir.  

Menurut Bakri (2023), lembaga lingkungan merupakan 

wadah sosial yang memiliki fungsi tertentu dalam mengatur 

pengelolaan sumber daya alam berdasarkan aturan dan norma yang 

disepakati. Dengan kata lain, lembaga merupakan manifestasi atau 

bentuk operasional dari sistem kelembagaan yang berlaku. 

Lembaga lebih menekankan pada fungsi sosial dan peran yang 

dijalankan dalam masyarakat. 

 

 

2.4.4.3. Konsep Organisasi (Organization) 

 

Organisasi merupakan kelompok orang yang secara sadar 

dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui struktur, 

pembagian tugas, dan mekanisme kerja yang jelas. Menurut 

Chester Barnard (1938), organisasi adalah sistem kerjasama antara 



77 

 

dua orang atau lebih yang secara sadar dikoordinasikan untuk 

mencapai tujuan bersama. Sementara itu, Stephen P. Robbins 

(2017) mendefinisikan organisasi sebagai unit sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, memiliki batas yang relatif jelas, dan 

berfungsi secara terus-menerus untuk mencapai tujuan tertentu. 

Karakteristik organisasi meliputi: Memiliki struktur 

kepengurusan; Memiliki anggota; Memiliki pembagian tugas; 

Memiliki visi dan tujuan; Memiliki sumber daya; Memiliki 

mekanisme pengambilan keputusan. Adapun contoh organisasi 

dalam pengelolaan mangrove: Kementerian Kehutanan; Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Lampung; dan Yayasan/LSM 

lingkungan dan konservasi. 

Berbeda dengan lembaga, organisasi selalu memiliki struktur 

formal yang jelas, seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan 

anggota. Organisasi lebih menekankan pada wadah atau aktor yang 

menjalankan kegiatan tertentu. 

 

 

2.4.4.4. Hubungan antara Kelembagaan, Lembaga, dan Organisasi 

 

Ketiga konsep kelembagaan, lembaga dan organisasi 

memiliki hubungan yang bersifat hirarkis dan saling melengkapi. 

Dimana kelembagaan menyediakan aturan, norma, dan nilai yang 

menjadi pedoman. Lembaga menerjemahkan aturan tersebut ke 

dalam fungsi sosial tertentu, sedangkan organisasi menjadi alat 

atau wadah untuk melaksanakan fungsi tersebut secara operasional. 

Berikut disajikan sintesis perbedaan kelembagaan, lembaga, dan 

organisasi :  

Tabel 2.4. Perbedaan kelembagaan, lembaga dan organisasi 

Aspek Kelembagaan Lembaga Organisasi 

Fokus utama Aturan, 

norma, dan 

sistem 

Fungsi sosial Struktur dan 

pelaksana 
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Aspek Kelembagaan Lembaga Organisasi 

Unsur utama Aturan formal 

dan informal 

Peran dan 

fungsi sosial 

Struktur, 

anggota, 

tujuan 

Orientasi Mengatur 

perilaku 

Menjalankan 

fungsi sosial 

Melaksanakan 

kegiatan 

Sifat Sistem Pranata sosial Unit kerja 

Contoh 

dalam 

mangrove 

Regulasi, 

norma, 

mekanisme 

kolaborasi 

Pokmaswas, 

forum 

mangrove 

DLH, Dishut, 

kelurahan, 

LSM 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber. Penulis (2026). 

 

Dalam penelitian pengelolaan mangrove, variabel 

kelembagaan tidak hanya mengukur keberadaan organisasi 

pengelola mangrove, tetapi juga mencakup kualitas aturan, 

efektivitas koordinasi, mekanisme pengawasan, partisipasi 

masyarakat, dan penegakan norma yang mengatur pengelolaan 

mangrove. Oleh karena itu, pengukuran kelembagaan harus lebih 

luas daripada sekadar menilai ada atau tidaknya organisasi 

pengelola. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan 

adalah sistem aturan dan norma (rules of the game), lembaga 

adalah pranata atau fungsi sosial yang dibentuk berdasarkan aturan 

tersebut, sedangkan organisasi adalah wadah formal yang 

menjalankan fungsi lembaga dalam praktik. Perbedaan ini menjadi 

penting dalam penelitian pengelolaan sumber daya alam karena 

keberhasilan pengelolaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan 

organisasi, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan yang mendasari 

dan mengarahkan tindakan seluruh aktor yang terlibat. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 (lanjutan) 
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2.5. Ekosistem Mangrove 

 

Mangrove merupakan ekosistem pesisir yang berkembang pada wilayah 

peralihan antara daratan dan lautan, yang terbentuk melalui proses sedimentasi dan 

akumulasi lumpur secara terus-menerus sehingga secara bertahap membentuk 

daratan baru. Secara umum, berbagai definisi mengenai mangrove merujuk pada 

formasi hutan yang tumbuh di kawasan tropis dan subtropis, terutama pada daerah 

pantai yang relatif landai, tenang, berlumpur, serta dipengaruhi oleh dinamika 

pasang surut air laut. 

Menurut Rahim (2017), hutan mangrove memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menjaga keseimbangan siklus biologis perairan. Ekosistem ini sering 

disebut sebagai hutan bakau dan memiliki karakteristik yang khas karena tumbuh 

pada wilayah ekoton, yaitu zona peralihan antara ekosistem darat dan perairan. 

Mangrove memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang 

unik, termasuk pada perairan dengan tingkat salinitas yang bervariasi, mulai dari 

air payau hingga air asin. Umumnya, hutan mangrove ditemukan pada kawasan 

pesisir yang berlumpur, terlindung dari gelombang besar, serta memperoleh suplai 

air tawar dan sedimen dari aliran sungai maupun limpasan permukaan. 

Dari aspek ekologis, ekonomi, dan sosial, ekosistem mangrove memiliki 

fungsi yang sangat penting bagi keberlanjutan wilayah pesisir. Secara fisik, 

mangrove berperan sebagai pelindung alami pantai yang mampu meredam energi 

gelombang, mengurangi dampak tsunami, mencegah abrasi, serta menghambat 

intrusi air laut ke daratan. Selain itu, vegetasi mangrove juga berfungsi sebagai 

penahan angin (windbreak) dan penyaring alami yang mampu menyerap berbagai 

bahan pencemar sehingga membantu menjaga kualitas perairan dan melindungi 

ekosistem lain seperti terumbu karang. Sistem perakaran mangrove yang kompleks 

berperan dalam menangkap sedimen dan menyerap polutan yang terbawa oleh 

aliran air. 

Secara ekologis, mangrove menyediakan habitat yang penting bagi berbagai 

jenis flora dan fauna. Ekosistem ini berfungsi sebagai tempat pemijahan (spawning 

ground), pembesaran (nursery ground), dan mencari makan (feeding ground) bagi 

berbagai spesies ikan, udang, kepiting, dan biota perairan lainnya. Selain itu, tajuk 
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atau kanopi mangrove menjadi habitat bagi berbagai satwa darat, seperti primata, 

burung, serangga, dan kelelawar. Keanekaragaman hayati yang tinggi menjadikan 

mangrove sebagai salah satu ekosistem yang memiliki nilai konservasi yang sangat 

penting. 

Indonesia sebagai negara tropis memiliki kekayaan biodiversitas mangrove 

yang tinggi, termasuk berbagai spesies flora dan fauna endemik maupun langka. 

Beberapa contoh spesies yang dapat ditemukan pada ekosistem mangrove 

Indonesia antara lain Pedada (Sonneratia ovata), Pisang-pisang (Kandelia candel), 

monyet ekor panjang (Macaca fascicularis), dan buaya muara (Crocodylus 

porosus) (Darwati, 2022). Keberadaan berbagai spesies tersebut menunjukkan 

pentingnya upaya perlindungan dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan 

guna menjaga fungsi ekologis dan keanekaragaman hayati yang terkandung di 

dalamnya. 

Keberadaan mangrove jika tidak dikelola dengan baik dan mengalami 

kerusakan tentu akan menimbulkan dampak yang cukup serius baik terhadap 

lingkungan maupun masyarakat sekitar. Rinika (2023) menyebutkan Dampak 

kerusakan lingkungan Mangrove terhadap lingkungan keamanan maritim dapat 

dilihat dari sisi keamanan lingkungan dan human security. Ekosistem Mangrove 

yang rusak berdampak pada Hak dan akses ke pemanfaatan masyarakat sehingga 

akan mengganggu perekonomian masyarakat pesisir yang tidak stabil. Dibutuhkan 

regulasi dan sistem pantau yang baik untuk meminimalisir dampak dari kerusakan 

ekosistem mangrove. 

Kemudian Kalor (2021) dalam penelitiannya mendapatkan bahwa Terjadinya 

penurunan tingkat keanekaragaman dan kelimpahan ikan pada perairan ekosistem 

mangrove di Teluk Youtefa, disebabkan adanya kerusakan ekosistem, konversi 

ekosistem, dan pencemaran yang terjadi pada ekosistem mangrove. Penelitian ini 

hanya menemukan 12 spesies dan 10 famili ikan, dengan kelimpahan 188 

individu/hektar yang hidup dan berasosiasi dengan perairan ekosistem mangrove 

Teluk Youtefa Kota Jayapura. Namun sumber daya perikanan ini akan pulih 

kembali bila dilakukan pemulihan ekosistem mangrove dengan cara meningkatan 

luas area ekosistem mangrove dan pengendalian sampah.  



81 

 

Menurut Eddy (2015), kerusakan dan berkurangnya luas hutan mangrove di 

Indonesia sebagian besar disebabkan oleh berbagai aktivitas antropogenik atau 

kegiatan manusia. Aktivitas tersebut meliputi perikanan, perkebunan, pertanian, 

pembangunan tambak garam, permukiman, kegiatan industri, penebangan hutan 

baik secara legal maupun ilegal, serta aktivitas pertambangan. Berbagai bentuk 

pemanfaatan lahan tersebut telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap 

keberadaan dan keberlanjutan ekosistem mangrove. 

Degradasi ekosistem mangrove yang terjadi akibat aktivitas tersebut 

menimbulkan berbagai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dampak yang 

muncul antara lain berupa meningkatnya abrasi pantai, perubahan morfologi pesisir 

yang ditandai dengan pendangkalan perairan dan pembentukan daratan baru 

(akresi), serta meningkatnya intrusi air laut ke wilayah daratan. Selain itu, 

kerusakan mangrove juga menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, 

berkurangnya populasi berbagai spesies yang bergantung pada ekosistem 

mangrove, serta menurunnya hasil tangkapan perikanan, termasuk ikan dan 

kepiting yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir. Dari aspek 

kesehatan masyarakat, degradasi mangrove juga berpotensi meningkatkan risiko 

penyebaran penyakit, seperti malaria, akibat perubahan kondisi lingkungan yang 

mendukung perkembangan vektor penyakit. Oleh karena itu, upaya perlindungan 

dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan menjadi sangat penting untuk 

menjaga fungsi ekologis dan manfaat sosial-ekonomi yang diberikan oleh 

ekosistem tersebut. 

 

 

2.6. Zonasi dan Jenis Mangrove 

 

Pola zonasi hutan mangrove dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, 

antara lain kondisi tanah, tingkat salinitas, dinamika pasang surut, frekuensi dan 

lama penggenangan, laju sedimentasi, tingkat erosi, serta perbedaan elevasi antara 

daratan dan permukaan air. Zonasi mangrove juga mencerminkan proses suksesi 

vegetasi yang berlangsung sebagai respon terhadap perubahan kondisi habitat 

tempat tumbuhnya. Perubahan tersebut bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh 
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proses pengendapan sedimen maupun pengikisan yang terus terjadi di kawasan 

pesisir. 

Menurut Rusila et al. (1999), secara umum ekosistem mangrove dapat 

dibedakan ke dalam empat zona utama berdasarkan karakteristik lingkungan dan 

pengaruh hidrologinya. Zona pertama adalah kawasan yang berhadapan langsung 

dengan laut terbuka dan menerima pengaruh pasang surut secara intensif. Zona 

kedua merupakan daerah tengah yang berada di belakang zona terluar dan 

umumnya memiliki kondisi lingkungan yang lebih stabil. Zona ketiga berada di 

sepanjang aliran sungai dengan tingkat salinitas yang bervariasi dari payau hingga 

mendekati air tawar. Sementara itu, zona keempat terletak lebih ke arah daratan dan 

didominasi oleh pengaruh air tawar. Perbedaan kondisi lingkungan pada masing-

masing zona menyebabkan variasi komposisi vegetasi mangrove serta tingkat 

adaptasi spesies yang tumbuh di dalamnya. 

Gambar 2.1. Zonasi Ekosistem Mangrove 

Sumber : Rusila et al., 1999. 

 

Pola zonasi hutan mangrove dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, 

antara lain kondisi tanah, tingkat salinitas, dinamika pasang surut, frekuensi dan 

lama penggenangan, laju sedimentasi, tingkat erosi, serta perbedaan elevasi antara 
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daratan dan permukaan air. Zonasi mangrove juga mencerminkan proses suksesi 

vegetasi yang berlangsung sebagai respon terhadap perubahan kondisi habitat 

tempat tumbuhnya. Perubahan tersebut bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh 

proses pengendapan sedimen maupun pengikisan yang terus terjadi di kawasan 

pesisir. 

Menurut Rusila et al. (1999), secara umum ekosistem mangrove dapat 

dibedakan ke dalam empat zona utama berdasarkan karakteristik lingkungan dan 

pengaruh hidrologinya. Zona pertama adalah kawasan yang berhadapan langsung 

dengan laut terbuka dan menerima pengaruh pasang surut secara intensif. Zona 

kedua merupakan daerah tengah yang berada di belakang zona terluar dan 

umumnya memiliki kondisi lingkungan yang lebih stabil. Zona ketiga berada di 

sepanjang aliran sungai dengan tingkat salinitas yang bervariasi dari payau hingga 

mendekati air tawar. Sementara itu, zona keempat terletak lebih ke arah daratan dan 

didominasi oleh pengaruh air tawar. Perbedaan kondisi lingkungan pada masing-

masing zona menyebabkan variasi komposisi vegetasi mangrove serta tingkat 

adaptasi spesies yang tumbuh di dalamnya. 

.  

 

2.6.1. Mangrove terbuka 

 

Zona terluar mangrove merupakan kawasan yang langsung 

berhadapan dengan laut dan menerima pengaruh pasang surut serta 

genangan air laut secara intensif. Vegetasi yang tumbuh pada zona ini 

umumnya terdiri atas spesies yang memiliki tingkat toleransi tinggi terhadap 

salinitas dan kondisi lingkungan pesisir yang ekstrem. Samingan (1980) 

melaporkan bahwa di kawasan Karang Agung, Sumatera Selatan, zona ini 

didominasi oleh Sonneratia alba yang tumbuh pada area yang secara 

langsung dipengaruhi oleh air laut. Temuan tersebut sejalan dengan 

penelitian Van Steenis (1958) yang menyatakan bahwa Sonneratia alba dan 

Avicennia alba merupakan spesies yang sering mendominasi kawasan 

pantai yang mengalami genangan air laut secara terus-menerus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Komiyama et al. (1988) di Halmahera, 

Maluku, juga menunjukkan bahwa Sonneratia alba menjadi spesies 
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dominan pada zona mangrove yang berhadapan langsung dengan laut. 

Namun demikian, komposisi vegetasi pada zona terbuka sangat dipengaruhi 

oleh karakteristik substrat tempat tumbuhnya. Pada kawasan yang 

didominasi oleh substrat berpasir, Sonneratia alba cenderung menjadi 

spesies yang paling dominan. Sebaliknya, pada substrat yang lebih 

berlumpur, spesies seperti Avicennia marina dan Rhizophora mucronata 

lebih banyak ditemukan dan sering mendominasi vegetasi mangrove (Van 

Steenis, 1958). 

Selain dipengaruhi oleh tekstur substrat, keberadaan bahan organik 

dalam tanah juga mempengaruhi komposisi vegetasi mangrove. Menurut 

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1993), Sonneratia sering 

ditemukan tumbuh berasosiasi dengan Avicennia pada kawasan berlumpur 

yang memiliki kandungan bahan organik tinggi. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa distribusi dan dominasi spesies mangrove sangat 

ditentukan oleh interaksi antara faktor fisik dan kimia lingkungan, seperti 

tingkat genangan, jenis substrat, salinitas, serta kandungan bahan organik 

tanah. 

 

 

2.6.2. Mangrove tengah 

 

Zona tengah mangrove terletak di belakang zona terbuka yang 

berhadapan langsung dengan laut dan umumnya memiliki kondisi 

lingkungan yang lebih terlindung dari pengaruh gelombang. Pada zona ini, 

vegetasi mangrove biasanya didominasi oleh spesies dari genus 

Rhizophora, yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap 

kondisi substrat berlumpur dan tingkat genangan yang relatif stabil. 

Keberadaan Rhizophora pada zona ini menjadikannya salah satu komponen 

utama dalam pembentukan struktur ekosistem mangrove. 

Meskipun demikian, komposisi vegetasi pada zona tengah dapat 

berbeda antar wilayah. Samingan (1980) melaporkan bahwa di kawasan 

Karang Agung, Sumatera Selatan, zona ini justru didominasi oleh Bruguiera 

cylindrica. Selain spesies tersebut, beberapa jenis mangrove lain yang 
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memiliki peranan penting dalam komunitas vegetasi di kawasan tersebut 

antara lain Bruguiera eriopetala, Bruguiera gymnorrhiza, Excoecaria 

agallocha, Rhizophora mucronata, Xylocarpus granatum, dan Xylocarpus 

moluccensis. Variasi komposisi vegetasi tersebut menunjukkan bahwa 

struktur dan dominasi spesies pada zona tengah mangrove sangat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat, seperti karakteristik 

substrat, tingkat salinitas, frekuensi genangan, dan proses suksesi vegetasi 

yang terjadi pada kawasan mangrove. 

 

 

2.6.3.  Mangrove Payau 

 

Zona mangrove yang berada di sepanjang aliran sungai dengan 

kondisi perairan payau hingga mendekati air tawar memiliki karakteristik 

vegetasi yang berbeda dibandingkan zona mangrove lainnya. Pada zona ini, 

komunitas vegetasi umumnya didominasi oleh Nypa fruticans atau spesies 

dari genus Sonneratia. Keberadaan kedua jenis vegetasi tersebut 

menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap kondisi salinitas 

yang lebih rendah serta pengaruh air tawar yang lebih kuat dibandingkan 

kawasan mangrove yang berada dekat dengan laut. 

Menurut Samingan (1980), di kawasan Karang Agung, Sumatera 

Selatan, Nypa fruticans tumbuh membentuk jalur-jalur sempit yang 

mengikuti sebagian besar aliran sungai. Pada kawasan tersebut, tegakan 

nipah sering ditemukan berasosiasi dengan beberapa jenis vegetasi lainnya, 

seperti Cerbera sp., Gluta renghas, Stenochlaena palustris, dan Xylocarpus 

granatum. Keberadaan berbagai spesies tersebut mencerminkan kondisi 

lingkungan transisi yang dipengaruhi oleh campuran air tawar dan air laut. 

Semakin mendekati wilayah pesisir, komunitas vegetasi yang 

terbentuk umumnya berupa campuran antara Sonneratia dan Nypa. 

Sementara itu, di beberapa kawasan estuari lain di Indonesia, seperti Pulau 

Kaget dan Pulau Kembang di muara Sungai Barito, Kalimantan Selatan, 

serta muara Sungai Singkil di Aceh, Sonneratia caseolaris dilaporkan 

menjadi spesies yang lebih dominan, terutama pada bagian estuari yang 
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memiliki salinitas rendah dan kondisi perairan yang hampir tawar (Giesen 

dan van Balen, 1991). Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi dan 

dominasi vegetasi mangrove sangat dipengaruhi oleh gradien salinitas serta 

karakteristik hidrologi pada masing-masing kawasan pesisir dan estuari. 

 

 

2.6.4. Mangrove Daratan 

 

Zona mangrove yang berada paling dekat dengan daratan umumnya 

terletak pada kawasan yang dipengaruhi oleh perairan payau hingga hampir 

tawar dan berada di belakang sabuk utama vegetasi mangrove. Pada zona 

ini sering ditemukan berbagai jenis tumbuhan seperti Ficus microcarpus 

(Ficus retusa), Intsia bijuga, Nypa fruticans, Lumnitzera racemosa, 

Pandanus sp., dan Xylocarpus moluccensis (Kantor Menteri Negara 

Lingkungan Hidup, 1993). Dibandingkan dengan zona-zona mangrove 

lainnya, kawasan ini umumnya memiliki tingkat keanekaragaman jenis 

yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang lebih 

beragam dan transisi menuju ekosistem daratan. 

Meskipun secara teoritis ekosistem mangrove memiliki pola zonasi 

yang jelas, kondisi di lapangan seringkali menunjukkan pola yang lebih 

kompleks. Berbagai zona vegetasi dapat saling tumpang tindih dan 

bercampur sehingga batas antarzona tidak selalu dapat dibedakan secara 

tegas. Selain itu, pola struktur vegetasi dan hubungan antar spesies yang 

ditemukan pada suatu lokasi belum tentu sama dengan yang dijumpai di 

lokasi lain karena dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan setempat. 

Secara umum, vegetasi mangrove memperlihatkan pola zonasi yang 

khas mulai dari daerah yang berhadapan langsung dengan laut hingga 

kawasan transisi menuju hutan rawa dan ekosistem daratan. Pola zonasi 

tersebut merupakan salah satu karakteristik penting yang mencerminkan 

kemampuan adaptasi mangrove terhadap variasi kondisi lingkungan. 

Perbedaan zonasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan, 

seperti jenis substrat (lumpur, pasir, atau gambut), tingkat keterbukaan 

terhadap gelombang laut, salinitas, serta intensitas pengaruh pasang surut. 
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Menurut Lear dan Turner (1977), faktor fisiografi atau bentuk 

permukaan lahan juga berperan penting dalam pembentukan zonasi 

mangrove. Kemiringan permukaan daratan, misalnya, dapat mempengaruhi 

luas dan lamanya genangan pasang surut yang terjadi pada suatu kawasan. 

Kondisi fisiografi tersebut selanjutnya mempengaruhi tingkat salinitas, pola 

aliran air, aerasi tanah, kisaran pasang surut, dan iklim mikro yang pada 

akhirnya menentukan distribusi vegetasi mangrove. 

Bengen (2001) menjelaskan bahwa pola zonasi mangrove pada 

dasarnya merupakan bentuk respon ekofisiologis tumbuhan terhadap 

gradien lingkungan yang ada. Bergantung pada kondisi habitatnya, zonasi 

mangrove dapat terbentuk secara sederhana, berupa satu jenis vegetasi 

dominan atau zonasi campuran, maupun secara kompleks dengan beberapa 

zona vegetasi yang berbeda. 

Selain mencerminkan variasi lingkungan, zonasi mangrove juga 

menggambarkan proses suksesi vegetasi yang berlangsung seiring 

perubahan kondisi tempat tumbuh. Proses tersebut bersifat dinamis karena 

dipengaruhi oleh sedimentasi maupun erosi yang terus terjadi di kawasan 

pesisir. Kemampuan adaptasi setiap spesies mangrove terhadap kondisi 

lingkungan tertentu akan menentukan komposisi vegetasi pada masing-

masing zona. Semakin jauh dari garis pantai, dominasi suatu spesies akan 

berangsur-angsur digantikan oleh spesies lain yang lebih sesuai dengan 

kondisi lingkungan setempat. Proses ini dapat terus berlangsung hingga 

mencapai kawasan peralihan yang berbatasan dengan ekosistem rawa air 

tawar maupun hutan daratan. 

Kawasan Samudra Hindia bagian utara dan Pasifik Barat Daya, yang 

membentang dari Laut Merah hingga Jepang dan Indonesia, dikenal sebagai 

wilayah dengan tingkat keanekaragaman mangrove tertinggi di dunia. 

Menurut Saenger et al. (1983), kawasan tersebut memiliki sekitar 38 jenis 

mangrove sejati dari total 60 spesies mangrove sejati yang tercatat secara 

global. Sebaliknya, wilayah Amerika Barat/Pasifik Timur, Amerika 

Timur/Karibia, dan Afrika Barat hanya memiliki sekitar tujuh spesies 

mangrove sejati, sedangkan Afrika Timur memiliki sembilan spesies. Data 
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tersebut menunjukkan bahwa kawasan Indo-Pasifik merupakan pusat utama 

keanekaragaman mangrove dunia. 

Indonesia menempati posisi yang sangat penting dalam distribusi 

global mangrove karena memiliki jumlah spesies mangrove yang sangat 

tinggi. Rusila Noor (1999) menyebutkan bahwa dari sekitar 50 spesies 

mangrove sejati yang dikenal di dunia, sedikitnya 40 spesies ditemukan di 

Indonesia. Kondisi ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara 

dengan tingkat keanekaragaman mangrove tertinggi di dunia. 

Keanekaragaman tersebut tidak hanya terbatas pada kelompok tumbuhan 

berbunga (Angiospermae), tetapi juga mencakup berbagai kelompok 

organisme lain yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove. 

Penelitian Tanaka dan Chihara (1988) mengenai makroalga di 

wilayah Indonesia bagian timur menunjukkan bahwa Indonesia juga 

merupakan salah satu pusat penyebaran makroalga dunia yang hidup 

berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Temuan tersebut semakin 

memperkuat pentingnya Indonesia sebagai pusat biodiversitas ekosistem 

pesisir tropis. 

Meskipun demikian, tingkat keanekaragaman mangrove di Indonesia 

tidak tersebar secara merata pada setiap pulau. Berdasarkan data yang 

dikemukakan oleh Rusila Noor (1999), dari sekitar 202 jenis tumbuhan yang 

berasosiasi dengan mangrove, sebanyak 166 jenis ditemukan di Pulau Jawa, 

157 jenis di Sumatera, 150 jenis di Kalimantan, 142 jenis di Papua, 135 jenis 

di Sulawesi, 133 jenis di Maluku, dan 120 jenis di Kepulauan Sunda Kecil. 

Data tersebut memberikan gambaran mengenai pola penyebaran 

keanekaragaman mangrove di berbagai wilayah Indonesia. 

Meskipun Pulau Jawa tercatat memiliki jumlah jenis tertinggi, kondisi 

tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan dominasi spesies mangrove sejati. 

Sebagian besar tambahan jenis yang ditemukan di Jawa merupakan 

tumbuhan asosiasi dan gulma dari berbagai famili, seperti Chenopodiaceae, 

Cyperaceae, dan Poaceae. Oleh karena itu, tingginya jumlah spesies di 

Pulau Jawa perlu dipahami sebagai gabungan antara mangrove sejati, 

tumbuhan asosiasi mangrove, dan jenis-jenis vegetasi lain yang tumbuh di 
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sekitar ekosistem mangrove. Secara keseluruhan, kekayaan biodiversitas 

mangrove Indonesia menunjukkan pentingnya upaya konservasi dan 

pengelolaan yang berkelanjutan untuk mempertahankan fungsi ekologis 

serta keanekaragaman hayati yang dimiliki ekosistem tersebut. 

Nugraha (2021) dalam penelitiannya mencatat 27 spesies burung dari 

21 famili dengan total individu sebanyak 741 ekor ditemukan di Hutan 

Mangrove Pulau Kelagian Besar. Nilai indeks keanekaragamannya yaitu 

2.26, termasuk sedang. Artinya, kondisi ekosistem hutan mangrove di pulau 

tersebut relatif stabil untuk mendukung kehidupan burung liar. Terdapat 8 

spesies burung yang dilindungi yaitu dara laut tengkuk-hitam (Sterna 

sumatrana), dara laut sayap-putih (Chlidonias leucopterus), dara laut tiram 

(Gelochelidon nilotica), elanglaut perut putih (Haliaeetus leucogaste), 

elang brontok (Spizaetus cirrhatus), kipasan belang (Rhipidura javanica), 

camar sabine (Xema sabini), dan cikalang besar (Fregata minor). 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, maka diusulkan saran agar 

adanya penelitian lanjutan mengenai hubungan biota laut dengan jenis 

burung serta perilaku keseharian burung saat di Hutan Mangrove Pulau 

Kelagian Besar. 

 

 

2.7. Manfaat dan Fungsi Mangrove 

 

Hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang memiliki karakteristik 

unik, kompleks, dan berperan penting dalam mendukung keseimbangan lingkungan 

di sekitarnya. Ekosistem ini memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi 

sehingga keberadaannya sangat penting bagi keberlanjutan wilayah pesisir. Dari 

aspek ekologis, mangrove berfungsi sebagai penyangga ekosistem pantai, terutama 

pada kawasan perairan payau. Keberadaan mangrove mampu menahan angin, 

meredam gelombang laut, mengurangi dampak abrasi, serta melindungi kawasan 

pesisir dari berbagai gangguan lingkungan. Selain itu, hutan mangrove menjadi 

habitat, tempat berlindung, tempat mencari makan, dan tempat pembesaran bagi 

berbagai jenis ikan, udang, kepiting, serta organisme perairan lainnya. 
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Secara ekologis, mangrove juga berperan dalam menjaga produktivitas 

perairan pesisir melalui proses dekomposisi serasah yang menghasilkan berbagai 

unsur hara penting, seperti nitrogen, fosfor, dan mineral lainnya. Unsur-unsur 

tersebut menjadi sumber energi dan nutrien yang mendukung rantai makanan di 

ekosistem pesisir dan laut. Selain vegetasi mangrove itu sendiri, berbagai 

organisme yang hidup berasosiasi dengannya, seperti lumut, rumput laut, dan 

mikroorganisme, turut berkontribusi dalam menjaga fungsi ekologis kawasan 

tersebut. 

Dari perspektif ekonomi, potensi mangrove berkaitan dengan kemampuannya 

menghasilkan berbagai produk dan jasa lingkungan yang memiliki nilai ekonomi. 

Salah satu hasil utama yang dapat dimanfaatkan adalah kayu mangrove yang 

digunakan sebagai bahan bakar, arang, dan bahan bangunan. Selain itu, kawasan 

mangrove yang memiliki keindahan alam dan kondisi lingkungan yang relatif alami 

berpotensi dikembangkan sebagai objek wisata berbasis alam atau ekowisata yang 

dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

Pemanfaatan langsung hutan mangrove mencakup berbagai kebutuhan 

masyarakat, seperti sumber energi (kayu bakar, arang, dan bahan baku alkohol), 

bahan bangunan (kayu konstruksi, tiang, pagar, dan balok), bahan untuk alat 

tangkap perikanan, bahan baku industri tekstil dan penyamakan kulit, sumber 

pangan, minuman, obat-obatan, bahan baku kertas, perlengkapan rumah tangga, 

serta pupuk untuk kegiatan pertanian. Di samping itu, mangrove juga menghasilkan 

berbagai produk lain yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir. 

Sementara itu, pemanfaatan tidak langsung mangrove berkaitan dengan 

fungsi ekologisnya sebagai penyedia habitat dan sumber daya alam yang 

mendukung keberlangsungan berbagai jenis fauna. Menurut Saenger et al. (1983) 

dalam Naamin (1991), manfaat tidak langsung tersebut mencakup dukungan 

terhadap sumber daya perikanan, seperti ikan, udang, dan moluska, serta berbagai 

satwa lain seperti lebah madu, burung, mamalia, reptil, amfibi, dan serangga 

(Pariyono, 2006). Dengan demikian, hutan mangrove tidak hanya berfungsi sebagai 

sumber pemanfaatan ekonomi secara langsung, tetapi juga sebagai penopang utama 

produktivitas dan keberlanjutan ekosistem pesisir secara keseluruhan. 
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 Keanekaragaman manfaat yang dimiliki ekosistem mangrove memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, terutama melalui 

sektor kehutanan, perikanan, industri, pariwisata, dan berbagai kegiatan ekonomi 

lainnya (Suwarsih, 2018). Pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan tidak hanya 

mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya 

pesisir. 

Salah satu bentuk pemanfaatan ekonomi mangrove adalah pengembangan 

ekowisata. Hartati (2021) melaporkan bahwa nilai ekonomi ekowisata mangrove di 

Desa Margasari mencapai Rp 129.000.000 per tahun atau sekitar Rp 1.038.647 per 

hektar per tahun. Nilai tersebut dihitung berdasarkan rata-rata biaya perjalanan 

pengunjung sebesar Rp 107.500 per orang per kunjungan dengan jumlah 

pengunjung sekitar 1.200 orang per tahun. Wisatawan yang berkunjung berasal dari 

berbagai daerah, seperti Serang, Bandar Lampung, Kotabumi Utara, serta beberapa 

desa di Kecamatan Labuhan Maringgai, termasuk Margasari, Sriminosari, Kuala 

Penet, dan Sukorahayu. Berbagai fasilitas dan atraksi yang tersedia, seperti 

jembatan mangrove, spot foto, saung, area duduk, serta wisata perahu yang 

menyusuri kawasan mangrove, menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Oleh 

karena itu, keterlibatan masyarakat lokal serta dukungan pemerintah sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan guna menjamin 

keberlanjutan serta meningkatkan nilai ekonomi ekowisata mangrove. 

Selain melalui sektor pariwisata, mangrove juga memberikan manfaat 

ekonomi yang besar melalui sektor perikanan. Febrian (2021) menyatakan bahwa 

total nilai manfaat langsung dan tidak langsung hutan mangrove di Desa 

Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur 

mencapai Rp8.202.128.060 per tahun. Nilai tersebut terdiri atas manfaat langsung 

sebesar Rp3.545.760.000 per tahun yang berasal dari pemanfaatan sumber daya 

perikanan seperti ikan, kepiting, udang, dan propagul mangrove, serta manfaat tidak 

langsung sebesar Rp4.656.362.060 per tahun yang berasal dari fungsi mangrove 

sebagai penyedia pakan alami bagi berbagai biota laut. 

Fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang dimiliki mangrove pada akhirnya 

menciptakan hubungan yang erat antara masyarakat dengan ekosistem tersebut, 
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khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Berbagai manfaat yang 

diberikan mangrove mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya 

tersebut sesuai dengan kebutuhan dan mata pencaharian mereka. Dari aspek 

ekonomi, salah satu manfaat terpenting mangrove adalah perannya sebagai habitat 

yang mendukung kehidupan berbagai jenis biota perairan. Ekosistem mangrove 

berfungsi sebagai tempat mencari makan (feeding ground), tempat pembesaran 

(nursery ground), tempat pemijahan (spawning ground), serta habitat bagi berbagai 

jenis ikan, udang, dan organisme perairan lainnya. Kondisi ini memberikan 

keuntungan bagi masyarakat nelayan karena keberadaan mangrove dapat 

meningkatkan produktivitas sumber daya perikanan, sehingga hasil tangkapan 

menjadi lebih melimpah dan berkelanjutan. Dengan demikian, kelestarian 

mangrove memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberlangsungan ekonomi 

masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan. 

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan mangrove memiliki 

tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap keberadaan ekosistem tersebut. 

Ketergantungan ini muncul karena mangrove menyediakan berbagai manfaat yang 

mendukung kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun 

lingkungan. Dalam konteks ini, masyarakat dapat berperan sebagai pihak yang 

menjaga dan melestarikan mangrove, tetapi juga berpotensi menjadi penyebab 

kerusakan apabila pemanfaatannya tidak dilakukan secara bijaksana. Oleh karena 

itu, keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan pengelolaan dan pelestarian ekosistem mangrove. 

Menurut Erwiantono (2016), keberlanjutan pengelolaan ekosistem 

mangrove sangat ditentukan oleh peran masyarakat setempat karena mereka 

merupakan kelompok yang paling dekat dan paling bergantung pada kondisi 

sumber daya alam yang tersedia. Selain itu, masyarakat lokal merupakan pihak 

yang secara langsung merasakan manfaat maupun dampak dari perubahan kondisi 

ekosistem mangrove. Dengan demikian, kualitas pengelolaan mangrove sangat 

dipengaruhi oleh tingkat partisipasi, kepedulian, dan tanggung jawab masyarakat 

dalam menjaga keberlangsungan fungsi ekosistem tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan mangrove, 
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dengan ekosistem mangrove bersifat sangat erat dan saling mempengaruhi. Hutan 

mangrove memberikan berbagai manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi yang 

mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Sebaliknya, keberlanjutan dan 

kelestarian mangrove sangat bergantung pada perilaku, partisipasi, serta tindakan 

masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Oleh karena 

itu, peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci 

utama dalam mewujudkan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. 

 

 

2.7.1. Mangrove Sebagai Penyerap dan Penyimpan Karbon  

 

Sebagaimana ekosistem hutan lainnya, hutan mangrove memiliki 

fungsi penting sebagai penyerap dan penyimpan karbon dioksida (CO₂) dari 

atmosfer. Peran ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya emisi 

gas rumah kaca yang disebabkan oleh deforestasi dan perubahan penggunaan 

lahan. Menurut Donato et al. (2012), deforestasi dan konversi lahan 

berkontribusi sekitar 8–20% terhadap total emisi karbon dioksida yang 

berasal dari aktivitas manusia di tingkat global, menjadikannya sumber emisi 

terbesar kedua setelah pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu strategi 

untuk mengurangi emisi tersebut adalah dengan meningkatkan fungsi hutan 

sebagai penyerap karbon melalui pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman 

yang berkelanjutan serta selaras dengan fungsi sosial dan ekonomi 

masyarakat. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ekosistem mangrove memiliki 

kemampuan yang sangat tinggi dalam menyerap dan menyimpan karbon. 

Imiliyana et al. (2012) melaporkan bahwa tegakan Rhizophora stylosa di 

kawasan mangrove Sampang, Madura, memiliki rata-rata cadangan karbon 

sebesar 196,855 ton per hektar dengan kapasitas penyerapan karbon mencapai 

721,582 ton CO₂ per hektar. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan hasil 

penelitian Bismark (2008) di kawasan mangrove Subelen, Siberut, Sumatera 

Barat, yang menunjukkan stok karbon sebesar 49,13 ton per hektar atau setara 

dengan 24,56 ton karbon per hektar serta kemampuan penyerapan sebesar 

90,16 ton CO₂ per hektar. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Heriyanto dan Subiandono (2011) di 

Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, juga menunjukkan bahwa 

tegakan Rhizophora mucronata memiliki cadangan karbon yang tinggi, yaitu 

mencapai 217,22 ton per hektar atau setara dengan 108,61 ton karbon per 

hektar dengan kapasitas penyerapan karbon sebesar 398,60 ton CO₂ per 

hektar. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mangrove 

memiliki kemampuan menyimpan karbon yang jauh lebih besar 

dibandingkan hutan alam sekunder yang hanya mampu menyimpan sekitar 

27,18 ton karbon per hektar dengan kapasitas penyerapan sebesar 102,31 ton 

CO₂ per hektar (Heriyanto dan Siregar, 2007). 

Besarnya kemampuan mangrove dalam menyerap karbon menunjukkan 

bahwa keberadaan ekosistem ini sangat penting dalam upaya mitigasi 

perubahan iklim dan pengurangan dampak pemanasan global. Selain 

berfungsi sebagai penyerap karbon (carbon sink), mangrove juga berperan 

sebagai penyimpan karbon (carbon storage) dalam jangka waktu yang 

panjang. Oleh karena itu, pelestarian dan pengelolaan mangrove secara 

berkelanjutan menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung 

pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca. 

Secara global, meskipun luas hutan mangrove hanya sekitar 0,4% dari 

total luas hutan dunia, ekosistem ini memiliki kontribusi yang sangat besar 

dalam penyimpanan karbon. Hutan mangrove diperkirakan mampu 

menyimpan lebih dari 4 hingga 112 gigaton karbon per tahun, menjadikannya 

salah satu ekosistem penyerap karbon paling efektif di dunia. Namun 

demikian, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya fungsi mangrove 

sebagai penyerap karbon masih relatif rendah sehingga diperlukan upaya 

peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai manfaat lingkungan yang 

dimiliki ekosistem ini. 

Selain vegetasinya, substrat lumpur mangrove juga memiliki 

kemampuan yang sangat besar dalam menyimpan karbon organik. Potensi 

penyimpanan karbon pada sedimen mangrove dapat dijadikan dasar dalam 

penilaian jasa lingkungan, khususnya jasa penyerapan dan penyimpanan 

karbon (carbon sequestration). Oleh karena itu, pengelolaan mangrove secara 



95 

 

berkelanjutan tidak hanya penting untuk menjaga fungsi ekologis dan 

melindungi kawasan pesisir dari abrasi, tetapi juga berkontribusi dalam upaya 

mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan emisi karbon dari atmosfer dan 

perairan. Kemampuan tersebut didukung oleh sistem perakaran udara 

(pneumatophore) dan karakteristik morfologi mangrove yang memungkinkan 

penyerapan serta penyimpanan karbon berlangsung secara efektif dalam 

biomassa maupun sedimen. 

 Hasil estimasi simpanan karbon pada tegakan di ekosistem mangrove 

yang dilakukan oleh Hardliyah (2019) di Desa Pasar Banggi sebesar 

9.620,451 ton/ha dan Desa Tireman sebesar 4.633,618 ton/ha. Hasil estimasi 

simpanan karbon pada substrat di ekosistem mangrove. Desa Pasar Banggi 

sebesar 920,982 ton/ha dan Desa Tireman sebesar 471,929 ton/ha. Semakin 

besar diameter pohon semakin tinggi simpanan karbon, sebaliknya semakin 

kecil diameter pohon semakin sedikit simpanan karbon. Selain itu semakin 

tinggi nilai kerapatan pohon maka semakin tinggi simpanan karbon, 

sebaliknya semakin kecil nilai kerapatan pohon maka semakin kecil juga 

simpanan karbon yang ada. Kemudian simarmata dan Vatiady (2019) 

melakukan Pengukuran biomassa dan karbon dengan hasil bahwa biomassa 

dan karbon memiliki korelasi yang cukup tinggi antara biomassa di citra 

dengan biomassa aktual lapangan. Hasil output terlihat bahwa nilai koefisien 

determinansi sebesar 0.7969 yang berarti sebesar 79.69% perubahan atau 

variasi nilai biomassa dapat dijelaskan oleh nilai indeks sedangkan 20,31% 

oleh variabel lainnya. Kelas kepadatan sedang mempunyai nilai karbon antara 

71.64 – 91.48 ton/ha, kelas kepadatan sedang mempunyai nilai karbon antara 

91.48 – 111.31 ton/ha serta kelas kepadatan tinggi mempunyai nilai karbon 

antara 111.31 – 131.15 ton/ha.Nilai RMSE berkisar antara 11.61 sampai 

13.07. 

 

 

2.7.2. Mangrove Sebagai Ekowisata 

 

Fandeli (2000), mengacu pada definisi ekowisata yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Organisasi The Ecotourism Society (1990), yakni: 
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“Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang 

dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan 

kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Bentuk pariwisata ini telah 

menjadi salah satu kegiatan ekonomi global yang terbesar”. 

 

Suatu cara untuk membayar konservasi alam dan meningkatkan nilai 

lahan-lahan dalam kondisi alami. 

“Ekowisata sesungguhnya adalah suatu perpaduan dari berbagai minat yang 

tumbuh dari keprihatinan lingkungan, ekonomi dan social” (Lindberg 1995). 

 

Menurut Dahuri (1996), “alternatif pemanfaatan ekosistem mangrove 

yang paling memungkinkan tanpa merusak ekosistem ini meliputi: penelitian 

ilmiah (scientific research), pendidikan (education), dan rekreasi 

terbatas/ekoturisme (limited recreation/ecotourism)”. Potensi rekreasi dalam 

ekosistem mangrove antara lain (Bahar, 2004): 

1. Bentuk perakaran yang khas yang umum ditemukan pada beberapa 

jenis vegetasi mangrove seperti akar tunjang (Rhizophora spp.), akar 

lutut (Bruguiera spp.), akar pasak (Sonneratia spp., Avicenia spp.), 

akar papan (Heritiera spp.) 

2. Buah yang bersifat viviparious (buah berkecambah semasa masih 

menempel pada pohon) yang terlihat oleh beberapa jenis vegetasi 

mangrove seperti Rhizophora spp. Dan Ceriops spp. 

3. Adanya zonasi yang sering berbeda mulai dari pinggir pantai sampai 

pedalaman (transisi zonasi). 

4. Berbagai jenis fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove 

seperti beraneka ragam jenis burung, serangga dan primata yang 

hidup di tajuk pohon serta beragam jenis fauna yang hidup di dasar 

mangrove seperti biawak, buaya, babi hutan, udang, ikan, 

kerangkerangan, keong, ular, kepiting dan sebagainya 

5. Atraksi adat istiadat masyarakat setempat yang berkaitan dengan 

sumberdaya mangrove 

6. Hutan-hutan mangrove yang dikelola secara rasional untuk 

pertambakan tumpang sari dan pembuatan garam, bisa menarik 

wisatawan. 



97 

 

Oktami, dkk (2018) menyimpulkan bahwa Masyarakat sangat setuju 

bahwa ekowisata harus memenuhi indikator keterlibatan masyarakat, ekologi, 

konservasi, budaya, edukasi, dan kepuasan pengunjung. Masyarakat menilai 

bahwa Tahura Djuanda memiliki objek ekowisata yang indah (skor rata-rata 

tertinggi=4,61). Masyarakat menilai baik terhadap ekowisata dan objek 

ekowisata ini karena masyarakat memiliki rasa kepedulian dan rasa memiliki 

Tahura Djuanda sebagai kawasan yang dapat memberikan keuntungan, baik 

dalam aspek ekologi, sosial, maupun ekonomi. 

“Hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh 

beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang 

mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin” (Nybakken, 

1992). Salah satu bentuk jasa lingkungan yang memiliki prospek besar untuk 

dikembangkan pada ekosistem mangrove tanpa menimbulkan kerusakan 

lingkungan adalah ekowisata. Pengembangan ekowisata mangrove dapat 

menjadi alternatif pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan karena 

mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung upaya 

konservasi. Namun demikian, keberhasilan kegiatan ekowisata sangat 

bergantung pada pengelolaan yang baik, termasuk penyediaan sarana dan 

prasarana yang memadai serta penataan kawasan yang memperhatikan 

prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. 

Ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman fauna yang tinggi 

sehingga menjadi habitat penting bagi berbagai jenis satwa untuk mencari 

makan, berlindung, berkembang biak, dan menjalankan aktivitas hidup 

lainnya. Secara umum, fauna yang hidup di kawasan mangrove dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu fauna terestrial dan fauna 

akuatik. 

Kelompok fauna terestrial merupakan satwa yang umumnya 

memanfaatkan bagian atas vegetasi mangrove sebagai habitat, seperti 

berbagai jenis burung, reptil, primata, dan serangga. Satwa-satwa ini 

umumnya tidak memiliki adaptasi khusus terhadap lingkungan mangrove 

karena sebagian besar aktivitas hidupnya berlangsung di luar pengaruh 
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langsung air laut. Mereka memanfaatkan kawasan mangrove terutama 

sebagai tempat berlindung, bersarang, atau mencari makanan ketika kondisi 

lingkungan memungkinkan, misalnya saat air laut surut. 

Sementara itu, kelompok fauna akuatik terdiri atas organisme yang 

hidup di lingkungan perairan mangrove. Kelompok ini dapat dibedakan 

menjadi dua kategori, yaitu organisme yang hidup di kolom air, seperti 

berbagai jenis ikan dan udang, serta organisme yang hidup pada substrat keras 

maupun lunak. Organisme yang menempati substrat keras, seperti akar dan 

batang mangrove, maupun substrat lunak berupa lumpur, antara lain kepiting, 

kerang, dan berbagai jenis invertebrata lainnya. Keberadaan fauna-fauna 

tersebut menunjukkan pentingnya ekosistem mangrove sebagai habitat yang 

mendukung produktivitas dan keanekaragaman hayati kawasan pesisir. 

Potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki mangrove dapat menjadi 

daya tarik utama dalam pengembangan kegiatan ekowisata. Berbagai 

aktivitas wisata berbasis alam dapat dikembangkan di kawasan mangrove, 

seperti pembangunan jalur interpretasi berupa jembatan atau boardwalk yang 

melintasi vegetasi mangrove sehingga memungkinkan pengunjung 

menikmati keindahan alam dan mengamati flora serta fauna secara langsung. 

Selain itu, fasilitas pendukung seperti restoran yang menyajikan hasil 

perikanan lokal, area rekreasi memancing, wisata susur mangrove dengan 

perahu, serta sarana edukasi lingkungan dapat menjadi atraksi tambahan yang 

meningkatkan daya tarik kawasan wisata. Pengembangan kegiatan tersebut 

diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat 

sekaligus mendorong upaya konservasi dan pengelolaan mangrove secara 

berkelanjutan. 

Ekowisata dapat dijadikan alternatif sebagai upaya konservasi 

sumberdaya alam, melalui interaksi positif antara pariwisata, sumberdaya 

mangrove dan masyarakat lokal. Kawasan mangrove di Indonesia memiliki 

potensi untuk dikembangkan menjadi ekowisata. Potensi ekowisata 

mangrove di Indonesia terdiri dari keragaman dan keaslian vegetasi 

mangrove, flora dan fauna penghuni ekosistem mangrove, dan seni serta 

budaya masyarakat lokal. Beberapa wilayah di Indonesia sudah menerapkan 
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pengelolaan hutan mangrove melalui program ekowisata, namun beberapa 

diantaranya masih belum maksimal. Diperlukan integrasi antara masyarakat 

lokal dan fasilitasi pengelolaan dari pemangku kepentingan untuk 

mengembangkan ekowisata yang berkelanjutan, sehingga memberikan 

manfaat ekologi, ekonomi dan sosial budaya (Wahyuningsih, 2021). 

Pengembangan ekowisata mangrove sangat dipengaruhi oleh kondisi 

dan karakteristik lingkungan yang dimiliki suatu kawasan. Beberapa 

parameter lingkungan yang dapat digunakan untuk menilai potensi 

pengembangan ekowisata mangrove meliputi tingkat kerapatan vegetasi 

mangrove, ketebalan atau lebar sabuk mangrove, keanekaragaman dan 

jumlah spesies mangrove, tingkat keunikan atau kekhasan ekosistem, kondisi 

pasang surut perairan, serta keberadaan berbagai jenis biota yang hidup di 

dalam ekosistem mangrove. 

Parameter-parameter tersebut menjadi indikator penting dalam 

menentukan daya tarik wisata, kualitas lingkungan, serta keberlanjutan 

pengelolaan kawasan ekowisata. Semakin tinggi tingkat keanekaragaman 

vegetasi dan biota yang dimiliki suatu kawasan mangrove, serta semakin baik 

kondisi ekosistemnya, maka semakin besar pula potensi kawasan tersebut 

untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang mampu memberikan 

manfaat ekologis, edukatif, dan ekonomi bagi masyarakat maupun 

pengunjung. 

 

 

2.7.3. Mangrove Sebagai Habitat Penting Bagi Organisme Laut 

 

Ekosistem hutan mangrove merupakan habitat penting bagi organisme 

laut. Umumnya didominasi oleh moluska dan krustasea. Moluska ini terdiri 

terutama dari Gastropoda dan selanjutnya didominasi oleh dua keluarga, yaitu 

Potamidae dan Ellobiidae. Sedangkan untuk krustasea, terutama terdiri dari 

Brachyura. Beberapa hewan yang hidup di hutan mangrove juga dikenal 

sebagai bahan habis pakai dan secara ekonomi penting seperti Terebralia 

palustris, Telescopium (Gastropoda), Anadara kuno, Coaxans polymesoda, 

Ostrea cucullata (Bivalvia), dan Scylla serrate, S. olivacea, Portunus 
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pelagicus, Epixanthus dentatus, Labnanium politum (Crustacea), oleh sebab 

itu hutan mangrove harus dijaga kelestariannya (Karimah, 2017). 

 

 

2.7.4. Mangrove Sebagai Mitigasi Bencana 

 

Ekosistem mangrove dapat bertahan pada kondisi habitatnya terutama 

pasang surut air laut dan gelombang karena memiliki struktur akar yang kuat. 

Fungsi inilah yang berperan besar dalam menjaga kondisi pesisir dari 

berbagai ketidakstabilan alam. Secara fisiologis mangrove memiliki 

kemampuan dalam bertahan hidup pada wilayah tanah berlumpur dan 

wilayah perairan, kemampuan adaptasi ini memungkinkan mangrove dapat 

bertahan pada cuaca buruk dan beragam bencana di wilayah perairan. Hutan 

mangrove dengan kondisi perakarannya, tingginya tajuk, dan kerapatan 

batang per hektar dapat dipergunakan sebagai penyangga wilayah pesisir 

untuk mengurangi kekuatan dan kemampuan merusak tsunami, sehingga 

dampak kerusakannya dapat dikurangi (Karminarsih, 2007). Faktor yang 

menentukan mangrove dapat mereduksi tsunami meliputi: lebar hutan, 

kemiringan hutan, kerapatan pohon, diameter pohon, proporsi biomassa di 

atas permukaan tanah yang terdapat di akar, tinggi pohon, tekstur tanah, 

lokasi hutan, tipe vegetasi dataran rendah yang berdekatan dengan vegetasi 

mangrove, keberadaan habitat tepi pantai (padang rumput padang lamun, 

terumbu karang, bukit), ukuran dan kecepatan tsunami, jarak dari kejadian 

tektonik, dan sudut datang tsunami yang relatif terhadap garis pantai (Santoso 

et al., 2017). 

 

 

2.8.Kebaruan dan Penelitian Yang Relevan 

 

Penelitian tentang kelembagaan pengelolaan mangrove sudah cukup banyak 

dilakukan di wilayah lain. Begitu juga penelitian tentang mangrove Kota Karang 

juga sudah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian yang bertujuan untuk 

merumuskan Strategi Pengelolaan Mangrove Kota Karang Di Wilayah Pesisir Kota 

Bandar Lampung belum pernah dilakukan.  
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Penelitian tentang pengelolaan hutan mangrove dan mangrove kota karang 

antara lain : 

1. Dampak Tata Kelola Lingkungan Desa terhadap Pengembangan Mangrove 

Berbasis Komunitas di Kota Karang, Bandar Lampung oleh Pitojo Budiono, 

Christine Wulandari, Adella Putri Apriliani, Fadela Yunika Sari (2024). 

Studi ini berfokus pada peran signifikan kolaborasi kelembagaan yang efektif 

dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang baik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi kelembagaan dan tata kelola 

lingkungan merupakan faktor kunci penting dalam mencapai pembangunan 

berkelanjutan dan tata kelola yang baik, sementara akses pasar dan program 

tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. 

Kolaborasi kelembagaan secara langsung berkontribusi pada pembangunan 

berkelanjutan dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini 

menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan yang kuat dan efektif diperlukan 

untuk pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di desa. 

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai 

keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan 

di desa, diperlukan tata kelola lingkungan yang kuat dan kolaborasi 

kelembagaan yang efektif. 

2. Kelembagaan Pengelolaan Mangrove Berbasis Masyarakat Di Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Model Wilayah Iii Provinsi Aceh, Indonesia oleh OK 

Hasnanda Syahputra, Bramasto Nugroho, Hariadi Kartodihardjo dan  Nyoto 

Santoso (2021). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-

faktor kelembagaan yang memiliki peran paling dominan dalam 

mengarahkan dan mempengaruhi masyarakat dalam pengelolaan sumber 

daya hutan mangrove, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan 

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Analisis dilakukan untuk memahami 

bagaimana aspek kelembagaan dapat mendukung partisipasi masyarakat serta 

meningkatkan efektivitas pengelolaan mangrove secara berkelanjutan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan masyarakat Desa Pusong Kapal 

(DPK) merupakan bentuk kelembagaan yang relatif lebih fleksibel dan 
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berpotensi menjadi alternatif model pengelolaan mangrove berbasis 

masyarakat. Fleksibilitas tersebut tercermin dari kemampuannya dalam 

menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan kondisi sosial dan 

lingkungan yang terjadi secara dinamis. Selain itu, keberhasilan kelembagaan 

ini didukung oleh adanya kolaborasi yang baik antara masyarakat dan 

pemerintah dalam pengelolaan mangrove, serta adanya pengakuan terhadap 

hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan 

mangrove. Kondisi tersebut menjadikan kelembagaan DPK lebih adaptif dan 

efektif dalam mendukung pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.  

3. Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hutan Mangrove  

(Studi Kasus di Pantai Litianak Desa Holulai, Kec Loaholu, Kab Rote Ndao) 

oleh Yemima Ingamita, Alfred Omri Ena Mau, Syahrin Badrin Kamahi 

(2025). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan lokal dalam 

pengelolaan sumber daya alam hutan mangrove dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif melalui metode penelitian lapangan (field research). 

Kajian dilakukan dengan menelaah pengelolaan mangrove berdasarkan 

empat dimensi kelembagaan, yaitu konteks (context), struktur (structure), 

perilaku (behavior), dan kinerja (performance). Keempat aspek tersebut 

digunakan untuk memahami bagaimana kelembagaan lokal berfungsi dalam 

mengatur, mengelola, dan menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan mangrove di Pantai 

Litianak dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok adat Welaleo, dan masyarakat 

setempat. Sinergi antar aktor tersebut membentuk struktur kelembagaan yang 

mampu mendukung pengelolaan sumber daya secara efektif. Keberadaan 

kelembagaan lokal tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya pelestarian mangrove, tetapi juga berkontribusi dalam 

mengurangi praktik penebangan liar melalui penerapan aturan adat, seperti 

Papadak, yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian 

pemanfaatan sumber daya mangrove secara berkelanjutan. 
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4. Regulatory Impact Analysis on Mangrove Forest in the Coastal Area of the 

Bandar Lampung oleh N Tresiana, N Duadji, IG Febryano, MK Maharani, 

A Rahmat (2021). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kualitas kebijakan hutan mangrove 

di Kota Karang dengan Metode penelitian menggunakan desain studi kasus 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap analisis masalah; Hutan 

bakau belum menjadi isu utama, lokasi kewenangan terbatas, bertentangan 

dengan kebijakan nasional, terdapat hambatan dalam implementasi dan 

proses pelaksana. Hanya 3 kebijakan yang digunakan sebagai dasar 

pengembangan kebijakan, integrasi, dan kolaborasi 3 pemangku kepentingan 

utama dalam pengembangan kebijakan. 

5. Persepsi Masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung Terhadap Hutan 

Mangrove  Oleh Chantika Osfindra Permata, Dian Iswandaru, Rudi Hilmanto, 

Indra Gumay Febryano (2021). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap 

keberadaan dan fungsi hutan mangrove di Kelurahan Kota Karang, Kota 

Bandar Lampung. Kajian ini dilakukan untuk memahami bagaimana 

masyarakat memandang ekosistem mangrove serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan persepsi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sebanyak 50% responden memiliki persepsi terhadap hutan mangrove 

yang berada pada kategori sedang atau netral. Temuan ini mengindikasikan 

bahwa sebagian besar masyarakat masih menunjukkan keraguan dalam 

menentukan sikap terhadap keberadaan dan pengelolaan hutan mangrove. 

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya 

tingkat pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan manfaat mangrove, 

tingkat pendidikan yang relatif terbatas, rendahnya kesadaran lingkungan, 

keterbatasan waktu masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan 

lingkungan, serta kurangnya akses terhadap informasi terkait mangrove. 

Selain itu, belum optimalnya peran pemerintah dalam melaksanakan kegiatan 

edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat turut menjadi faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya persepsi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan 

program penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan lingkungan menjadi langkah 
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penting untuk meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat 

terhadap pelestarian ekosistem mangrove. 

6. Potensi Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa 

Pantai Bahagia Bekasi  oleh Elfis Metkono, Messalina L. Salampessy dan Ina 

Lidiawati (2022). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dukungan kelembagaan 

lokal dalam pengelolaan hutan mangrove. Analisis dilakukan dengan 

meninjau aspek kelembagaan yang meliputi situasi (context), struktur 

(structure), perilaku (behavior), dan kinerja (performance) guna memahami 

peran serta kapasitas kelembagaan dalam mendukung keberlanjutan 

pengelolaan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek 

situasi (context), sebagian kawasan hutan mangrove telah mengalami 

degradasi atau kerusakan, sementara aktivitas ekonomi masyarakat masih 

didominasi oleh kegiatan budidaya tambak yang memanfaatkan kawasan 

pesisir. Pada aspek struktur (structure), kewenangan pengelolaan hutan 

mangrove berada di bawah pemerintah desa dan Perum Perhutani, sedangkan 

kelompok masyarakat berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan pengelolaan 

dan pemanfaatan sumber daya mangrove. Dari aspek perilaku (behavior), 

masyarakat memiliki akses untuk memanfaatkan berbagai potensi yang 

terdapat dalam ekosistem mangrove, baik untuk kebutuhan pangan maupun 

bahan bangunan. Pemanfaatan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mangrove, meskipun masih 

dalam skala terbatas. Sementara itu, pada aspek kinerja (performance), 

pemanfaatan mangrove oleh masyarakat masih berfokus pada pengolahan 

hasil mangrove, khususnya buah mangrove yang dimanfaatkan sebagai bahan 

pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi mangrove belum 

dimanfaatkan secara optimal dan masih terdapat peluang untuk 

mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan yang lebih beragam dan 

berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus 

mendukung pelestarian ekosistem mangrove. 
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7. Analisis Vegetasi Mangrove di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 

oleh Syamsuddin, Basuki Rachmad, Hendra Irawan, Abdul Rahman, Indah 

Alsita, Aditya Bramana (2025). 

tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi vegetasi mangrove yang terdapat di 

pesisir Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Hasil identifikasi mangrove 

pada semua stasiun ditemukan 10 jenis mangrove, di antaranya Avicennia alba, 

Avicennia marina, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Rhizophora 

stylosa, Bruguiera gymnorrhiza, Nypa fructicans, Sonneratia ovata, Bruguiera 

parviflora, dan Avicennia germinans. Spesies yang paling banyak ditemukan 

pada seluruh stasiun adalah jenis Avicennia alba. Jenis mangrove Avicennia alba 

ditemukan di semua stasiun pengamatan dan memiliki nilai INP tertinggi dalam 

semua kategori: pohon (248%), pancang (166%), dan semai (200%). Tingginya 

INP menunjukkan bahwa kondisi vegetasi mangrove di lokasi penelitian masih 

baik dan belum banyak mengalami perubahan. Parameter lingkungan di setiap 

stasiun juga menunjukkan nilai yang mendukung pertumbuhan mangrove. 

8. Strategi Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Di Pantai Hamadi Kota 

Jayapura  oleh Min Adii, Basa T.Rumahorbo, dan Janviter Manalu (2023). 

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi pengelolaan kawasan ekowisata 

mangrove di Pantai Hamadi Kota Jayapura dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan analisis deskriptif dan analisis SWOT. Sejalan dengan konsep 

pengembangan ekowisata berbasis masyarakat maka strategi pengembangan 

yang disusun difokuskan pada penguatan potensi daerah dan kapasitas 

masyarakat setempat serta mengurangi atau meminimalisir kekurangan yang ada 

di daerah tersebut. Strategi dalam pengelolaan kawasan ekowisata mangrove di 

Pantai Hamadi Kota Jayapura adalah pengembangan ekowisata berbasis 

masyarakat dengan dukungan pemerintah melalui instansi terkait, menyediakan 

sarana dan prasarana pendukung yang memadai, meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam berbagai kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan hutan 

mangrove dan pariwisata, serta sosialisasi kegiatan ekowisata bagi masyarakat. 

9. Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis oleh Wan Hermanto, Sujianto, Hasim As’ari (2023) 

Hasil dokumentasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa kawasan 

hutan mangrove di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, menghadapi 
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ancaman lingkungan yang cukup serius. Ancaman tersebut terutama berupa 

kerusakan ekosistem mangrove yang disebabkan oleh faktor alam, seperti 

abrasi pantai, serta belum optimalnya kebijakan dan upaya pengelolaan 

mangrove yang diterapkan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran 

terhadap keberlanjutan fungsi ekologis dan sosial ekonomi ekosistem 

mangrove di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

dan mengeksplorasi strategi pengelolaan hutan mangrove yang diterapkan di 

Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, serta mengidentifikasi berbagai 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi tersebut. Penelitian 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data primer yang 

diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak yang terkait 

dengan pengelolaan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keberhasilan pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove tidak terlepas dari 

keterlibatan aktif masyarakat setempat, khususnya melalui peran kelompok 

LSM IPMPL (Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan) Kecamatan 

Bantan. Kelompok ini berkontribusi dalam berbagai kegiatan pengelolaan 

dan pemeliharaan mangrove di wilayahnya. Bentuk partisipasi yang diberikan 

masyarakat meliputi kontribusi tenaga, dukungan material atau harta benda, 

bantuan dana, penyampaian gagasan dan pemikiran, serta keterampilan yang 

dimiliki untuk mendukung kegiatan konservasi dan rehabilitasi mangrove. 

Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu 

faktor penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan mangrove serta 

menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir secara jangka panjang. 

10. Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove 

Center Kariangau Graha Indah Balikpapan oleh Suriansyah, Makmun, Juwari 

(2023). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat mengenai 

pentingnya pengelolaan hutan mangrove, mengidentifikasi tingkat partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan pengelolaan, serta mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Hutan Mangrove 

Center Kariangau Graha Indah, Balikpapan. Fokus penelitian diarahkan pada 

pemahaman sikap dan peran masyarakat sebagai salah satu pemangku 
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kepentingan utama dalam upaya pelestarian dan pengelolaan ekosistem 

mangrove. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai persepsi 

masyarakat, bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan, serta berbagai faktor 

sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi tingkat keterlibatan 

masyarakat dalam pengelolaan kawasan mangrove. Melalui pendekatan 

tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang 

komprehensif mengenai hubungan antara persepsi, partisipasi, dan 

keberhasilan pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Hasil 

penelitian menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap lokasi Hutan 

Mangrove adalah 74,32%. pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan 

hutan mangrove 72.97%. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan 

hutan mangrove 59,46 %. Jenis keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan 

hutan mangrove 56.76%. Mangrove Center Kariangau Graha Indah 

Balikpapan menginginkan agar dalam pengelolaan yaitu masyarakat yang 

terlibat langsung dalam memanfaatkan sumberdaya hutan mangrove, aparat 

pemerintah, pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat. untuk pengelolaan 

lingkungan oleh masyarakat Partisipasi tingkat keterlibatan dan jenis 

keterlibatan yang diinginkan oleh masyarakat pesisir di Mangrove Center 

Kariangau di Graha Indah adalah keterlibatan langsung mereka dalam 

pengelolaan hutan mangrove mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pemeliharaan dan pengawasan / pelestarian. 

 

Posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya dirangkum pada Tabel  4. 

Tabel 2.5 Posisi Penelitian terhadap Hasil Penelitian Sebelumnya. 

No Peneliti Tujuan Metode Hasil 

1 Pitojo 

Budiono, 

Christine 

Wulandari, 

Adella Putri 

Apriliani, 

Fadela 

Yunika Sari 

(2024. 

Peran 

signifikan 

kolaborasi 

kelembagaan 

yang efektif 

dalam 

mencapai 

pembangunan 

kuantitatif 

Dengan 

mengguna

kan 

Pemodela

n 

Persamaa

n 

Struktural 

penelitian ini menunjukkan 

bahwa untuk mencapai 

keberhasilan dalam 

pengelolaan lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan 

di desa, diperlukan tata 

kelola lingkungan yang kuat 

dan kolaborasi kelembagaan 

yang efektif. 
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No Peneliti Tujuan Metode Hasil 

 

 
berkelanjutan 

dan tata kelola 

yang baik 

(SEM) 

dengan  

2 OK Hasnanda 

Syahputra, 

Bramasto 

Nugroho, 

Hariadi 

Kartodihardjo 

dan  Nyoto 

Santoso 

(2021). 

 

untuk 

menganalisis 

faktor-faktor 

mana dari 

kelembagaan 

yang paling 

berperan 

memandu 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan  

sumber daya 

hutan mangrove 

kaitannya 

dengan kesatuan 

pengelolaan 

hutan (KPH). 

pendekata

n studi 

kualitatif 

melalui 

metode 

tabulasi 

dan 

deskriptif. 

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa kelembagaan 

masyarakat Desa Pusong 

Kapal (DPK) memiliki 

tingkat fleksibilitas yang 

tinggi sehingga berpotensi 

menjadi model alternatif 

dalam pengelolaan mangrove 

berbasis masyarakat. 

Kelembagaan ini dinilai 

mampu menyesuaikan diri 

dengan berbagai perubahan 

kondisi sosial maupun 

lingkungan yang terjadi 

secara dinamis. Selain itu, 

efektivitas kelembagaan 

DPK didukung oleh adanya 

kerjasama yang baik antara 

masyarakat dan pemerintah 

dalam proses pengelolaan 

mangrove, serta adanya 

pengakuan terhadap hak-hak 

masyarakat dalam 

pemanfaatan sumber daya 

hutan mangrove. Kondisi 

tersebut menjadikan 

kelembagaan DPK lebih 

adaptif, partisipatif, dan 

berkelanjutan dalam 

mendukung upaya 

pelestarian serta pemanfaatan 

mangrove secara optimal. 

3 Yemima 

Ingamita, 

Alfred Omri 

Ena Mau, 

Syahrin 

Badrin 

Kamahi 

(2025). 

 

untuk 

menganalisis 

peran 

kelembagaan 

lokal dalam 

pengelolaan 

sumber daya 

alam hutan 

mangrove 

melalui 

pendekatan 

kualitatif dengan 

metode 

penelitian 

Kualitatif Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengelolaan hutan mangrove 

di Pantai Litianak 

dilaksanakan melalui 

kerjasama yang melibatkan 

berbagai pemangku 

kepentingan, yaitu 

pemerintah desa, Badan 

Usaha Milik Desa 

(BUMDes), kelompok adat 

Welaleo, dan masyarakat 

setempat. Sinergi antar aktor 

tersebut membentuk sistem 

kelembagaan yang berperan 

Tabel 2.5 (lanjutan) 
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No Peneliti Tujuan Metode Hasil 

lapangan (field 

research). 

penting dalam mendukung 

upaya pelestarian dan 

pengelolaan mangrove secara 

berkelanjutan. Keberadaan 

struktur kelembagaan yang 

kolaboratif ini terbukti 

mampu meningkatkan 

kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya menjaga 

kelestarian mangrove, 

sekaligus mengurangi praktik 

penebangan liar melalui 

penerapan aturan dan 

kebijakan adat, seperti 

Papadak, yang berfungsi 

sebagai mekanisme 

pengawasan dan 

pengendalian pemanfaatan 

sumber daya mangrove. 

4 N Tresiana, N 

Duadji, IG 

Febryano, 

MK 

Maharani, A 

Rahmat 

(2021). 

 

untuk menilai 

kualitas 

kebijakan hutan 

mangrove di 

Kota Karang 

kualitatif Hutan bakau belum menjadi 

isu utama, lokasi 

kewenangan terbatas, 

bertentangan dengan 

kebijakan nasional, terdapat 

hambatan dalam 

implementasi dan proses 

pelaksana. Hanya 3 

kebijakan yang digunakan 

sebagai dasar pengembangan 

kebijakan, integrasi, dan 

kolaborasi 3 pemangku 

kepentingan utama dalam 

pengembangan kebijakan. 

5 Chantika 

Osfindra 

Permata, Dian 

Iswandaru, 

Rudi 

Hilmanto, 

Indra Gumay 

Febryano 

(2021). 

menjelaskan 

persepsi 

masyarakat 

terhadap hutan 

mangrove di 

Kelurahan Kota 

Karang, Kota 

Bandar 

Lampung.  

Deskriptif 

kuantitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 50% 

masyarakat memiliki 

persepsi terhadap hutan 

mangrove dalam kategori 

sedang atau netral. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

masyarakat masih ragu 

dalam menentukan sikap 

terhadap keberadaan dan 

pengelolaan mangrove. 

Persepsi tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu 

rendahnya pengetahuan dan 

tingkat pendidikan 

masyarakat, kurangnya 

kesadaran lingkungan, 

Tabel 2.5 (lanjutan) 
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No Peneliti Tujuan Metode Hasil 

keterbatasan waktu untuk 

terlibat dalam kegiatan 

pengelolaan mangrove, serta 

minimnya informasi yang 

diterima masyarakat. Kondisi 

ini juga dipengaruhi oleh 

belum optimalnya peran 

pemerintah dalam 

memberikan edukasi dan 

penyuluhan mengenai 

pentingnya pelestarian hutan 

mangrove. 

6 Elfis 

Metkono, 

Messalina L. 

Salampessy 

dan Ina 

Lidiawati 

(2022). 

 

menganalisis 

potensi 

dukungan 

kelembagaan 

lokal dalam 

pengelolaan 

hutan mangrove. 

deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sebagian hutan mangrove 

telah mengalami kerusakan, 

sementara aktivitas 

masyarakat masih lebih 

banyak berfokus pada usaha 

tambak. Pengelolaan 

mangrove berada di bawah 

kewenangan pemerintah desa 

dan Perum Perhutani, dengan 

kelompok masyarakat 

berperan sebagai mitra 

pengelola. Masyarakat juga 

memiliki akses untuk 

memanfaatkan sumber daya 

mangrove, baik untuk 

kebutuhan pangan maupun 

bahan bangunan. Namun, 

pemanfaatan mangrove 

masih terbatas, terutama pada 

pengolahan buah mangrove 

sebagai bahan pangan. 

7 Astrhia 

Pawitra 

Salsabila, 

Mira Maulita, 

Awaludin 

Syamsuddin, 

Basuki 

Rachmad, 

Hendra 

Irawan, 

Abdul 

Rahman, 

Indah Alsita, 

Aditya 

mengevaluasi 

vegetasi 

mangrove yang 

terdapat di 

pesisir Kota 

Bandar 

Lampung, 

Provinsi 

Lampung. 

metode 

survei 

line 

transek 

Hasil identifikasi mangrove 

pada semua stasiun 

ditemukan 10 jenis 

mangrove. Spesies yang 

paling banyak ditemukan 

pada seluruh stasiun adalah 

jenis Avicennia alba. Jenis 

mangrove Avicennia alba 

memiliki nilai INP tertinggi 

dalam semua kategori: pohon 

(248%), pancang (166%), 

dan semai (200%). 

Tabel 2.5 (lanjutan) 
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No Peneliti Tujuan Metode Hasil 

Bramana 

(2025). 

8 Min Adii, 

Basa 

T.Rumahorbo

, dan Janviter 

Manalu 

(2023). 

menyusun 

strategi 

pengelolaan 

kawasan 

ekowisata 

mangrove di 

Pantai Hamadi 

Kota Jayapura 

kualitatif 

dengan 

analisis 

deskriptif 

dan 

analisis 

SWOT. 

Strategi dalam pengelolaan 

kawasan ekowisata 

mangrove di Pantai Hamadi 

Kota Jayapura adalah 

pengembangan ekowisata 

berbasis masyarakat dengan 

dukungan pemerintah 

melalui instansi terkait, 

menyediakan sarana dan 

prasarana pendukung yang 

memadai, meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam 

berbagai kegiatan kegiatan 

yang berhubungan dengan 

hutan mangrove dan 

pariwisata, serta sosialisasi 

kegiatan ekowisata bagi 

masyarakat. 

9 Wan 

Hermanto, 

Sujianto, 

Hasim As’ari 

(2023). 

menganalisis 

dan 

mengeksplorasi 

Strategi 

pengelolaan 

Hutan 

Mangrove di 

Kecamatan 

Bantan 

Kabupaten 

Bengkalis dan 

untuk 

identifikasi 

kendala apa 

yang dihadapi 

dalam Strategi 

Pengelolaan 

Hutan 

Mangrove di 

Kecamatan 

Bantan 

Kabupaten 

Bengkalis. 

deskriptif 

kualitatif. 

Bahwa Tidak terlepas dari 

partisipasi masyarakat 

melalui Kelompok LSM 

IPMPL (Ikatan Pemuda 

Melayu Peduli Lingkungan) 

Kecamatan Bantan dalam 

mengelola dan memelihara 

hutan mangrove di wilayah 

mereka. Jenis partisipasi 

yang diberikan berupa 

tenaga, harta benda, uang, 

buah pikiran, dan 

keterampilan. 

10 Suriansyah, 

Makmun, 

Juwari (2023) 

mengetahui 

persepsi 

masyarakat 

terhadap 

pentingnya 

pengelolaan, 

mengetahui 

Deskriptif 

kualitatif 
Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

tingkat pemahaman 

masyarakat mengenai 

lokasi Hutan Mangrove 

mencapai 74,32%, 

sedangkan pemahaman 

Tabel 2.5 (lanjutan) 
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No Peneliti Tujuan Metode Hasil 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pengelolaan, 

mengetahui 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

partisipasi 

masyarakat 

terhadap 

pengelolaan 

Hutan 

Mangrove 

Center 

Kariangau 

Graha Indah 

Balikpapan 

mengenai manfaat dan 

pemanfaatan hutan 

mangrove mencapai 

72,97%. Tingkat 

partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan hutan 

mangrove tercatat sebesar 

59,46%, sementara jenis 

keterlibatan masyarakat 

dalam kegiatan 

pengelolaan mencapai 

56,76%. 

Pengelolaan Hutan 

Mangrove Center 

Kariangau Graha Indah 

Balikpapan diharapkan 

melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan, 

termasuk masyarakat yang 

secara langsung 

memanfaatkan sumber 

daya mangrove, 

pemerintah, pelaku usaha, 

dan lembaga swadaya 

masyarakat. Masyarakat 

pesisir menginginkan 

keterlibatan yang lebih 

aktif dan langsung dalam 

seluruh tahapan 

pengelolaan mangrove, 

mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, 

pemeliharaan, hingga 

pengawasan dan 

pelestarian kawasan 

mangrove. 

 

Tabel 2.2 (lanjutan) 

Tabel 2.5 (lanjutan) 



 

 

 

 

BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan pada bulan april 2026 hingga 

mei 2026.  Lokasi penelitian bertempat di pesisir Kelurahan Kota Karang, 

Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. 

Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian 

Sumber : Penulis (2026) 
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3.2. Jenis Penelitian  

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan 

antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif deskriptif. Dimana 

penelitian kualitatif deskriptif menurut (Sugiyono, 2018) merupakan metode 

statistika yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Adapun 

metode kualitatif deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh 

gambaran terkait variabel penelitian yang sedang dilakukan penelitian.  

Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pada 

pengukuran objektif terhadap fenomena sosial melalui penggunaan data numerik. 

Dalam pendekatan ini, fenomena yang diteliti diuraikan ke dalam sejumlah variabel 

dan indikator yang dapat diukur secara sistematis. Setiap variabel diberi nilai atau 

skor tertentu sesuai dengan kategori informasi yang diperoleh, sehingga 

memungkinkan dilakukan analisis statistik dan perhitungan matematis untuk 

menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Generalisasi tersebut 

merujuk pada kemampuan hasil penelitian untuk menjelaskan kondisi yang terjadi 

pada populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural 

Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS) sebagai teknik 

analisis data. Metode SEM-PLS dipilih karena mampu menganalisis hubungan 

yang kompleks antar variabel laten maupun variabel teramati secara simultan, serta 

dapat digunakan untuk menguji model teoritis yang melibatkan hubungan 

kausalitas antar konstruk penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner yang 

disusun berdasarkan indikator-indikator penelitian. Kuesioner diberikan kepada 

responden untuk memperoleh informasi mengenai variabel yang diteliti melalui 

jawaban dan tanggapan terhadap pertanyaan yang telah disediakan. Data yang 

diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan SEM-PLS untuk menguji hipotesis 

penelitian yang telah dirumuskan. 

Tujuan penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji hubungan antar variabel yang dibangun berdasarkan teori, 

mendeskripsikan fakta empiris yang terjadi di lapangan, menganalisis pengaruh 
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antar variabel penelitian, serta mengembangkan model kelembagaan pengelolaan 

mangrove di Kelurahan Kota Karang. Dengan demikian, hasil penelitian 

diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah dalam memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengelolaan mangrove serta mendukung penyusunan strategi 

pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

 

 

3.3. Alat dan Objek Penelitian  

 

Alat yang digunakan pada penelitian ini  adalah, lembar kuesioner, alat tulis, 

kamera, Voice Recorder, Laptop, Software SMART-PLS 3.2.9 dan Microsoft excel.  

Adapun untuk objek penelitian ialah ekosistem mangrove kota karang. 

 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan 

observasi dan wawancara menggunakan kuesioner yang dibuat sebelumnya. Data 

Primer terdiri dari hasil pengamatan dan observasi lapangan, wawancara 

masyarakat dan beberapa pihak berkepentingan lainnya. Sedangkan data sekunder 

terdiri dari data tentang kondisi umum Lokasi penelitian yang meliputi peta, 

peraturan Perundang-Undangan dan jurnal atau publikasi penelitian yang memiliki 

isu sama dengan penelitian ini, serta ditambah data-data lain yang berhubungan 

dengan penelitian untuk melengkapi data-data yang sudah ada. 

 

 

3.5. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Metode pengambilan sampel untuk strategi pengelolaan dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria 

tertentu. Teknik ini digunakan untuk mencari responden yang sesuai dengan tujuan 

dan masalah penelitian karena tidak semua populasi berpeluang menjadi sampel. 

Sampel yang dipilih harus sesuai kepentingan dan kebutuhan penelitian yakni 

pengambilan sampel terhadap para penentu kebijakan dan stakeholders lainnya. 
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Pengumpulan data terhadap responden dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

Wawancara. Pengambilan sampel responden untuk wawancara terdiri dari beberapa 

perwakilan stakeholder diantaranya :  

Tabel 3.1 Daftar narasumber wawancara 

No Instansi/Lembaga/Perwakilan Jumlah (Orang) 

1 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung  1 

2 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 1 

3 Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 1 

4 Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan 

Lindung (BPDASHL) Way Seputih - Way 

Sekampung 

1 

5 Lurah Kota Karang 1 

6 Direktur NGO Mitra Bentala 1 

 JUMLAH 6 

 

Pengambilan sampel responden untuk kuesioner diambil dari populasi 

yang ada di Lokasi penelitian yaitu Kelurahan Kota Karang dengan jumlah 

populasi 10.255 jiwa menggunakan teknik Slovin(Bandar Lampung, 2024). 

menurut Sugiyono (2011),  Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah 

sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
  

=
10.255

1 + 10.255(0,15)2

 =
10.255

231,7375
= 44,25

  

 

Keterangan :  

n  

 

=  ukuran sampel/jumlah responden 

N =  ukuran populasi  

e =  persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih bisa ditolerir 

 

Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut :  

Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar  
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Nilai e = 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil  

 

Jadi rentang sampel yang dapat diambil dari teknik slovin adalah antara 10 – 

20 % dari populasi. Dalam penelitian ini, penulis menentukan nilai e dalam rumus 

slovin sebesar 15% (0,15). setelah dihitung menggunakan Rumus Slovin 

didapatkan sampel sebanyak 44,25 sampel yang kemudian dibulatkan menjadi 45 

– 50 sampel. Jumlah ini telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis SEM 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Ghozali (2021) dalam Jumlah data penelitian 

dengan menggunakan analisis SEM PLS (Particial Last Square) Dimana sampel 

yang diambil tidak harus dengan jumlah besar, yaitu dapat dengan sampel rentang 

30-100.  

 

 

3.6.  Jenis Pengumpulan Data  

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden dan informan 

melalui wawancara serta penyebaran kuesioner. Untuk mendapatkan informasi 

yang lebih komprehensif terkait permasalahan penelitian, terutama yang 

berhubungan dengan aspek kelembagaan dan pengelolaan mangrove, dilakukan 

wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para ahli dan pihak-pihak yang 

memiliki pengetahuan serta pengalaman yang relevan (expert survey). Selain itu, 

data primer juga dikumpulkan melalui jawaban responden terhadap kuesioner yang 

telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian. 

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan 

fokus penelitian. Data tersebut mencakup dokumen resmi, hasil penelitian 

sebelumnya, literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta data monografi 

wilayah penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi 

dokumentasi dan kajian pustaka sebagai bahan pendukung dalam proses analisis 

serta untuk memperkuat pemahaman dan interpretasi terhadap hasil penelitian. 
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3.6.1. Data Primer  

 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer 

dan data sekunder. Menurut Anwar (2014), data primer merupakan data 

yang diperoleh dan dicatat secara langsung oleh peneliti dari sumber 

pertama. Data tersebut dikumpulkan langsung dari responden atau subjek 

penelitian melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti penyebaran 

kuesioner, wawancara, maupun observasi lapangan. Oleh karena itu, data 

primer menjadi sumber informasi utama yang digunakan untuk 

menggambarkan kondisi dan fenomena yang diteliti secara aktual. 

Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil pembagian 

kuesioner, wawancara kepada narasumber serta melakukan observasi di 

Lokasi penelitian. Data primer itu meliputi partisipasi masyarakat sekitar, 

sarana dan prasarana yang ada di mangrove Kota Karang. Data primer ini 

diperoleh dari masyarakat sekitar dan observasi di lapangan. Adapun 

narasumber yang terkait dalam penelitian ini telah disebutkan pada bagian 

sebelumnya. 

 

 

3.6.2. Data Sekunder  

 

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder 

sebagai sumber informasi pendukung. Menurut Hendri (2009), data sekunder 

merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah 

tersedia sebelumnya dan bukan dikumpulkan secara langsung dari responden. 

Data ini berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, serta memverifikasi 

informasi yang diperoleh dari data primer. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan studi 

dokumentasi yang mencakup berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, 

hasil penelitian terdahulu, laporan instansi terkait, dokumen resmi, serta 

berbagai referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder 

tersebut digunakan untuk membandingkan dan menginterpretasikan temuan 

penelitian dengan informasi yang tersedia dalam literatur. 
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Dalam penelitian ini, data sekunder yang dikumpulkan meliputi kondisi 

umum masyarakat di sekitar kawasan mangrove, karakteristik lokasi 

penelitian, kondisi topografi dan geografis kawasan mangrove, serta profil 

ekosistem mangrove yang menjadi objek penelitian. Data tersebut digunakan 

sebagai dasar untuk mendukung analisis dan memberikan gambaran yang 

lebih komprehensif mengenai kondisi wilayah penelitian. 

 

 

3.7. Skala Pengukuran  

 

Skala pengukuran merupakan pedoman yang digunakan untuk menentukan 

kategori dan interval dalam suatu alat ukur sehingga data yang diperoleh dapat 

diolah secara kuantitatif. Melalui skala pengukuran, setiap variabel penelitian dapat 

diberikan nilai atau skor tertentu sesuai dengan karakteristik yang diamati, sehingga 

memudahkan proses analisis data. 

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala 

Likert. Skala Likert merupakan salah satu metode pengukuran yang digunakan 

untuk mengetahui sikap, pendapat, dan persepsi individu maupun kelompok 

terhadap suatu fenomena sosial. Menurut Sugiyono (2014), fenomena sosial yang 

diteliti terlebih dahulu ditetapkan dan dirumuskan secara spesifik oleh peneliti 

sebagai variabel penelitian, kemudian diukur melalui sejumlah pernyataan yang 

disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Penggunaan skala 

Likert memungkinkan peneliti mengkuantifikasi tanggapan responden sehingga 

dapat dianalisis secara statistik untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam 

penelitian. 

Selanjutnya, Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa jawaban setiap item 

instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: 

Tabel 3.2 Skala Pengukuran Menurut Sugiyono 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak Setuju 

e. Sangat Tidak Setuju 

a. Sangat Baik 

b. Baik 

c. Tidak Baik 

d. Sangat Tidak Baik 

 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 

Sumber: Sugiyono (2014) 
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Urutan skala pengukuran ini dimulai dari sangat tidak setuju hingga sangat 

setuju untuk semua variabel. Di mana, kriteria yang digunakan yakni :  

Tabel 3.3.  Skala pengukuran responden (skala likert 1-3) 

No Jawaban Kode 

1 Buruk/Tidak Setuju/Rendah TB 

2 Netral/Biasa Saja/Sedang  N 

4 Baik/Tinggi/Aktif B 

Sumber: Sugiyono (2014), diolah Penulis (2026) 

Skala 1 sampai 3 untuk memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan 

yang diajukan. Di mana, tiap-tiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab oleh 

responden berdasarkan skala likert tersebut. 

 

 

3.8. Variabel Penelitian 

 

Penelitian terdiri dari 5 variabel utama dan 25 indikator. Variabel tersebut 

yaitu: a) ekologi, b) ekonomi, c) sosial, d) pengelolaan dan e) keberlanjutan. Model 

hubungan antar-variabel terdapat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 3.4.  Model Hubungan antar-variabel 

Variabel Indikator Notasi 

Ekologi (X1) Penataan batas kawasan mangrove. EKL1 

 Penutupan vegetasi pada kawasan mangrove. EKL2 

 Perlindungan terhadap flora dan fauna. EKL3 

 Kerapatan mangrove EKL4 

Ekonomi (X2) Pendapatan kelompok/masyarakat dari 

pengelolaan mangrove. 

EKN1 

 Peluang usaha di kawasan mangrove. EKN2 

 Pasar produk/wisata. EKN3 

 Tingkat pendapatan masyarakat sekitar EKN4 

 Terukurnya nilai manfaat mangrove EKN5 

Sosial (X3) 

 

Ketersediaan organisasi/kelompok 

masyarakat yang mengelola mangrove 

SOS1 

 Keterlibatan masyarakat dalam melindungi 

hutan mangrove 

SOS2 

 Budaya lokal dalam pelestarian mangrove. SOS3 

 Keterampilan masyarakat dalam mengelola 

ekosistem mangrove. 

SOS4 

 Aksesibilitas kawasan mangrove SOS5 

 Publikasi keberadaan dan pengelolaan 

mangrove  

SOS6 

 Peran LSM. SOS7 
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Variabel Indikator Notasi 

Pengelolaan (X4) Adanya Kelembagaan yang dibentuk dalam 

pengelolaan mangrove 

PEL1 

 Adanya perlindungan dan konservasi 

mangrove 

PEL2 

 Adanya pemanfaatan ekonomi dalam 

pengelolaan mangrove 

PEL3 

 Adanya Aturan Formal yang Tegas dan Jelas 

dalam Pengelolaan Mangrove 

PEL4 

 Adanya Sumber Daya Manusia Dalam 

Pengelolaan mangrove 

PEL5 

Keberlanjutan/ 

Sustainability (Y1) 

Koordinasi antar instansi yang terkait KEB1 

 Aktivitas penanaman, pemeliharaan, 

perlindungan, dan pengamanan pada lahan 

mangrove. 

KEB2 

 Komitmen pemerintah KEB3 

 Kebijakan mengenai keberadaan lahan 

mangrove 

KEB4 

Sumber : Penulis (2026) 

 

 

3.9. Analisis Data  

 

Analisis data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis statistik deskriptif.  Data dikumpulkan, kemudian dilakukan 

perumusan data dan pengklasifikasian sehingga diperoleh interpretasi data atau 

keterangan yang jelas terkait hasil penelitian.  Analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan metode SEM dengan software PLS. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner oleh 

responden dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif. Analisis deskriptif 

dilakukan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai karakteristik 

data dan kondisi yang diteliti. Proses pengolahan data dilakukan secara bertahap, 

mulai dari pengumpulan data, pengkodean, tabulasi, pengelompokan, hingga 

klasifikasi data sesuai dengan kebutuhan analisis. Tahapan tersebut bertujuan untuk 

menghasilkan informasi yang jelas dan terstruktur mengenai permasalahan 

penelitian. 

Tabel 3.4 (lanjutan) 
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Data penelitian dikumpulkan melalui instrumen penelitian berupa kuesioner 

yang disusun berdasarkan variabel dan indikator penelitian. Kuesioner 

menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi, sikap, dan penilaian 

responden terhadap setiap indikator yang diteliti. Data yang diperoleh selanjutnya 

dianalisis untuk menggambarkan kondisi empiris serta mendukung pengujian 

hubungan antar variabel dalam penelitian. 

Matriks metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan-tujuan 

dalam penelitian ini disajikan pada Tabel . 

Tabel 3.5 Matriks metode analisis data 

No Tujuan Penelitian Variabel yang 

diukur 

 

Teknik 

Pengambilan 

Data 

Teknik 

Analisis 

Data 

1 Menganalisis 

bagaimana persepsi, 

peran serta dan 

keterlibatan 

masyarakat dalam 

pengelolaan mangrove 

di kota karang. 

Ekologi, 

Ekonomi dan 

Sosial, 

Pengelolaan, 

Keberlanjutan 

Wawancara 

dan pengisian 

kuesioner 

Analisis 

deskriptif 

2 Menganalisis 

bagaimana peran dan 

fungsi instansi 

pemerintah daerah dan 

pemerintah pusat 

dalam pengelolaan 

mangrove di Kota 

Karang. 

Ekologi, 

Ekonomi, 

Sosial, 

Pengelolaan, 

Keberlanjutan 

Wawancara Analisis 

deskriptif 

3 Melihat pengaruh 

variabel X terhadap 

variabel Y Untuk 

merumuskan strategi 

pengelolaan mangrove 

di Kota Karang dengan 

analisis Structural 

Equation Modelling 

(SEM). 

Ekologi, 

Ekonomi, 

Sosial, 

Keberlanjutan, 

Pengelolaan.  

pengisian 

kuesioner 

terhadap 

sampel 

penelitian dan 

hasil 

wawancara 

Analisis 

deskriptif  

dan Analisis 

kuantitatif 

dengan 

permodelan 

SEM 

SMART- PLS 

3.2.9 

 

Sumber : Penulis (2026) 
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3.9.1. Identifikasi Pengelolaan, Fungsi, Persepsi dan keterlibatan berbagai 

pihak dalam pengelolaan mangrove 

 

Identifikasi Pengelolaan, Fungsi, Persepsi dan keterlibatan berbagai  

pihak dalam pengelolaan mangrove melalui Observasi, FGD dan pertanyaan 

dalam kuesioner, jawaban kemudian dianalisis statistik deskriptif. 

Adapun variabel yang digunakan yaitu : 

1. Ekologi dibagi menjadi empat sub bagian, yaitu Penataan batas kawasan 

mangrove, Penutupan vegetasi pada kawasan mangrove, Perlindungan 

terhadap flora dan fauna dan Kerapatan mangrove. 

2. Ekonomi dibagi menjadi lima sub bagian, yaitu Pendapatan 

kelompok/masyarakat dari pengelolaan mangrove,  Peluang usaha 

di kawasan mangrove, Pasar produk/wisata, Tingkat pendapatan 

masyarakat sekitar dan Terukurnya nilai manfaat mangrove. 

3. Sosial dibagi menjadi tujuh sub bagian, yaitu Ketersediaan 

organisasi/kelompok masyarakat yang mengelola mangrove, Keterlibatan 

masyarakat dalam melindungi hutan mangrove, Budaya lokal dalam 

pelestarian mangrove, Keterampilan masyarakat dalam mengelola 

ekosistem mangrove, Aksesibilitas kawasan mangrove, Publikasi 

keberadaan dan pengelolaan mangrove dan Peran LSM. 

4. Pengelolaan Mangrove Kota Karang dibagi menjadi lima sub bagian, yaitu 

Adanya Kelembagaan yang dibentuk dalam pengelolaan mangrove, 

Adanya perlindungan dan konservasi mangrove, Adanya pemanfaatan 

ekonomi dalam pengelolaan mangrove, Adanya Aturan Formal yang 

Tegas dan Jelas dalam Pengelolaan Mangrove dan Adanya Sumber Daya 

Manusia Dalam Pengelolaan mangrove.  

5. Keberlanjutan/ Sustainability dibagi menjadi lima sub bagian, yaitu 

Aktivitas penanaman, pemeliharaan, perlindungan, dan pengamanan pada 

lahan mangrove, Komitmen pemerintah, Kebijakan mengenai keberadaan 

lahan mangrove dan Koordinasi antar instansi yang terkait 
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Daftar rubrik variabel, indikator dan pilihan jawaban dalam Identifikasi 

ekologi, ekonomi, sosial dan pengelolaan dalam keberlanjutan mangrove 

disajikan pada tabel 3.6.  

Tabel 3.6 Rubrik Variabel, Indikator Dan Pilihan Jawaban Identifikasi ekologi, 

ekonomi, sosial dan pengelolaan dalam keberlanjutan mangrove 

No Variabel Indikator/Pertanyaan Pilihan Jawaban 

1 Ekologi (X1) Penataan batas kawasan 

mangrove 

1. Buruk 

2. Biasa saja 

3. Baik   Penutupan vegetasi pada 

kawasan mangrove 

  Perlindungan terhadap 

flora dan fauna 

  Kerapatan mangrove 

2 Ekonomi (X2) Pendapatan 

kelompok/masyarakat dari 

pengelolaan mangrove 

1. Tidak ada 

2. Rendah 

3. Tinggi 

  Peluang usaha di kawasan 

mangrove 

  Pasar produk/wisata 

  Tingkat pendapatan 

masyarakat sekitar 

  Terukurnya nilai manfaat 

mangrove 

3 Sosial (X3) Ketersediaan 

organisasi/kelompok 

masyarakat yang 

mengelola mangrove 

1. Tidak ada 

2. Ada namun tidak 

aktif 

3. Ada dan aktif 

  Keterlibatan masyarakat 

dalam melindungi hutan 

mangrove 

1. Tidak ada 

2. Kadang-kadang 

3. Terlibat aktif 

  Budaya lokal dalam 

pelestarian mangrove 

1. Tidak ada 

2. Ada namun jarang 

digunakan 

3. Ada dan aktif 

digunakan 

  Keterampilan masyarakat 

dalam mengelola 

ekosistem mangrove 

1. Buruk 

2. Biasa Saja 

3. Baik 

  Aksesibilitas kawasan 

mangrove 

  Publikasi keberadaan dan 

pengelolaan mangrove 

  Peran LSM  1. Tidak ada 

2. Ada namun jarang 

3. Aktif 

4 Pengelolaan 

(X4) 
Bagaimana seharusnya 

pengelolaan yang dibentuk 

1. Langsung dibentuk 

oleh pemerintah. 
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No Variabel Indikator/Pertanyaan Pilihan Jawaban 
dalam pengelolaan mangrove 

? 
2. Dibentuk oleh 

pemerintah dengan 

memperhatikan 

aspirasi masyarakat 

dan keadaan 

mangrove. 

3. Dibentuk oleh dan 

berdasarkan inisiatif 

masyarakat secara 

mandiri. 
  Bagaimana Upaya dalam 

perlindungan dan konservasi 

mangrove 

1.Adanya kelompok 

yang dibentuk yang 

melakukan upaya 

perlindungan dan 

konservasi. 

2.Kelompok yang 

dibentuk 

mendapatkan insentif 

dalam perlindungan 

dan konservasi. 

3. Adanya dukungan  

dari berbagai pihak 

dalam perlindungan dan 

Konservasi mangrove. 

  Bagaimana potensi 

pemanfaatan ekonomi dalam 

pengelolaan mangrove 

1. Dikelola swadaya 

oleh Masyarakat. 

2. Adanya 

organisasi/kelompok 

yang mengelola. 

Organisasi dan 

kelompok yang 

mengelola mendapat 

dukungan pemerintah 

dan Lembaga lain. 
  Adanya aturan formal yang 

tegas dan jelas dalam 

pengelolaan mangrove 

1. Tidak adanya aturan 

formal yang tegas 

dan jelas. 

2. Aturan ada namun 

tidak efektif. 

Aturan ada dan berjalan 

dengan efektif. 

  Adanya sumber daya 

manusia dalam pengelolaan 

mangrove 

1. Tidak ada 

2. Ada namun tidak 

memiliki kapasitas. 

Ada dan memiliki 

kapasitas. 

5 Keberlanjutan/ 

Sustainability 

(Y) 

Koordinasi antar 

pemangku kepentingan 

 

1. Buruk/rendah 

2. Menengah 

3. Tinggi 

  Aktivitas penanaman, 

pemeliharaan, 

1. Tidak ada 

2. Ada namun jarang 

Tabel 3.6 (lanjutan) 
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No Variabel Indikator/Pertanyaan Pilihan Jawaban 

perlindungan, dan 

pengamanan pada lahan 

mangrove 

3. Aktif 

  Komitmen pemerintah 1. Rendah 

2. Biasa Saja 

3. Tinggi 

  Kebijakan mengenai 

keberadaan lahan 

mangrove 

1. Buruk 

2. Biasa Saja 

3. Baik 

Sumber : Penulis (2026) 

 

 

3.9.2. Pengaruh Peranan Unsur-Unsur Identifikasi Fungsi, Persepsi Dan 

Keterlibatan Berbagai  Pihak Dalam Pengelolaan Mangrove Kota 

Karang Dengan Analisis Structural Equation Modelling (SEM). 

 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel penelitian menggunakan 

metode Structural Equation Modeling (SEM) yang dioperasikan melalui 

perangkat lunak SmartPLS versi 3.2.9. Metode SEM dipilih karena memiliki 

kemampuan yang lebih komprehensif dalam menganalisis hubungan yang 

kompleks antar variabel, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Sarwono (2010), SEM merupakan teknik analisis multivariat 

yang mampu mengakomodasi berbagai karakteristik model penelitian, seperti 

hubungan interaktif antar variabel, pola hubungan non linier, korelasi antar 

variabel independen, kesalahan pengukuran (measurement error), serta 

korelasi antar kesalahan pengukuran. Selain itu, SEM memungkinkan analisis 

terhadap beberapa konstruk laten independen yang diukur oleh banyak 

indikator, sekaligus satu atau lebih konstruk laten dependen yang juga 

direpresentasikan oleh sejumlah indikator. Kemampuan tersebut menjadikan 

SEM sebagai metode yang efektif untuk menguji model teoritis yang 

melibatkan hubungan antar konstruk yang kompleks dan multidimensional. 

Bentuk umum analisis dalam penelitian ini yaitu menghubungkan 

empat variabel bebas X₁ (Ekologi), X₂ (Ekonomi), X₃ (Sosial) dan X4  

(Pengelolaan) dengan variabel terikat Y1 (Keberlanjutan). Pola hubungan 

Tabel 3.6 (lanjutan) 
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antar variabel yang akan dianalisis berdasarkan atas data sampel yang 

diperoleh melalui kuesioner yang dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

3.10. Parameter Pengujian Hipotesis SEM  

  

Pengujian hipotesis merupakan salah satu tahapan penting dalam analisis 

Structural Equation Modeling (SEM) yang bertujuan untuk menguji hubungan antar 

variabel dalam model penelitian. Melalui pengujian hipotesis, dapat diketahui 

apakah variabel laten eksogen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

laten endogen sesuai dengan model konseptual yang telah dirumuskan.  

Hasil pengujian hipotesis digunakan untuk menentukan tingkat signifikansi 

hubungan antar variabel, sehingga dapat diketahui apakah hipotesis yang diajukan 

diterima atau ditolak. Dengan demikian, pengujian hipotesis berperan dalam 

memverifikasi model teoritis serta menjelaskan arah dan besarnya pengaruh yang 

terjadi antara konstruk-konstruk yang diteliti. 

 

Selanjutnya, pengujian hipotesis dalam SEM juga dilakukan pengujian secara 

parsial dan simultan yakni pengujian pengaruh variabel laten secara bersama-sama 

terhadap variabel laten endogen. Hipotesis secara parsial dan  simultan dapat 

dirumuskan pada tabel sebagai berikut:  

Gambar 3.2.. Model struktural analisis korelasi antar variabel. 

Sumber : Peneliti, 2026 
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Tabel 3.7 Hipotesis parsial dan simultan penelitian 

Kode 

Hipotesis 

Pernyataan Hipotesis 

H0 Ekologi, ekonomi, sosial, dan pengelolaan secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan 

pengelolaan mangrove. 

H1 Ekologi, ekonomi, sosial, dan pengelolaan secara simultan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keberlanjutan 

pengelolaan mangrove. 

H2 Ekologi yang dipengaruhi pengelolaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan mangrove. 

H3 Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

mangrove 

H4 Pengelolaan yang dipengaruhi ekonomi dan sosial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ekologi mangrove. 

H5 Pengelolaan yang dipengaruhi ekonomi dan sosial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan 

mangrove. 

H6 Sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan 

mangrove 

Sumber : Penulis (2026) 

 

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan, pengujian pengaruh parsial 

dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan antara variabel laten eksogen 

dan variabel laten endogen. Variabel laten eksogen dinyatakan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel laten endogen apabila nilai Critical Ratio (CR) lebih 

kecil dari 1,65 dan nilai p-value lebih besar dari 0,10. Pada kondisi tersebut, 

hipotesis nol (H₀) diterima dan hipotesis alternatif (Hₐ) ditolak. Sebaliknya, apabila 

nilai CR lebih besar dari 1,65 dan nilai p-value lebih kecil dari 0,10, maka H₀ ditolak 

dan Hₐ diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel 

laten eksogen dan variabel laten endogen. Dalam penelitian ini digunakan tingkat 

signifikansi (alpha) sebesar 0,10 atau tingkat kepercayaan 90%. 

Selanjutnya, pengujian pengaruh simultan dilakukan dengan melihat nilai 

koefisien determinasi (R-square). Nilai R-square digunakan untuk menjelaskan 

kemampuan variabel laten eksogen dalam menerangkan variasi yang terjadi pada 

variabel laten endogen. Semakin besar nilai R-square, semakin besar pula 

kontribusi variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen. Dengan 

demikian, nilai R-square yang positif menunjukkan adanya kemampuan prediktif 
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model dalam menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti (Bahri dan 

Zamzam, 2015). 



 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai pengelolaan 

ekosistem mangrove di Kota Karang Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

 

 

5.1.1. Persepsi, Peran Serta, dan Keterlibatan Masyarakat dalam 

Pengelolaan Mangrove Kota Karang 

 

Masyarakat Kota Karang mulai memiliki persepsi positif terhadap 

mangrove karena telah merasakan manfaatnya sebagai pelindung pesisir 

dan penunjang kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove sudah mulai berkembang, 

namun masih belum optimal akibat lemahnya kelembagaan masyarakat, 

rendahnya dukungan pemerintah, terbatasnya insentif ekonomi, serta 

adanya konflik sosial-politik lokal. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor sosial berpengaruh positif 

terhadap pengelolaan mangrove (t-statistik = 1,761), dan bersama faktor 

ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan (F-hitung = 9,090 > 

F-tabel = 2,822). Namun, implementasi kebijakan pengelolaan mangrove 

masih belum efektif karena perubahan perilaku masyarakat, kapasitas 

kelembagaan, dan koordinasi antar aktor belum berjalan secara optimal. 
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5.1.2. Peran dan Fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

Pengelolaan Mangrove Kota Karang 

 

Pemerintah pusat dan daerah telah memiliki dasar regulasi yang jelas 

dalam pengelolaan mangrove, namun pelaksanaannya masih menghadapi 

kendala berupa tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi lintas 

sektor, keterbatasan sumber daya, dan belum terintegrasinya program antar 

instansi. 

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan mangrove berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kondisi ekologi mangrove (t-statistik = 

4,734; p-value = 0,000), serta secara simultan memberikan pengaruh 

signifikan terhadap ekologi (F-hitung = 25,713 > F-tabel = 2,822). Temuan 

ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan kelembagaan menjadi 

faktor penting dalam menjaga kualitas ekosistem mangrove di Kota Karang. 

 

 

5.1.3. Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kota Karang 

 

Keberlanjutan pengelolaan mangrove di Kota Karang memerlukan 

penguatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, 

akademisi, NGO, dan sektor swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kondisi ekologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan 

pengelolaan mangrove (t-statistik = 2,255; p-value = 0,024), sedangkan 

pengelolaan dan ekologi secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap keberlanjutan (F-hitung = 19,756 > F-tabel = 2,822). 

Strategi prioritas yang perlu dilakukan meliputi sebagai berikut : 

Membentuk dan memperkuat kelompok pengelola mangrove; 

Meningkatkan koordinasi lintas sektor; Melaksanakan rehabilitasi 

mangrove secara berkelanjutan; Mengembangkan ekonomi berbasis 

konservasi; Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat; Memperkuat 

sistem pengawasan dan monitoring; Menyusun regulasi dan perlindungan 

kawasan dan Meningkatkan dukungan pendanaan.  
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan, 

terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan mangrove dan memperkuat 

kelembagaan pengelolaan di masa mendatang. Adapun saran yang diajukan adalah 

sebagai berikut : 

 

 

5.2.1. Bagi Masyarakat dan Kelembagaan Lokal 

 

1. Kelompok masyarakat pengelola mangrove perlu diperkuat melalui 

pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas organisasi agar 

mampu menjadi kelembagaan lokal yang mandiri dan berkelanjutan. 

2. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif sebagai subjek utama dalam 

pengawasan, rehabilitasi, dan pengelolaan mangrove berbasis partisipasi. 

3. Perlu dibangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya 

mangrove melalui pendidikan lingkungan, sosialisasi, dan pengembangan 

ekowisata berbasis masyarakat. 

4. Pemerintah kelurahan bersama masyarakat perlu mendorong pembentukan 

peraturan kelurahan terkait perlindungan dan pengelolaan mangrove 

sebagai bentuk penguatan aturan lokal. 

 

 

5.2.2. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

 

1. Pemerintah Provinsi Lampung perlu memperjelas pembagian kewenangan 

antar organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan mangrove agar tidak 

terjadi tumpang tindih fungsi antara Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan 

Hidup, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. 

2. Pemerintah daerah perlu membentuk sistem koordinasi terpadu melalui 

penguatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sebagai forum 

lintas sektor dalam pengelolaan mangrove. 

3. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu lebih aktif mendukung 

pengelolaan mangrove Kota Karang melalui program khusus, penguatan 
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kelembagaan masyarakat, bantuan anggaran, serta pendampingan teknis 

yang berkelanjutan. 

4. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menyusun regulasi atau 

kebijakan khusus terkait legalitas kelompok masyarakat pengelola 

mangrove di wilayah areal penggunaan lain (APL). 

5. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum 

terhadap aktivitas perusakan mangrove secara konsisten dan 

berkelanjutan. 

 

 

5.2.3. Bagi Pengembangan Strategi Pengelolaan Mangrove 

 

1. Pengelolaan mangrove di Kota Karang perlu diarahkan pada model 

collaborative governance yang melibatkan pemerintah, masyarakat, NGO, 

akademisi, dan dunia usaha secara terpadu. 

2. Strategi pengelolaan mangrove perlu mengintegrasikan aspek ekologis, 

sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara seimbang agar keberlanjutan 

pengelolaan dapat tercapai. 

3. Perlu dikembangkan program ekonomi berbasis konservasi seperti 

ekowisata mangrove, budidaya perikanan ramah lingkungan, dan usaha 

produktif masyarakat berbasis mangrove untuk meningkatkan insentif 

ekonomi masyarakat. Selain itu mangrove kota karang juga bisa menjadi 

lokasi percontohan dan pusat pengetahuan mangrove di wilayah 

perkotaan. 

4. Penguatan kelembagaan lokal harus menjadi prioritas utama karena 

kelembagaan merupakan pondasi dasar dalam menjaga keberlanjutan 

pengelolaan mangrove di Kota Karang. 

5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel 

penelitian lain di luar aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan pengelolaan 

sehingga dapat menjelaskan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

keberlanjutan pengelolaan mangrove secara lebih komprehensif. 
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